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ABSTRAK

MAHYUDDIN (B 111 06 212), Ampikale dalam Praktik Pembagian
Woarisan Menurut Hukum Adat Bugis di Kabupaten Soppeng. Di bawah
bimbingan fbu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing | dan bapak Kahar
Lahae selaku Pembimbing Il. _ _

Berkaitan dengan keberlakuan hukum waris di Indonesia, sampal
sekarang masih bersifat pluralistik. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya
tiga sistem hukum waris di masyarakat Indonesia yang terdiri dar Hukum
Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat, dan Hukum Waris Adat, Dalam
masyarakat seringkali ketiga sistem hukum ini dibenturkan dalam
penerapannya. [Dalam masyarakat Kabupalten Soppeng sendin
contohnya, ada adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan yang dikenal
dengan sebutan ampikale yang sering dibenturkan dengan Hukum Waris
islam dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakekat dan keberfakuan
adat Bugis ampikale dalam praktik pembagian warisan adat di Kabupaten
Soppeng, serta untuk mengetahui kedudukan adat Bugis ampikale dalam
hal terjadinya sengketa kewarisan dari sudut pandang badan peradilan di
Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian Di Kabupaten Soppeng
yang diwakili oleh tiga kecamatan dan dua badan peradilan (Pengadilan
Negeri Watansoppeng dan Pengadilan Agama Watansoppeng) di daerah
tersebut. Tempat-tempat tersebut tentunya terkait dengan sumber data
yang dikumpulkan khususnya yang berupa data primer. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik snow ball dan juga analisis data sekunder.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hakekatnya adat Bugis
ampikale dalam masyarakat Soppeng merupakan suatu bentuk jaminan
bagi pewaris berupa harta yang dipisahkan darn boedel warisan (bukan
warisan). Ampikale sebagai suatu jaminan berfungsi untuk biaya hidup,
biaya perawatan, dan biaya pengurusan meninggalnya pewaris serla
biaya-biaya lain yang dikeluarkan demi kepentingan pewaris. Ampikale
dalam perkembangannya tetap diterapkan masyarakat sebagai suatu adat
walau telah mengalami pergeseran. Di lihat dar sudut pandang badan
peradilan di Kabupaten Soppeng, dalam konteks pengadilan agama
ampikale ini dikenal sebagai a/ wf yang berkaitan dengan aturan
kewarisan yang berfungsi sebagal sumber komplementer yang
melengkapl sumber dasar yaitu ilmu faraid. Ampikale ini sering
diberlakukan sama dengan hibah atau wasial yang diatur datam hukum
waris Islam. Sedang dilihat dari sudut pandang pengadilan neger,
ampikaile ini dimungkinkan berdini sendin sebagai bagian dan hukum adat
Bugis terpisah dari kewarisan pada umumnya. Tapi sayangnya, dalam
penerapan sangat jarang kasus ampikale yang masuk pengadilan negeri
karena ampikafe ini umumnya disatukan dengan sengketa penetapan
kewarisan yang kebanyakan dibawah ke lingkup pengadilan agama.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris di Indonesia tergolong unik yang disebabkan sistem
kewarisannya yang masih bersifat pluralistik. Sejak kemerdekaan
Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris
Istam, hukum waris perdata barat (yang termuat dalam Burgerik Wetboek
yang sering disingkat BW atau disebut KUH Perdata), dan hukum waris
adat, Dalam hukum waris adat sendiri terjadi keanekaragaman benfuk
pewarisan, tergantung darl bentuk hukum adat dan sistem kekerabatan
yang dianut suatu kelompok masyarakat Keanekaragaman bentuk
pewarisan adat ini juga tidak terlepas dar pengaruh bentuk topografi
Indonesia yang berupa negara kepulauan yang terdiri dar berbagai suku
bangsa, ras, dan aneka budaya serta keyakinan yang dianut dalam
masyarakat tersebut.

Hukum kewarisan adat sendiri sebagian besar didasarkan pada
hukum kebiasaan dalam masyarakat dan sebagiannya lagl dipengaruhi
oleh hukum agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum
kewarisan adat merupakan salah satu bentuk sistem pewarisan yang
masih digunakan dalam masyarakat dan menjadi suatu nilai hukum yang
hidup yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.
Kewarisan adat memiliki posisi sendiri dan tetap menjadi pilihan dominan
dalam hal terjadinya peralihan harta dalam bentuk pewarisan.




Hukum kewarisan adat bersendi pada prinsip-prinsip dan aliran
pemikiran komunal dan konkrit dari rakyat Indonesia. Hukum kewarisan
adat ini mengatur tentang pengalihan harta baik yang berwujud maupun
yang tak berwujud dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam
proses peralihan harta ini juga dapat dilihat keunikan’kekhasan dari
hukum kewarisan adat yang tidak ditemukan di dalam sistem kewarisan
lainnya. Salah satu contohnya yaitu peralihan hara (pewarisan) di satu
sisi terjadi setelah meninggalnya si pewaris (hal ini berlaku dalam sistem
kewarisan lslam dan sistem kewarisan perdata barat/BW). Sedang dalam
hukum kewarisan adat pewarisan terjadi selain pada saat meninggalnya si
pewaris juga dimungkinkan terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia.
Hal ini dapat berbeda penerapannya di tiap-tiap daerah.

Melihat sigi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang secara
umum didiami oleh tiga etnis besar yaitu, Bugis, Makassar, dan Toraja,
aturan adat kebiasaan masih merupakan hal yang penting dalam
kehidupan mereka. Di Kabupaten Soppeng sendiri (lokasi penelitian
penulis) yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Bugis dan sebagian
besarnya adalah penganut agama Islam, walaupun begitu bentuk
kewarisannya juga memiliki beberapa variasi. Hal ini sejalan dengan
pandangan Snauck Hurgorenje dan Van Vollenhoven yang menyatakan
tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat,
hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi
oleh hukum agama (Islam) yaitu terutama bagian yang berkaitan erat




dengan kepercayaan dan hidup batin seperti hukum keluarga dan hukum
waris (Bushar Muhammad, 20086: 4). Intinya hukum adat itu mengandung
unsur-unsur asli maupun unsur-unsur agama. Masyarakat Bugis
umumnya dan Bugis Soppeng khususnya tetap memberiakukan adat
istiadat Bugis dalam kehidupannya dengan anggapan adat istiadat itu
masih berlaku dan merupakan kaidah hukum asli yang di dalamnya
menjiwai dan mempengaruhi rasa keadilan dan kesadaran hukum
masyarakat (Andi Zainal Abidin, 1983: 106-107), yang merupakan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek
moyangnya. Begitu pun dalam hal pewarisan, walaupun pada dasamya
aturan tentang pewarisan sudah jelas diatur dalam hukum Islam, tapi
dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat membagi hartanya
berdasarkan penilaian mereka sendin dengan pertimbangan
melaksanakan pewarisan sesuai kebiasaan mereka juga dianggap telah
sejalan atau melaksakan pewarisan sesual aturan Islam. Pandangan itu
didasarkan pada ungkapan yang menyatakan “adat bersendi syara’ dan
syara' bersendi adat” yang dapat dimaknai adanya keeratan hubungan
antara adat dan syara’ (hukum Islam) yang saling mengisi dan
mendukung serta menguatkan satu sama lain karena adat yang sebenar-
benarnya menurut pandangan ini adalah syara’ itu sendiri.

Dewasa ini, anggapan seperti yang dikemukakan di atas ternyata .
menimbulkan berbagai permasalahan. Kenyataan yang dapat dilihat dari
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 10/PK/AG/2006 yang




menunjukkan adanya suatu bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan
kewarisan yang tidak diatur atau bahkan tidak sejalan dengan aturan
kewarisan yang tertuang dalam hukum Islam (diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam, ilmu faraidh). Bentuk adat Bugis yang dimaksud adalah
Ampikale.

Ampikale dalam sudut pandang masyarakat Bugis merupakan
suatu adat yang berkaitan dengan kewarisan. Dilihat dari penggunaan
kosa kata, ampikale ini berasal dari dua suku kata yaitu "ampi” dan “kale”,
“ampi” bila ditefjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
jaga atau lindungi, sedang ‘kale” berasal dari kata dasar "ale” diartikan
sebagai diri sendiri. Jadi secara utuh ampikale dapat diartikan sebagai
bentuk penjagaan terhadap diri sendiri.

Dikaitkan dengan konteks kewarisan, ampikale ini merupakan
bentuk penjagaan terhadap diri seseorang pewaris dimasa tua atau
dimasa sakit dengan jalan mengeluarkan sebagian harta dari bagian harta
yang akan diwariskan sebagai jaminan perawatan dimasa tua dan biaya
pengurusan setelah meninggal dunianya pewarns. Dikatakan sebagai
bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan karena ampikale ini
sangat terkait dengan bentuk pewarnsan bage maddiolo atau pembagian
harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (asal kata: “bage”
diartikan pembagian dan ‘maddiofo” diartikan terlebih dahulu), yang
setelah pewaris menunjukkan bagian masing-masing ahli warisnya

biasanya pewaris menyisakan sebagian hartanya (harta inilah yang




kemudian disebut ampikale) untuk kemudian diserahkan kepada
seseorang (bisa kepada shli warisnya sendiri atau kepada orang lain)
yang merawatnya dimasa tuanya untuk dipergunakan sebagai biaya
perawatan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan demi kepentingan si
pewaris.

Bentuk adat ampikale di atas sengaja diterapkan oleh si pewaris
demi kepentingannya dan demi kerukunan ahli warisnya. Bentuk adat
Bugls ampikale ini dimaksudkan sebagai langkah aman dari si pewaris
dengan menyisakan sejumlah hartanya untuk diserahkan kepada
seseorang yang merawatnya bilamana seandainya anak-anaknya teiah
berumah tangga dan tinggal terpencar di perantauan sehingga
dikhawatirkan tidak ada yang merawat si pewaris di masa tuanya. Selain
itu, biasanya pewaris sebagai orang tua tidak ingin membebani anak-
anaknya dimasa tuanya apalagi bila anaknya sudah memiliki suatu
keluarga sendiri dan hidup terpisah dari pewaris. Hal-hal inilah yang
mendasar pewaris menyisakan suatu ampikale untuk dirinya.

Walaupun pada dasamya ampikale sebagai bentuk yang sangat
terkait dengan kewarisan Bugis Soppeng ini dilakukan demi kebaikan dan
kepentingan pewaris dan ahli wansnya, tapi hal ini sering menimbulkan
polemik di dalam proses penerapannya. Adanya pandangan dalam
masyarakal yang menyatakan bagi orang Islam harus tunduk sepenuhnya

pada hukum agamanya yaitu hukum lsiam dan secara otomatis termasuk




pula di dalamnya aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum Waris,
makin memperumit kasus seperti ini.

Melihat bentuk adat yang berkaitan dengan kewarisan Bugis
Soppeng yang dipaparkan di atas, tampak adanya ketidaksesuaian
dengan sistem waris yang diatur dalam hukum Islam. Bentuk adat Bugis
ampikale yang memberikan kemungkinan bagi anak (ahli waris) untuk
menerima ampikale bertentangan dengan Kompilasi Hukum lIslam (KHI).
Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa ampikale berdasarkan Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 10/PK/AG/2006 dipadankan
dengan hibah dalam hukum Kewarisan Islam yang diatur dalam Pasal 211
dan 212 KHI yang intinya menyatakan Hibah dari orang tua kepada anak
diperhitungkan sebagai warisan, dan hibah seperti ini dapat ditarik
kembali. Padahal ampikale hakekatnya dipisahkan dari harta warisan
yang diberikan pewaris kepada ahli waris.

Inilah yang menjadi awal dari permasalahan kemudian, dalam hal
seorang atau beberapa ahli waris merasa tidak adil dan tidak menerima
keputusan pembagian harta yang dilakukan pewaris. Permasalahan
ampikale sebagai bentuk yang berkaitan dengan pewarisan Bugis
kerapkali menimbulkan sengketa pewarisan dalam masyarakat Soppeng,
Iini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara pewaris yang
membagi warisannya berdasarkan aturan adat, sedang ahli warisnya
melihat dari sudut pandang pembagian warisan berdasarkan aturan lslam.




Perbedaan pandangan ini tentu akan melahirkan suatu sengketa
yang membutuhkan penyelesaian secara hukum untuk mendapat putusan
yang adil bagi semua pihak. Masyarakat Soppeng yang pada umumnya
adalah beragama Islam bila mengalami sengketa tersebut di atas pasti
akan membawa sengketa ini ke pengadilan agama. Semua hal tersebut
pada akhimya akan dikembalikan kepada mekanisme hukum yang dianut
dalam pembagian warsan di pengadilan agama yang umumnya
didasarkan pada ilmu faraidh (diatur dalam Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak adanya ketidakpastian
penerapan aturan hukum. Dalam kehidupan masyarakal, hukum waris
adat selalu berada dibawah bayang-bayang hukum waris Islam. Sedang
nyatanya secara teori hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam
posisi yang sejajar dan masyarakat bebas memilih hukum waris apa yang
akan digunakan dalam proses pewarisannya.

Bentuk kewarisan adat Bugis merupakan pilihan utama masyarakat
Soppeng dalam melakukan proses pewarisan, tapi dalam hal terjadi
sengketa yang melibatkan hukum adat Bugis di dalamnya acapkali posisi
dan kekuatan hukum dari kewarisan adat Bugis dibenturkan dengan
sistemn kewarisan lainnya. Hal inilah yang akan penulis kaji dan tuangkan

dalam bab pembahasan dari tulisan ini.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hakekat dan keberlakuan adat Bugis ampikale dalam
praktik pembagian warisan adat dari sudut pandang sera
penerapannya dalam masyarakat Soppeng?

2. Bagaimana kedudukan adat Bugis ampikale dalam praktik
pembagian warisan ditinjau dari sudut pandang badan peradilan
di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapal dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan pemukaftetua dan masyarakat
Soppeng mengenai hakekat dan keberlakuan kewarisan adat
Bugis ampikale dalam praktik pembagian warisan adat di
Kabupaten Soppeng

2. Untuk mengetahui kedudukan kewarisan adat Bugis ampikale
dalam praktik penetapan/sengketa pembagian warisan ditinjau
dari sudut pandang badan peradilan di Kabupaten Soppeng.




D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Akademis/Teoritis
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di indonesia
terutama masalah yang menyangkut hukum kewarisan adat,
khususnya kewarisan adat Bugis serta eksistensi dan
efektifitasnya di Indonesia.

2. Secara Praktis
Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak
hukum serta dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang

berkaitan dengan hukum kewarisan adat.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan di Indonesia pada Umumnya

Berbicara mengenai penggunaan istilah warls, dalam benak
manusia pastinya terlintas pemikiran tentang suatu kejadian penting yang
terjadi pada suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini timbulnya
peralihan harta dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Istilah dan
aturan peralihan harta dari pewars kepada ahli warisnya ini dalam
masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman pelafalan atau
penyebutan tergantung dari latar belakang budaya, bahasa dan adat
istiadat masing-masing daerah, Namun secara umum dalam konteks
nasional penggunaan istilah aturan peralihan seperti ini umumnya disebut
hukum waris atau hukum kewarisan.

Hukum atau sistem kewarisan dalam suatu negara atau dalam
suatu masyarakat tertentu, mempunyal hubungan erat dengan sifat
kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Begitupun yang
terjadi di Indonesia, yang sifat kekeluargaan dan penggolongan-
penggolongannya masih erat dianut oleh masyarakal. Sifat kekeluargaan
ini mempengaruhi dan menentukan corak kewarisan yang berlaku dalam
masyarakat.

Diantara sekian banyak peraturan-peraturan pada jaman hindia

Belanda yang berkaitan dengan hukum kewarisan menurut Moh. Anwar




yang masih berlaku sampai sekarang adalah pasal 163
Staatsregeling), yang membagi Indonesla menjadi tiga golonga

1. Golongan Eropa;

2. Golongan Indonesia asli atau bumiputera;

3. Golongan timur asing. (Moh. Anwar, 1881: 2),

Golongan-golongan di atas mempunyai unsur dan kedudukan yang

berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut penjabaran dan golongan-

golongan tersebut

1. Golongan Eropa

Golongan ini merupakan para penjelajah dan pendatang yang

umumnya berasal dari benua Eropa dan sebagian Asia. Golongan ini

pada masa penjajahan menduduki strata tinggi dibanding golongan

lainnya, golongan tersebut meliputi:

d,

b.

Semua orang Belanda,
Semua orang yang berasal dari Eropa selain Belanda,

Semua orang Jepang,

. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di

negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada
pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum
keluarga Belanda,

Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan
keturunan selanjutnya dari orang-orang yang dimaksud
dalam huruf b, ¢, dan d yang lahir di indonesia.
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2. Golongan Bumi Pulera

Golongan ini merupakan golongan orang-orang Indonesia asli
yang tersebar di seluruh penjuru nusaniara atau lebih dikenal
sebagal rakyat pribumi. Pada masa penjajahan golongan bumi
putera berada pada strata paling bawah.

3. Golongan Timur Asing

Golongan ini merupakan golongan yang menduduki strata
menengah di masa penjajahan. Golongan ini biasanya terdiri dari
para pedagang dan pengusaha dari timur asing, golongan itu terdiri
dari:

a. Timur Asing Tionghoa,

b. Timur Asing Bukan Tionghoa, misainya orang Arab, India,

Pakistan, dan sebagainya,

Berdasarkan uraian penggolongan di atas, maka hukum waris yang
merupakan bagian dari hukum perdata yang beriaku di Indonesia adalah
bermacam-macam, yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Yang diatur dalam BW (KUH Perdata) untuk golongan Eropa dan

Tionghoa;

2. Hukum-hukum waris dari golongan Timur Asing selain Tionghoa,
termasuk bangsa-bangsa yang kebanyakan Beragama Islam
seperti Persia, Pakistan, dan sebagainya;

3. Hukum waris adat yang bermacam-macam bentuknya. (Moh.
Anwar, 1881:4).

Melihat pemaparan di atas, tampak begitu kompleksnya sistem

pewarisan di Indonesia. hal ini tidak terlepas dari sistern kewarisan yang
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masih bersifat fluralistik. Berikut beberapa penjabaran yang berkaitan

dengan sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

1. Bentuk-bentuk kewarisan secara umum

Hukum waris di Indonesia sangat beraneka-ragam, hal ini
dapat dilihat dari keberlakuan hukum waris sampai saat ini. Dewasa
ini ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum
waris Islam, hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), dan hukum waris adat.

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum
perkawinan, begitu pula hukum wars di Indonesia masih
beraneka ragam. Di samping hukum waris menurut hukum
adat, beriaku hukum waris menurut agama Islam dan hukum
waris menurut KUH Perdata (Burgelijk welbook). (Surini Ahlan
Sjanf, 2003: 2).

Berbicara tentang sistem keawarisan dalam [slam, secara
umum hukum waris Islam dirumuskan sebagai suatu perangkat
ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang
dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan
pada beberapa sumber pokok kewarisan Islam yang terdiri dari Al-
Qur'an dan Hadits Nabi (sumber yang utama), kemudian Qias
(analogi) dan ljma’ (kesamaan pendapat).

Berkaitan dengan hukum kewarisan dalam KUH Perdata sering
dildentifikasikan sebagai hukum waris kodifikasi. Hukum kodifikasi

merupakan hukum waris yang yang terdii dar seperangkat
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ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum yang pada
umumnya berada pada lingkup hukum perdata kekayaan, yang
dengan kematian seseorang yang mendasari harta yang ditinggalkan
orang yang meninggal beserta dengan akibat-akibat dari beralihan
tersebut bagi para ahli waris atau penerima harta.

Perangkat ketentuan hukum yang dimaksudkan dalam
pengertian kodifikasi di atas tidak lain adalah KUH Perdata. Ini
didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 183 Indische Staatsregeling,
hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi
orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-
orang Eropa tersebut. Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 128 hukumn
waris perdata berlaku juga bagi golongan timur asing Tionghoa.
Kemudian berdasarkan Siaafsbiad 1924 No. 557 hukum waris dalam
KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di
seluruh Indonesia.

Melihat dalam hukum kewarisan yang didasarkan pada hukum
adat, hukum kewarisan itu meliputi keseluruhan asas, norma, dan
keputusan atau ketetapan hukum yang berkaitan proses penerusan
serta penguasaan harta (baik yang bersifat materiil atau harta benda
maupun yang bersifat inmateriil atau harta cita) dari suatu generasi
ke generasi selanjutnya. Berkaitan dengan kewarisan adat ini di
Indonesia dapat ditemui berbagai bentuk sistem keawarisan

tergantung pada daerah dan budayanya. Dalam kewarisan adat ini




tidak terlepas dar sistem kekerabatannya. Oleh karena itu ada
bentuk kewarisannya ada yang bersifat patrilineal, matrilineal dan
bilateral (parental), tergantung dari sistemn kekerabatan yang dianut.
Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan sistem
kewarisan antara daerah hukum adat yang satu dengan yang
lainnya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sistem kekerabatan
yang kemudian mempengaruhi jenis serta status harta yang akan

diwariskan.

2. Sistern Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam juga tidak terlepas dan merupakan
salah satu bagian dari hukum keluarga (Al-Ahwaalusy Syahshiyah),
penting sekall untuk dipelajari terutama bagi masyarakat yang
beragama Islam. Agar di dalam pelaksanaan pembagian haria
warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan
seadil-adilnya.

Berbicara mengenai tujuan mempelajari hukum kewarisan
Islam adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan atau
melanjutkan harta warisan orang yang telah meninggal, kepada
pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian seseorang
dapat terhindar dari dosa, yakni memakan harta orang lain yang
bukan haknya.

Setiap orang yang mengaku Islam, dimana pada suatu masa

pastl akan menjadi pewaris. la tidak dapat melepaskan diri dari
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tanggung jawab terutama sekali tanggung jawab dan pembinaan
kepada keluarganya. Oleh karena itu disamping berusaha
mewariskan nilai-nilai iman dan akhlak yang mulia, ia juga harus
bekerja keras untuk pewarisan harta.

Menjabarkan prinsip-prinsip kewarisan berdasarkan aturan
Islam, sumber pokok yang utama yang dijadikan pedoman
pembagian warisan adalah Al-Qur'an (sumber hukum yang utama).
Kemudian sebagai sumber tambahan diambil sebagiannya dari As
Sunnah dan putusan-putusan Rasul, sebagian kecil dari [jma’
(kesamaan pendapat), serta beberapa dari ijtihad sahabat Rasulullah
SAW.

Ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an
diantaranya yaitu:

“Bagi laki-laki ada bagian pada barang yang difinggalkan ibu

bapak dan kerabat-kerabal dan bagi perempuan ada pufa
bagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabal-

kerabat, sedikit banyak, menurut pembagian yang ditenfukan®.

(@s. IV: 7).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dilihat keadilan dalam
ketentuan hukum Islam. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa
dalam pembagian warisan tidaklah membeda-bedakan jenis kelamin,
laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sebagai ahli waris. Hal
ini sangat bertentangan dengan yang dianut oleh masyarakat Arab

pada jaman jahiliyah yang mana hanya laki-laki yang kuat berperang




saja yang berhak menerima warisan, sedangkan wanita dan anak-
anak tidaklah memiliki hak untuk mewarisi.

Hal ini melatari turunnya Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an
yaitu Surah An-Nisa ayat 33 yang menyatakan: "Bagi tiap harta
peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat-
kerabatrya kami jadikan pewaris-pewarisnya”. Sedang besamya
warisan dan pihak-pihak yang menjadi ahli waris diatur dalam Al
Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya sistem kewarisan
yang didasarkan pada hukum Islam beriujuan untuk menghindari
teriadinya kesalahan dalam pembagian warisan dan adanya
pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil yang diridhai
Allah SWT. Hal ini dapat terwujud dengan
menyampaikan/melanjutkan harta warisan orang yang telah
meninggal dunia, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya
sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa yaitu memakan harta
yang bukan haknya.

Mengkaji tentang hukum kewarigan Islam ini, menurut
Tamakiran hukum Islam mengenal sistem individual patrilineal yang
mengandung tiga sifat tersendiri yaitu:

a. Memberikan bagian-bagian tertentu pada individu-individu
tertentu,

b. Sisanya diberikan kepada ahli wars yang merupakan
keluarga pada garis bapak dan seandainya kepada mereka




tidak dapat diberikan, maka akan diberikan kepada ahli waris
seibu,

c. Wasiat dibatasi pada sepertiga harta peninggalan.
(Tamakiran, 2000: 88).

Pandangan ini berbeda dengan pandangan Hazairin. Hazairin
mengemukakan bahwa ‘“sistemn kewarisan Islam adalah sistemn
individual bilateral”. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru
yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris lslam
menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Anak-anak si pewarls bersama-sama dengan orang tua si
pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam
sistern hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin
sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika
pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah,

b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada
kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-
sama sebagal ahli waris dengan orang tuanya, setidak-
tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika
orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak
pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat
lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di
luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si
pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.

¢, Bahwa suami-isteri saling mewaris; Artinya, pihak yang hidup
paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. (Eman
Supaman, 2005: 15).

Adapun sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi dalam hukum

Islam menurut Assaad Yunus dikenal adanya empat sebab yaitu:

a. Perkawinan
Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah

menurut syariat. Dengan demikian, apabila salah secrang




diantaranya ada yang meninggal dunia dimana
perkawinannya masih dalam keadaan utuh maka ia berhak
untuk saling mewarisi sebagaimana ketetapan Allah SWT di

dalam Al-gqur'an sebagai berikut:

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri-istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para istri mempercleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”,

(QS. IV: 12).

. Kekerabatan

Hubungan darah atau kekerabatan adalah penyebab
terjadinya waris-mewaris. Baik kekerabatan atau pertalian
darah garis lurus keatas, pertalian darah garis lurus
kebawah, ataupun pertalian darah garis menyimpang.

. Memerdekakan budak

Yang dimaksud dengan memerdekakan budak vyaitu
kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena
memerdekakan atau membebaskan budak. Perbudakan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah
dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia sebelum

kedatangan Islam. Dengan kedatangan Islam vyang
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menganjurkan supaya perbudakan dihapuskan. Maksudnya
tentu untuk merubah status sesecrang dimata hukum, yang
tadinya tidak memiliki harta sedikitpun, tidak memiliki hak
untuk berbuat dan berindak menjadi cakap bertindak
sebagaimana manusia bebas lainnya (memiliki hak dan
kewajiban)
d. Hubungan Ke Islaman

Hubungan ke Islaman atau keagamaan juga menyebabkan
terjadinya waris-mewarisi, hal ini disebabkan apabila orang
yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris maka
warlsannya dapat jatuh pada saudara seagamanya. Hal ini
didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai
ahli waris, aku membayar dendanya dan akupun mewaris
dari padanya®”. (H.R. Abu Dawud). (A. Assaad Yunus,
1987: 19).

Selain itu, menurut Tamakiran hukum kewarisan Islam juga
mengenal berbagai prinsip dalam pewarisan antara lain sebagai
berikut:

a. Sisuami atau si istri dijadikan ahli waris;

b, Kaum perempuan dan anggota keluarga pada garis ibu
diben hak untuk mewarisi;

¢. Ibu-bapak dan seterusnya dalam garis mendaki (ke atas)
diberi hak untuk mewarisi, sungguhpun ada keturunan laki-
laki dalam garis menurun/ke bawah;

d. Sebagai ketentuan umum, ahli waris perempuan diberi
separuh dari jumlah yang diterima oleh ahli waris laki-laki;




e. Dalam hukum Islam tidaklah diadakan perbedaan antara
harta bergerak dan harta tidak bergerak, harta bersama alau
harta terpisah;

f Hukum Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir.
Hak mewarisi hanyalah timbul pada saat matinya seseorang,

g. Prinsip perwakilan tidak diakui. Anak seorang yang mati
tidaklah mewakili orang tua itu, jika orang tua itu mati
sebelum bapaknya. (Tamakiran, 2000: 88).

Ahli waris merupakan seseorang atau sekelompok orang yang
berhak mendapat bagian dari harla peninggalan pewaris. Secara
garis besar golongan ahli waris di dalam hukum Islam dibagi
kedalam tiga kelompok besar, yaitu:

a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di

dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh,

b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.

¢, Ahli waris menurut garie ibu, disebut dzul arhaam. (Eman

Suparman, 2006: 17).
3. Sistern Kewarisan KUH Perdata

Pada dasarnya sistem kewarisan KUH Perdata merupakan
sistem kewarisan yang dibawah dan beriaku sejak jaman penjajahan.
Dalam hal kewarisan ini dapat ditemukan pada buku Il KUH Perdata
yang mana mengatur tentang benda. Alasan hukum kewarisan
dimasukkan dalam bagian hukum benda antara lain:

a. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata;

b. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak

kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH
Perdata. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 9),




Hal ini banyak menuai reaksi dari kalangan ahli hukum.
Sebagian ahll berpandangan bahwa di dalam hukum waris tidak
hanya terdiri dari aspek hukum benda saja tetapi terdapat juga aspek
hukum lainnya. Walaupun dalam hal ini tidak dapat dibantah bahwa
pada dasarnya hukum waris memang sangat terkait dengan hukum
harta.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dengan hukum
kewarisan adalah:

a. Aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan
Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang
nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-
piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang
melibatkan pihak ketiga {(hak perorangan)

b. Aspek hukum keluarga

Pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama
untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan
darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek hukum keluarga.
(Surini Ahlan Sjarif, 2005; 10)

Berdasarkan hal tersebut di atas, para ahli hukum
berpandangan untuk menempatkan hukum kewarisan sebagai
bagian tersendiri yang terpisah atau buku tersendiri, dan tidak lagi
diatur berdasarkan hukum benda.

Sistem kewarisan ini diatur berdasarkan hukum asing yang
dibawah oleh bangsa Eropa (Belanda) sebagai penjajah yang
menerapkannya dengan jalan memaksakan berlakunya hukum
negara asalnya ke negara jajahannya. KUH Perdata sebagai bentuk

dari aturan hukum Belanda menganut sistem individual dimana harta




warisan dibagl selekas mungkin setelah meninggalnya pewaris.
Sistern ini banyak dianut oleh warga negara Indonesia keturunan,
misalnya keturunan Eropa, Tionghoa, dan warga turunan dari
negara-negara lain yang tunduk pada KUH Perdata.

Adapun prinsip-pringip umum dalam hukum kewarisan KUH

Perdata, adalah sebagai berikut:

a. Pada asasnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak
dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.

b. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak
dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (Hak
saising). Hak Ini berarti ahli waris demi hukum memperoleh
kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan (terjadi
secara otomnatis).

c. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga
sedarah dengan pewaris.

d. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam
keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUH Perdata).

e, Pada asasnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir
adalah cakap mewaris, kecuali pihak-pihak yang dinyatakan
tak patut mewaris.

Berkaitan dengan kapan dan bagaimana pewarigan itu terjadi,

berikut penjabaran mengenai syarat umum kewarisan KUH Perdata:




a. Ada orang yang meninggal dunia, Pasal 830 KUH Perdata
menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena
kematian, kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).

b. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup
pada saal pewaris meninggal. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 14).

Menurut Pasal 836 KUH Perdata untuk bertindak sebagai ahli
waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan atau
warisan dibuka. Lalu kemudian timbul permasalahan mengenai anak
yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal
2 ayat (2) KUH Perdata mengenal bayi dalam kandungan ibunya,
dianggap sebagai subyek hukum dengan syarat:

a. Telah dibenihkan;

b. Dilahirkan hidup;

¢. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

Hal seperti di atas dalam ilmu hukum dikenal sebagai fiksi
hukum, yang diartikan dengan mengibaratkan bayi yang belum lahir
telah lahir agar dia dapat memperoleh haknya.

Kematian merupakan suatu yang misteri, sehingga seseorang
tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan pewaris meninggal
dunia. Demikain halnya tidak dapat diketahui apakah seorang ahli
waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi
apabila pewaris dan ahli waris meninggal dalam waktu atau keadaan
yang sama.

Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUH Perdata

menentukan:
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“jika beberapa orang, dimana yang safu dipanggil sebagai ahli
waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang
sama, atau pada har yang sama tanpa diketahui mana yang
meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka
meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan
harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain”.

Pokok hukum kewarisan KUH Perdata sebagaimana
dikernukakan Wirjono Prodjodikoro adalah Pasal 1068 KUH Perdata
yang menyatakan:

a. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari
sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa
membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara
orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.

b. Pembagian harta benda ini selaiu dapat dituntut, meskipun
ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.

c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu
dipertangauhkan selama waktu tertentu.

d. Perjanjian semacam Ini hanya dapat berlaku selama lima
tahun tetapl dapat diadakan lagi, kalau tenggang wakiu lima
tahun itu telah lalu.

Menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 852, 852a, 833,

857, dan B58 ahli waris digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

a. Golongan pertama: anak-anak dan keturunannya, termasuk

suami atau istri, mereka menerima bagian yang sama;
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b. Golongan kedua: orang-orang tua (bapak-ibu) dan saudara
seibu-seayah, seayah maupun sefbu saja;

¢. Golongan ketiga: keluarga sedarah dalam garis si ayah dan
garis si ibu;

d. Golongan keempat: semua keluarga dalam salah satu garis
ke atas yang masih hidup dan golongan sanak saudara
dalam garis yang lain.

Pengaturannya jika golongan pertama ada, maka golongan
selanjutnya akan tertutupi dan tidak menerima apa-apa. Sehingga
bila suatu saat terjadi kejadian suami yang ditinggal mati istrinya
sedang dari perkawinannya tersebut tidak memiliki keturunan, maka
si suami akan mewarisi semua harta warisan si istri. Inilah keunikan

dari sistemn kewarisan barat/KUH Perdata.

B. Istilah-lstilah dalam Hukum Kewarisan

Meliat dari pemakaiannya, istilah waris baik dalam bidang hukum
Indonesia maupun dalam kepustakaan {lmu hukum masih belum terdapat
keseragaman pengertian sehingga pengertian hukum waris masih
beragam (Eman Suparman, 2005: 1). Sedang dalam konteks hukum adat
menggunakan istilah hukum kewarisan adat Pemberian istilah tersebut
bertujuan untuk membedakannya dengan istilah hukum kewarisan barat
dan hukum kewarisan lslam.

Istilah kewarisan sendiri berasal dari kata dasar warig, yang di dalam

penggunaan istilahnya berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke
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dalam menjadi bahasa Indonesia. misalnya dalam Hadits Nabi yang
diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan: “Anna
warisu manla warfsalahu® yang artinya “saya mewarisi orang yang tidak
ada waris” (Mohammad Daud Ali, 2001: 288). Kata dalam hadits inilah
yang kemudian diserap menjadi kata waris.

Berikut ini akan dijabarkan istilah-istilah kewarisan yang digunakan

dalam uraian selanjutnya yang berkaitan dengan penulisan ini:

Mewaris

Mewarls adalah menggantikan hak dan kewajiban sesecrang
yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak
dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang
mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga
(misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. (Surini Ahlan Sjarif,
2005: 7).

Penggunaan dalam konteks hukum kewarisan adat, mewaris selain
terjadi karena adanya kematian juga dapat terjadi selama masa hidup si
pewaris. Hal ini merupakan bentuk penerusan atas penguasaan danfatau

pemilikan harta pewaris kepada generasi selanjutnya.

Pewaris

Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta
kekayaan, Zainuddin Ali menyatakan bahwa “"harta kekayaan yang
ditinggalkan dapat beralih kepada keluarga melalui hubungan

kekerabatan, perkawinan maupun kelaurga melalui persekutuan hidup

dalam rumah tangga” (Zainuddin Ali, 2008: 2). Dalam konteks hukum




waris adat ada kemungkinan pewaris ini belum meninggal dunia tapi telah
mengalihkan hartanya. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang
meneruskan harta peninggalan kepada ahli waris atau pihak yang setelah
wafatnya meninggalkan harta kekayaan yang akan diteruskan atau
dibagikan kepada penerusnya. Intinya pewaris ini merupakan pemilik

harta peninggalan atau empunya harta warisan.

Ahli Waris

Adalah anggota keluarga dari pihak pewaris yang mana akan
menggantikan posisi pewaris dalam hal pemilikan dan penguasaan harta
pewaris. Menurut Surini Ahlan Sjarif kedudukan pewaris yang digantikan
hanya dalam bidang hukum kekayaan (Surini Ahlan Sjarif, 2006: 11).
istilah ini digunakan untuk menunjukkan pihak yang mendapat harta
warisan yang mana meliputi ahli waris utama yaitu mereka yang pada
dasarnya memiliki hak untuk mewaris, biasanya karena hubungan darah
dan penerima warisan (orang yang kewarisan) yaitu pihak yang menerima
warisan bukan karena sebab hubungan darah tapi mendapat bagian

warisan juga dari harta warisan.

Harta Warisan
Istilah ini ditujukan pada harta benda (materiil) dan hara cita

(nonmaterial) yang diteruskan dar suatu generasi kepada generasi

selanjutnya. Harta ini adalah milik pewaris yang akan diteruskan kepada




ahli warisnya. Dalam konteks adat dikenal istilah harta yang dapat dibagi-

bagi dan harta yang tidak dapat dibagi-bag! (Tamakiran,2000: 63).

Harta Peninggalan

stilah inl menunjukkan harta warisan yang belum dapat dibagi atau
belum terbagi. Hal ini dikarenakan salah seorang dari pewaris masih
hidup. Misalnya harta warisan bapak yang telah meninggal masih belum
dapat dibagi karena masih hidupnya ibu dan harta tersebut masih dikuasal
oleh ibu untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anak-
anaknya yang nantinya akan menjadi ahli waris. Begitupun sebaliknya
jika ibu yang meninggal maka harta paninggalan belum terbagi dan masih
dikuasai oleh bapak untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya.

Harta Pusaka

lstilah ini merupakan bagian dari harta yang dapat diwariskan
menurut hukum adat. Menurut Badriyah Harun harta pusaka ini dibedakan
antara pusaka tinggi dan pusaka rendah {Badriyah Harun, 2008:10). Garis
batas pembeda antara pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat
dilihat secara jelas yang disebabkan adanya perbedaan struktur susunan
masyarakat adat Blasanya perbedaannya hanya dapat dilihat dari sifat
dan asal harta pusak itu sendir. Pusaka tinggi biasanya merupakan harta
peninggalan dari zaman leluhur yang kedudukannya dan sifatnya tidak
dapat atau tidak patut dibagi-bagi. Sedang harta pusaka rendah adalah

harta peninggalan dari beberapa generasi di atas orang tua, jadi




sumbernya masih jelas misalnya harta peninggalan kakek atau nenek.
Harta seperti Ini sifat dan kedudukannya tidak mutlak tidak dapat dibagi-

bagi, baik dari segi penguasaan, pemakaian ataupun pemilikan.

Harta Pemberian
Istilah ini digunakan untuk menunjukkan harta (baik materiil maupun

inmateriil) yang diterima seseorang yang berasal dar pemberian crang
lain. Harta ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah
ataupun pemberian hibah wasiat. Dalam sistem kewarisan adat anak
sebagal ahli waris dapat menerima pemberian harta dari crang tuanya

selain daripada bagian harta yang diterimanya sebagai warisannya sendir

€. Hukum Kewarisan Adat

Berbeda dengan sistem kewarisan yang lain, hukum kewarisan adat
memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian
warisan yang ditentukan besarnya, semuanya dikembalikan kepada nilai
dan noma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pembagian tersebut
didasarkan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan
juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang
menjadi dasar hukum pembagian warisan menurut hukum adat.

Dalam penerapannya, istilah hukum kewarisan adat memiliki
berbagal pengertian tergantung dari pakar yang member penjabaran
tentang itu. Di bawah ini beberapa pengertian menurut para pakar hukum,
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Soepomo
Dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat

Menyatakan bahwa “hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta
benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immatenele
goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada

keturunannya".

Betrand Ter Haar

Menyatakan hukum waris adat adalah proses penerusan dan
peralihan kekayaan materil dan inmateriil dari turunan ke turunan,
(Zainuddin Ali, 2008: 1).

Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan
harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun yang inmateriil dari
seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Zainuddin
Ali, 2008: 1).

Melihat dari berbagai pandangan di atas tampak adanya kesamaan
mengenai inti dari hukum kewarisan adat itu, yang intinya mengkaji
tentang suatu aturan dalam proses penerusan dan perpindahan harta balk
yang bersifat kebendaan (materiil) maupun yang nonmaterial dari suatu

generasi kepada generasi selanjutnya,
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Pada dasamya pengertian tersebut memiliki kesesualan dengan
pandangan hukum kewarisan menurut KUH Perdata maupun menurut
hukum Islam jika diartikan pewarisan tersebut terjadi setelah pewaris
meninggal dunia. Tapi jika melihat dari sudut pandang hukum adat, dalam
kenyataannya ditemukan perbedaan dalam hal pewaris masih hidup tapi
telah terjadi perbuatan penerusan atau peralihan harta kekayaan kepada
ahli warisnya. Hal tersebui dapat teradi dengan cara penunjukan,
penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas hartanya oleh
pewaris kepada ahli waris.

Secara garis besar hukum kewarisan adat tidak dapat terlepas dari
sistern kekerabatan atau kekeluargaannya. Menurut tata terlib sanak
keluarga dan kekerabatan hukum waris adat dapat dibagi:

1. Waris Parental {berdasarkan kedua orang tua)

Sering juga disebut bentuk waris patrilineal, dimana sistem
kewarisan ditarik dari garis keturunan kedua orang tua (bapak
maupun ibu). Sistem ini tidak membedakan kedudukan antara
laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Tamakiran menyatakan
Bahwa “yang berhak mewarisi adalah semua anak pewaris (anak
laki-laki dan anak perempuan) dengan pembagian sama rata”
(Tamakiran, 2000: B2).

2. Waris patrilineal (pihak bapak)

Bentuk kewarisan ini didasarkan pada garis keturunan yang ditarik
dari pihak bapak atau pihak laki-laki terus ke atas (Zainuddin Al
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2008; 25). Dalam hal ini kedudukan laki-laki lebih diutamakan '
dalam hal pembagian warisan dibanding pihak perempuan.. Yang

berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan

seandainya pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan

keturunan laki-aki maka bagian warisan jatuh pada kakek (ayah

pewaris), Bila kakek pewaris juga sudah meninggal maka warisan

akan jatuh pada saudara laki-laki dari yang meninggal,

3, Waris matrilineal (pihak ibu)

Merupakan sistem kewarisan yang ditarik daris garis keturunan
ibu, Dalam hal Ini posisi pihak perempuan leblh dominan
dibanding pihak laki-laki ketika terjadi pembagian warisan. Jadi
intinya yang berhak mewaris adalah mayoritas dari pihak
perempuan (Tamakiran, 2000: 63).

Selain itu dalam kewarisan adat dikenal adanya bagian warisan
yang tidak dibagi-bagi. Hal ini dapat dilihat dari sistem pembagian
warisannya yang telah lazim digunakan diberbagai daerah di seluruh
indonesia. Menurut Badrivah Harun, hukum adat memiliki tiga sistem
yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang hendak dipilih oleh
pemangku adatnya, sistem itu antara lain:

1. Sistem pewarisan mayorat
Menurut sistem ini, harta warisan tidak dapat dibagi tetapi
berada dibawah kekuasaan salah satu ahli waris. Lazimnya dalam
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hal ini adalah orang yang dituakan. Sistem ini dibagi ke dalam dua
bagian yaitu:

a. Mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-
laki tertua yang menjadi ahli waris. Misalnya di Lampung dan
Bali.

b. Mayorat perempuan, yaitu sistem kewarisan dimana anak
perampuan tertua menjadi ahli waris. Misalnya di Pasemah
pada orang semendo.

Berdasarkan konteks kewarisan ini, anak tertua mempunyai
kedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang
meninggal sebagai tulang punggung keluarga dan berkewajiban
mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain dan paling
penting bertanggung jawab dalam pengelolaan harta warisan untuk
biaya hidupnya bersama adik-adiknya yang masih kecil samapai
mereka dewasa dan berumah tangga serta berdiri sendiri dalam
suatu wadah kekerabatan mereka.

2. Sistem pewarisan kolektif

Dalam sistermn ini, harta warisan tidak untuk dibagl tetapi
pemanfaatannya dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk
kepentingan para plhak. Dalam sistem ini harta warisan hanya
diteruskan dan dialihkan pemilikannya oleh pewaris kepada ahli
waris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi kepemilikan dan
penguasaannya. (Badriyah harun, 2009: 9-10).
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Sedang bagian warisan yang dapat dibagi-bagi yang mana setelah
meninggalnya pewaris, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli
warisnya, dibagi dengan menggunakan sistem pewarisan berikut:

Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem ini diartikan bahwa setelah pewaris
meninggal dunia maka harta warisan dibagi-bagi kepada ahli
warisnya. Dalam hal ini menurut Badriyah Harun setiap ahli waris
mendapatkan baglan dan dapat menguasai dan atau memifiki harta
warisan menurut bagiannya masing-masing (Badiriyah Harun, 2008:
10). Bagian warisan yang didapat masing-masing ahli waris dapat
dipergunakan sesuai keinginan ftlap-fiap individu baik untuk
digunakan usaha ataupun dialihkan (dijual) kepada ahli waris lain
maupun kepada pihak lain dalam masyarakat.

Pembagian warisan dengan sistem ini biasanya dikarenakan
seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin pemilikan
harta secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian warisan
secara individu. Sistern pewarisan ini terjadi pada masyarakat yang
tata susunannya adalah masyarakat parental, seperti di Jawa dan
Sulawesl Selatan.

Mengenal sistemn kewarisan adat ini, ahli waris yang nantinya akan
menerima warisan memiliki perbedaan dengan ahli waris dalam konteks
hukum Islam ataupun ahli waris dalam KUH Perdata. Ahli waris dalam
pandangan hukum adat sangat ditentukan oleh hubungan atau bentuk
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kekerabatan yang dianut dalam masyarakat. Berikut penjabaran ahll waris
menurut bentuk kekerabatannya.

1. Ahli waris dalam masyarakat keibuan (matrilineal)

Pewarisan dalam masyarakat keibuan ini ahli warisnya lebih

condong kepada golongan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari
pemaparan Eman Suparman tentang masyarakat adat Minangkabau

yang mana meletakkan pembagian warisan pada kekuasaan
tertinggi yaitu rapat kaum perempuan yang terdiri dari para ahli waris
berikut:

a. Waris bertali darah
Adalah ahli waris yang bertalian darah langsung dengan
pewaris, yang mana terdiri dari wans satampok (waris
setampuk), wars sefangka (waris sejengkal), dan wans
sahefo (waris sehasta). Ahli waris tersebut sifatnya saling
menutupi dalam artian bilamana waris satampok masih ada
maka waris sejangka dan wars sahefa belum berhak
mewaris. Juga bila wars sejangka masih ada maka waris
sahefa belum berhak untuk mewaris.

b. Waris bertali adat
Waris bertall adat ini baru bisa mewaris bila waris bertali
darah tidak ada. Ahli waris Ini memiliki kesamaan ibu asal
dengan pewaris yang mana merupakan suatu kesatuan
keluarga dengan dengan keluarga pewaris. (Eman
Supammnan, 2005: 58-60).

2. Ahli waris dalam masyarakat kebapaan (patrilineal)
Pewarisan dalam masyarakat kepabaan ini biasanya yang
menjadi ahli waris hanya keturunan laki-laki (Tamakiran, 2000: 68).

Hal ini disebabkan anak perempuan apabila sudah menikah akan

masuk dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dari




keluarganya sendiri. Inilah penyebab seorang anak perempuan tidak
menjadi ahli waris dari seorang yang meninggal dunia. Sedang ahli
waris laki-laki atas semua harta baik dari bapak maupun ibunya.
Menurut Eman Suparman, ahli waris dalam sistem hukum adat
waris di tanah patrilineal ferdiri atas yang sifatnya saling menutupi,

yaitu:

a. Anak laki-lak
Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi
seluruh harta kekayaan. Baik harta pencaharian maupun
harta pusaka. Jumlah harla kekayaan pewaris dibagi rata di
antara para ahli waris.

b. Anak angkat
Dalam masyarakat pafriineal (Batak karo), anak angkat
merupakan ahll waris yang kedudukannya sama seperti
halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli
waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua
angkatnya. Sedang untuk harta pusaka, anak angkat tidak
berhak.

c. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris
Apabila anak laki-laki sah maupun anak angkat tidak ada,
maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu sera
saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris secara
bersama-sama.

d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu
Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun
saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris
tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah
keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.

e, Persekutuan adat
Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali
tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan
adat. (Eman suparman, 2005: 50-51).

3. Ahll waris dalam masyarakat keibu-bapaan (parental)
Berbeda dengan dua sistem pembagian ahli waris sebelumnya,
dalam sistem kekerabatan parentalbilateral baik anak laki-laki
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maupun anak perempuan berhak menjadi ahli waris dengan
kedudukan yang sama. Sistem bilateral ini memberi hak dan
kewajiban yang sama pada ibu, bapak, anak laki-laki dan anak
perempuan, serta memberi penghargaan yang sama pada keluarga
bapak dan keluarga ibu.

Ahli waris dalam hukum adat parental ini, menurut Eman
Suparman ada dua golongan, yaitu:

a. Sedarah dan tidak sedarah
Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak
sedarah. Ahll waris yang sedarah terdin atas anak kandung,
orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak
sedarah, yaitu anak angkat, jandafduda.
Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anak-
anak. Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga,
saudarafsaudara kalau fidak ada orang tua. Akan tetapi dari
penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah
adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli
waris yang lain.

b. Kepunahan atau nunggul pinang
Ada kemungkinan seocrang pewaris tidak mempunyai ahli
waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Menurut
ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung,
Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan,
Indramayu, Pandeglang, apabila teradi nunggul pinang,
barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada
desa. Selanjuinya desalah yang akan menentukan
pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di
Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh
kepada desa atau mungkin juga pada baitulmaal, masjid
atau wakaf. Kemudian di beberapa daerah lain di Jawa,
kekayaan secrang yang meninggal tanpa ahli waris, selain
diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada
baitulmaal atau kepada orang tidak mampu atau kepada
yayasan sosial. (Eman Suparman, 2005: 67-68).




Dikaitkan dengan posisi anak angkat, dalam sistem pewarisan
parental ada kemungkinan anak angkat mewaris dari orang tua
angkatnya dengan ketentuan harta warisan tersebul bukan barang

asal atau barang warisan.

Berbicara tentang harta yang diterima oleh ahli waris, maka yang
dimaksud adalah harta warisan. Harta warisan merupakan harta kekayaan
yang ditinggalkan oleh pewaris yang nantinya akan diafihkan kepada ahli

warisnya. Menurut Zainuddin Ali harta warisan itu terdiri atas:

1. Harta bawaan atau harta asal
Merupakan harta yang dimiliki sesecrang sebelum ia menikah.
Harta tersebut bisa bersumber dan pemberian keluarga atau hasi|
pencaharian sesecrang sebelum ia menikah.

2. Harta perkawinan
Disebut juga harta bersama yaitu harta yang diperoleh dari hasil
usaha suami-istri selama dalam masa perkawinannya. Harta inilah
yang nantinya akan diwarlsi oleh ahli warisnya.

3. Harta pusaka
Merupakan harta yang hanya dapat diwariskan kepada ahli waris
tertentu dikarenakan sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta
pusaka ini dibagi dalam dua jenis yaitu pusaka tinggi dan pusaka
rendah. Pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi yang
merupakan warnsan dar leluhur atau nenek moyang sedang
pusaka rendah dipercleh dari suatu generasi di atas orang tua.
Pusaka rendah ini nantinya akan menjadi pusaka tinggl setelah
melawati beberapa generas! dan diwariskan secara turun-
temurun.

4. Harta yang menunggu
Harta yang menunggu merupakan harta yang menjadi bagian
yang akan diterima oleh ahli waris. Tetapi karena satu-satunya
ahli waris yang akan menerima harta warisan tidak diketahui
dimana ia berada. Bila ahli waris tersebut tidak Kunjung muncul
maka harta warisan tersebut jatuh pada persekutuan adatnya.
(Zainuddin Ali, 2008: 3-4).
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Sebelum penetapan pembagian harta warisan, menurut kebiasaaan
dalam masyarakat ahli berkewajiban untuk menyelesaikan segala perkara
yang berkaitan dengan pewaris. Dalam hal ini antara lain melunasi utang
jika pewaris memiliki utang, mengeluarkan biaya pengurusan jenasah

pewaris, dan menunaikan segala wasiat dan pesan dari pewaris.

D. Sistem Kewarisan Adat Bugis

Kehidupan masyarakat Bugis sejak dulu sangat memegang teguh
nilai-nilai dan aturan peninggalan leluhur. Mereka mempunyai corak dan
karaktesistik yang khas, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum
barat (KUH Perdata). Berkaitan dengan pewarisan ini, dalam masyarakat
Bugis secara turun temurun telah menerapkan aturan dan nilai yang
diwariskan leluhur.

Masyarakat Bugis menganggap bahwa menjalankan aturan leluhur
adalah suatu kewajiban bagl mereka. Untuk memahami hal ini perlu
diperhatikan mengenal pandangan masyarakat Bugis tentang hukum
leluhur (ade’). Ads' ini menunjukkan tentang pribadi budaya yang hidup
dalam masyarakat Bugis.

Pengertian ade’ ini dapat ditemui dari berbagi manuskrip yang berisi
petuah yang menjadi pedoman bertindak masyarakat Bugis generasi
lampau. Salah satu rumusan ade’ dapat dilihat dari petuah La Tenribali
Raja Cinnobl yang kemudian menjadi batara Wajo pertama (sekitar tahun
1436-1456) yang menyatakan:




“Naia ri winru e ade’, mapaccingnge na mscinnong manli’ kiti'na
malempu na madeceng ma‘lebbang, na padamolai mappaclangl, na
riakkitangi i Dewata Sewae”

Yang artinya kurang lebih seperti berikut:

“Adapun yang harus dibuat “ade” lalah aturan yang bersih jernih dan
berkilau, dan berlaku luas dengan baik, dan kita sama jalani (taati)
dan disuruh taati, serta kita persaksikan ke hadapan Dewata Yang
Esa”. (Andi Zainal Abidin, 1983: 122).

Setelah itu, ade’ dalam penerapannya kemudian dijabarkan oleh La
Tiingeng To Taba' (Raja Wajo yang hidup sekitar tahun 1678) yang
menyatakan:

“la riaseng ade’; bicara malempu, gau patuju, pangkaukeng tongeng,

winru sifinsfs, paballang masse, madeceng malebbange. Naia

pabaltangnge addakarennae to maddonge malempu’, tobutturennae

fo mawatangnge na maceko; ia tona sappona wanuae ri lo ma'gau
bhawangnge".

Yang diartikan sebagai berikut:

“Yang disebut adat; bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan
yang sah, perbuatan yang patut, pabaftang yang tangguh, kebajikan
yang meluas. Pabattang ini tempatnya bersandar orang lemah yang
jujur, tempatnya tertumbuk orang kuat yang curang, ia jugalah pagar
bagi negeri dari orang yang berbuat sewenang-wenang”. (A.
Rahman Rahim, 1985).

Untuk masyarakat Bugis jaman dulu tidak ada tujuan yang lebih
tinggi dan terhormat dibanding menegakkan ade’ sebagai aturan dalam
kehidupaan sehari-harinya. Ade’ memiliki posisi yang sakral dan penting

dalam sefiap pangambilan tindakan baik yang berhubungan dengan




kepentingan dirl sendir, keluarga, ataupun dalam lingkup kehidupan
bermasyarakat.

Berkaitan dengan sistem pewarisan dalam masyarakat Bugis,
secara umum tidak terlalu berbeda dengan sistem pewarisan adat pada
daerah lain di Indonesia, khususnya yang menganut sistem kekerabatan
parental atau bilateral. Masyarakat Bugis yang juga menganut
kekerabatan parental dalam hal kewarisan menyandarkan proses dan
praktik pembagian warisannya menurut pesan-pesan yang telah
ditinggalkan oleh leluhur, Hal ini tertuang dalam dalam manuskrip Bugis
kuno, antara lain sebagai berikut:

“Naia riasengnge lessiala mana', temmakuflei riacinnai reso

lumu'na to matoammu”.

Pesan tersebut dapat diartikan:

“Yang dimaksud tidak saling mengambil pusaka (ialah) tidak boleh

g:l}:;grrﬂ (hasil) jerih payah orang tuamu®. (Andi Zainal Abidin, 1885:

Maksud dari pesan di atas adalah adalah anak sebagai calon ahli
warls dari orang tuanya tidak boleh mempunyai perasaan ingin memiliki
harta yang dihasilkan orang tuanya, semuanya harus diserahkan kepada
keputusan orang tua apa akan memberikan warisannya atau tidak. Hal ini
didasarkan pada dasar didikan anak-anak Bugis jaman dulu yang
menyatakan resopa temmangingngi' na malomo naletei fammase’ Dewata

(kerja keras tak kenal menyerah baru dapat mudah mendapat rahmat




Dewata). Inilah yang melandasi sehingga seseorang tidak boleh
menggantungkan hidupnya hanya pada warisan orang tuanya tapi dengan
melakukan kerja keras untuk mendapat penghasilan sendiri.

Berdasarkan pesan di atas, istilah warisan dalam bahasa Bugis
disebut sebagai mana’. Mana’ ini dapat berupa harta benda maupun haria
pusaka. Mana' dapat bersumber dar dua belah pihak baik pihak bapak
maupun pihak ibu.

Mana' sebagai bentuk warisan dalam masyarakat Bugis dalam
pembagiannya didasarkan pada keinginan orang tua, tidak ada aturan
yang mengikat seberapa besar bagian masing-masing ahli waris
(tergantung cenning afi atau esse bebbusa fo matua diarikan: tergantung
pada keikhlasan hati dan rasa kasihan dari orang tua). Walaupun begitu
dalam pembagian mana' biasanya orang tua tetap memperhatikan
pembagian yang baik dan merata dari hasil kesepakatan bersama dalam
keluarga yang disebut ade’ assituruseng sebagaimana dijabarkan berikut:

"Ade’ assiluruseng (adat berdasarkan persetujuan bersama), yang

dilukiskan sebagai berikut: adapun yang kita buat ade’ ialah apa

yang kita sepakati bersama yang tak diubah, kebulatan kita yang tak
terbelah, kesepakatan kita yang diteruskan, kehendak bersama kita
yang tak dirusak, janji kita yang tak ditinggalkan, agar kita bersama
dalam kebaikan dan suci menjalaninya dan suruh menjalaninya pada
orang lain serta kita persaksikan kepada Dewata Yang Esa. Hal-hal
yang suci telah kita sepakati bersama, untuk menyebutnya jalan
yang lurus, kebaikan yang merata. (Andi Zainal Abidin, 1883: 125).
Dewasa Ini masyarakat Bugis telah banyak dipengaruhi oleh

budaya-budaya dar luar, terutama dengan masuknya unsur dan nilai




agama dalam kehidupan keseharian masyarakat. Nilai-nilai adat telah
berbaur dengan pangaruh agama. Tapi ada beberapa nilai yang tetap
bertahan dan masih digunakan masyarakat dalam kehidupannya yang

mana salah satunya adalah dalam praktik pewarisan.

E. Bentuk Pangalihan Harta Selain Proses Waris-Mewaris
Pengalihan hak atas harta dalam masyarakat Indonesia selain
terjadi melalui proses warls-mewaris juga bisa terjadi melalui proses
berikut:
1. Hibah
Berbicara mengenal hibah ini, masyarakat yang mendiami

Indonesia telah menerapkannya sejak dahulu. Hibah ini telah dikenal

dalam tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. hibah
yang berkaitan dengan pewarisan adat ini dapat dipadankan dengan
istlah pemberian yang merupakan awal dari suatu pewarisan
semasa hidup dari si pemilik harta.

Dalam suatu keluarga sering terjadi pemberian harta dari

seaseorang kepada ahli warisnya sebagai permulaan dari harta

peninggalan yang akan diwariskan di kemudian hari, Dalam konteks
hukum kewarisan adat hibah ini diartikan sebagai pemberian
sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina
rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak
menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia (Zainuddin Al




2008: 24). Hibah dalam arti pemberian seperti inilah yang
dikategorikan sebagal awal dari suatu pewarisan.

Selain itu, hibah dapal diberikan kepada orang lain yang tidak
mempunyal hubungan darah atau kekerabatan dengan si pemberi
hibah. Hibah dalam arti pemberian seperti ini dalam konteks
kewarisan adat tidak dikategorikan sebagai awal dari suatu
pewarisan.

Penghibahan sebagal awal dari suatu kewarisan dalam konteks
hukum kewarisan adat sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri
sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai
membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu
pemilik harta itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindarkan
percekcokan yang si pamber hibah khawatirkan akan terjadi diantara
anak-anaknya apabila pembagian harta itu diserahkan pada mereka
gsendiri, bila pemilik harta tersebut telah meninggal. Juga ada
kemungkinan bila ada anak angkat danfatau istri atau ibu tiri dar
anak-anak si penghibah tanpa adanya penghibahan akan disangkal
keberadaannya.

Dalam hukum kewarisan adal penghibahan ini sering juga
terjadi dengan maksud untuk menyimpang dari hukum waris yang
berlaku dalam masyarakat Misalnya di daerah yang menganut
sistem kewarisan matrilineal atau patrilineal penghibahan ini sering
digunakan untuk menghindarkan pelaksanaan "hukum waris |slam”




yang sering tak disukai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa
anak-anak perempuan hanya berhak atas seperdua bagian laki-laki,
peraturan ini dihindarkan dengan memberikan terlebih dahulu
setengah bagian anak-anak kepada sefiap anak perempuan,
(Tamakiran, 2000: 78-79).

Hibah yang diatur dalam hukum Islam merupakan bentuk
pemberian kepada orang lain atau kepada suatu badan atau
himpunan. Hibah menurut Zainuddin Ali merupakan pengeluaran
harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan
seseoraang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan,
iimiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya
(Zainuddin Ali, 2008: 75). Jadi intinya hibah merupakan pemberian
suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan
imbalan. Dasar hukum dari hibah ini dapat ditemui dalam Alguran
Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Surah Ali Imran ayat 38.

Hibah berdasarkan pengerfian di atas dikategorikan sebagai
pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta
warisan sehingga ftidak merupakan awal dari suatu proses
pewarisan. Hibah dalam konteks hukum Islam dilakukan oleh
seseorang ketika ja masin hidup sehingga tidak dapat dikategorikan
sebagal proses pewarisan. Proses pewarisan sendiri dalam hukum
lslam baru terjadi setelah adanya kematian yaitu kematian dari si




pewaris. Oleh karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat
atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.

Selain itu, unsur-unsur hibah atau rukun hibah berbeda dengan
unsur-unsur kewarisan. Adapun rukun hibah meliputi pemberi hibah,
penerima hibah, harta atau barang yang dihibahkan, dan fjab-gabul
atau serah terima hibah. Pemberi hibah harus telah memenuhi syarat
yaitu telah mencapal usia 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya
paksaan, Untuk penerima hibah diisyaratkan penerimanya adalah
orang atau lembaga dan dilakukan dihadapan dua orang saksi.
Sedang untuk benda yang dihibahkan diisyaratkan maksimal 1/3 dari
harta si penghibah dan harta tersebut harus merupakan hak dari si
penghibah tersebut (Badriyah Harun, 2008: 71).

Hibah pada dasamya dapat dilakukan secara lisan di hadapan
dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian
hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis sesuai
dengan anjuran Alquran Surah Al-Bagarah ayat 282 dan 283.

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau
ditarik kembali oleh si pemberi wasiat dari yang menerima wasiat.
Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh
Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa "Diibaratkan orang-
orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah
lalu ia memakan muntahnya® (Zainuddin Ali, 2008: 77).




Namun ada pengecualian dari hibah yang tidak dapat ditank
kembali tersebut, yaitu hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada
anaknya. Hibah seperti ini dapat dibatalkan atau ditarik kemball
selama belum dikuasai atau beralih ke pihak ketiga. Hal ini
berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan
lbnu Umar yang menyatakan “Seseorang tidak boleh menarik
hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya” (Zainuddin
Ali, 2008: 77). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 211 dan 212
Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyatakan hibah dari orang
tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan dan hibah
seperti ini dapat ditarlk kembali.

Berbicara mengenai hibah, ini juga diatur dalam KUH Perdata.
Dalam KUH Perdata hibah diartikan sebagai sesuatu persetujuan
dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma
dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda
guna keperiuan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu
(Pasal 1666 KUH Perdata). Undang-undang tak mengakui lain-lain
hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Dan
hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda
itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka
sekedar mengenai itu hibahnya itu adalah batal {Pasal 1667 KUH
Perdata).




Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagal
hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak
cakap untuk itu (Pasal 1668 KUH Perdata). Agar supaya orang yang
cakap untuk menikmati keunfungan dari suatu hibah, maka si
penerima harus ada pada saat ferjadinya penghibahan dengan
mengindahkan aturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata.

Suatu hibah ini tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan
kecuali dalam hal-hal berikut yang termuat dalam Pasal 1688 KUH
Perdata yaitu:

a) Karena tak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana

penghibah telah dilakukan;

b) Jika sl penerima hibah telah bersalah melakukan atau
membantu  melakukan kejahatan dengan maksud
membunuh si panghibah;

¢) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si
penghibah, setelah orang iu jatuh dalam kemiskinan.
(Tamakiran, 2000: 58).

2. Wasiat

Seperti halnya dengan hibah di atas, wasiat ini juga dikenal
dalam tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.
wasiat secara umum dapat diterjemahkan sebagai pesan terakhir
ataupun pemyataan kehendak seseorang sebelum ia meninggal
dunia. Wasiat dalam hukum perdata barat (KUH Perdata) diartikan
sebagai suatu pemyataan dari seseorang tentang apa yang
dikehendakinya setelah ia meninggal, dimana isinya tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang (Pasal 875 KUH Perdata).




Biasanya isi wasiat ini berupa ‘erfstelling” (pengangkatan waris)
suatu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris
yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Ahll waris
di sini dinamakan ahli waris menurut wasiat.

Selain waslat yang berisi “erfstelling” (pengangkatan waris)
atau penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris,
ada juga wasiat yang berisi suatu “egaaf® (wasiat hibah) suatu
pemberian kepada seseorang yang dapat berupa:

a) Satu atau beberapa benda tertentu;

b) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh

benda yang bergerak;

¢) Hak “wuchigebruik” atas sebagian atau seluruh warisan;

d) Suatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mebell

satu atau beberapa benda tertentu dari boedel. (Tamakiran,
2000: 29).

Penerima “legast” bukan bertindak sebagai ahli waris,
penerima ini dinamakan legataris. Karena bukan ahli waris berarti ia
tidak dapat bertindak menggantikan orang yang meninggal dalam
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tidak berkewajiban membayar
hutang, ia hanya berhak untuk penuntutan penyerahan benda atau
palahs:maan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris

(Tamakiran, 2000; 29). Jadi dengan kata lain fegaat ini memberikan

suatu penuntutan terhadap boedel.




Menurut istilah dalam hukum perdata barat, wasiat ini sering
juga disebut sebagai festament, yang berdasarkan bentunya ada tiga
macam, yaitu:

1. Openbaar Testament

VWasiat ini dibual oleh seorang notaris dimana orang yang
akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan
mengatakan kehendaknya kepada notaris tersebut, yang
membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua crang saksi dan
bentuk inilah yang paling banyak dipakai.

2. Olographis Testament

Suatu testamen yang harus ditulis dengan tangannya

orang yang akan meninggalkan warsan sendiri dan harus
diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan, dimana
penyerahannya ini harus dilakukan cleh si pembuat wasiat
sendiri dengan dihadiri oleh dua crang saksi.
3. Testament tertutup atau rahasia

Suatu testamen yang dibuat sendiri oleh orang yang akan
meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan bahwa Ia

menulisnya dengan tangannya sendir, tetapi harus selalu
tertutup dan penutupannya ini harus secara disegel. Dalam
penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang

saksi, jadi lebih dari biasa dimana hanya dibutuhkan dua orang

saksl (Tamakiran, 2000: 28-30).
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Selain tiga macam testamen tersebut, undang-undang juga
mengenal istilah “codicil” yaitu suatu akte di bawah tangan (jadi
bukan akte notaris) dimana orang yang akan meninggalkan warisan
ilu menetapkan halhal yang fidak termasuk pemberian atau
pembaglan warisan sendiri, misalnya membuat pesan tentang
penguburan mayat.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk wasiattestamen di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan testamen dapat
dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1) Dibuat oleh notaris; ‘

2) Dibuat dengan tangan sendiri oleh pewaris kemudian

dititipkan kepada notaries dengan dua orang saksi,

3) Dibuat secara rahasia, ditutup oleh segel, dan ditiipkan
kepada notaris, Setelah pewaris meninggal dunia, maka
wasiat tersebut harus disampaikan kepada balai harta
peninggalan dan memuat berita acara dari penerimaan dan
pembukaan surat wasiat. (Badriyah Harun, 2009: 37).

Selain itu, perlu diketahui bahwa isi wasiat dapat diubah
maupun diganti hanya oleh si pewaris. Apabila ada dua atau lebih
wasiat yang dibuat oleh si pewaris yang isinya bertentangan antara
wasiat yang satu dengan lainnya, maka wasiat yang paling barulah
yang diberiakukan.

Akhirmya perlu juga diketahui bahwa suatu testamen dapat
ditarik kembali setiap waktu dengan secara tegas atau diam-diam di

samping ada dalam beberapa hal yang tidak boleh ditarik kembali,

migalnya: warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian




perkawinan atsu pengangkatan secrang anak yang lahir di luar
perkawinan, yang telah dicantumkan dalam suatu testamen. Dan
ternyata bahwa pembuatan suatu testamen terikat oleh bentuk dan
cara tertentu yang kalau diabaikan dapat menimbulkan batainya
testamen itu. Hingga sebagal pedoman dapat dipakai bahwa segala
perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja dan baru
akan berlaku bila si pembuat telah meninggal harus diletakkan dalam
bentuk testamen tetapi perlu diingat bahwa ada pula beberapa
perikatan yang walaupun digantungkan pada matinya seseorang tak
perlu dibuat testamen. (Tamakiran, 2000: 31},

Berbicara mengenai wasiat dalam hukum lslam, dipadankan
dengan pemberian setelah si pewasiat meninggal dunia. Bila
diterjemahkan lagi wasiat ini bisa diartikan sebagai penyerahan hak
atas benda secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan
hingga pemilik harta meninggal dunia (Zainuddin Ali, 2008: 77).
Dasar hukum wasiat menurut hukum Islam tertuang dalam Alguran
Surah Al-Bagarah ayat 180 dan 240.

Berdasarkan hukum |slam tidak disebutkan tentang ketentuan
cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si
peninggal warisan. Hukum Islam tidak menetapkan bentuk tertentu
untuk mengadakan wasiat. Wasiat dari orang Islam ini tidak perlu
berupa tulisan, dan wasiat dengan lisan juga sah. Tetapi umumnya

karena sebab-sebab yang jelas sekali, wasiat ini dibuat secara




tertulis (Tamakiran, 2000; 105). Sebabnya karena wasiat secara
lisan dapat berakibat orang yang menerima wasiat harus
mengatakan dan membuktikan dengan pernyataan dan bukli yang
meyakinkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, di satu pihak
gjaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya)
bependapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut
mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat
dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus
berlakunya Alquran Surah Al-Bagarah ayat 180. Di lain pihak ajaran
kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab Syafi') berpendapat
bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat,
bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan,
Dikemukakan lagi hadits yang isinya mengatakan bahwa tidak ada
wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapuskan
oleh ayat-ayat kewarisan (Zainuddin Ali, 2008: 78).

Mengenali adanya perbedaan pandangan dari para ulama
mengenai ahli waris yang akan menerima wasiat, Kompilasi Hukum
Istam (KHI) memiliki pandangan tersendiri. Dalam Kompilasi Hukum
Islam wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh
semua ahll waris (Pasal 195 ayat 3 KHI). Jadi disini harus ada

kesepakatan dari semua ahli waris mengenal wasiat yang akan

diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris.
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Mengenal jumlah harta yang dapat diawasiatkan menurut
hukurn Islam tidak boleh melebihi dari sepertiga jumlah haria sl
pewasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 201 KHI yang menetapkan
jumiah maksimal wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumiah
harta warisan, Bila teryata wasiat itu melebihi sepertiga jumliah
bersih harta peninggalan maka wasiat itu tidak berlaku jika tak
disetujui oleh para ahli waris, dan harta yang diwasiatkan itu harus
ada pada waktu si pewasiat itu meninggal dunia. Wasiat juga tidak
dapat dilaksanakan jika wasiat yang didapat di bawah pengaruh
yang tidak balk, karena kekerasan atau penipuan.

Dilihat dari sudut pandang hukum adat, sebagaimana warisan
wasiat itu juga beranekaragam sebutan dan penerapannya dalam
masyarakat, Secara ringkas wasiat dalam hukum adat dapat
diartikan sebagal suatu keinginan terkahir dari orang yang akan
meninggal dunia. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang
peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana
menyebabkan ia wafat. Dan jika hal itu benar terjadi, biasanya
ucapan terakhir itu disaksikan oleh sanak saudara terdekat
bardasarkan pertalian darah.

Wasiat dalam hukum adat ini sering dilakukan secara
pengucapan lisan. Pengucapan itu hanya merupakan penegasan
wujud atas harta yang bakal menjadi harta warisan, di samping itu

juga sering disebutkan harta lain yang bukan merupakan harta




warisan, akan tetapi merupakan hak milik orang lain, misalnya milik
pribadi isti atau anaknya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
sesungguhnya secara umum dari ucapan-ucapan semacam ini
adalah merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran di antara para ahli waris dalam hal
pembagian harta warisan di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, seringkall seorang yang
akan meninggalkan harta menuangkan keinginannya dalam bentuk
tertulis. Hal ini dilandaskan pada kepastian dan kekuatan sistem
pembuktian tertulis karena bila dikemudian hari terjadi sengketa, jika
hanya memakai cara pengucapan seringkali penetapan kepastian
hukum dan pembuktiannya susah serta kerap mengundang
sengketa, Bentuk tertulis ini blasanya dibuat dalam bentuk surat
yang akan dibacakan di hadapan sanak saudara yang diminta ikut
menandatangani surat tersebut.

Seperti dijelaskan sebelumnya, peristilahan mengenal wasiat
dalam hukum adat sangat beranekaragam tergantung suku dan adat
yang dianut masyarakat. Di Jawa orang menyebut keinginan terakhir
ini dengan wekas, di Minangkabau disebut umanat, di Aceh dikenal
dengan peuneusan, dan di Batak menyebulnya ngendeskan.
(Oemarsalim, 2006: 99).

Terkadang wasiat dalam hukum adat disebut juga dengan

hibah wasiat. Hal ini disebabkan ksrena adanya wasiat yang
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dilakukan oleh seseorang hanya terhadap sebagian dari Jumiah
keseluruhan harta miliknya dan hanya ditujukan kepada ahli waris
tertentu saja. Wasiat yang dijelaskan di atas, bila dihubungkan
dengan pembagian harta warisan fidak berkaitan dengan
pelaksanaan hukum kewarisan dan tidak dianggap sebagai
permulaan warisan (Zainuddin Ali, 2008: 23). Oleh karena itu, bila si
pewasiat meninggal dunia dan masih memiliki harta lain yang
merupakan harta yang akan diwariskan setelah wasiatnya
ditunatkan, maka pada pembagian warisan, ahli waris yang telah
mendapat wasiat juga tetap mendapatkan harta warisan.

Selain itu ada juga wasiat yang dilakukan oleh seseorang
dengan keseluruhan harta yang kelak menjadi harta peninggalan
pewasiat bila ia meninggal dunia dan semua ahli waris yang berhak
mendapat harta warisan memperoleh harta melalui wasiat. Wasiat
dalam bentuk seperti ini dikaitkan dengan pembagian harta warisan
bila semua ahli waris menyetujuinya sehingga dapat dikategorikan
sebagai awal dari pewarisan (Zainuddin Ali, 2008: 22-23). Wasiat ini
pada dasarnya dilakukan oleh si pewasial sebagal pengganti
pembagian warisan setelah ia meninggal. Cara seperti ini dilakukan
pewasiat karena dirasa adil dan tidak akan menimbulkan keiri hatian
diantara ahli warie yang menerimanya. Cara ini juga sebagai
penyimpangan darl aturan kewarisan dengan membagi harta
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sebelum pewaris meninggal dunia dengan jalan pemberian wasiat
kepada seluruh ahli waris.

F. Pandangan-Pandangan tentang Hubungan Hukum Islam dan
Hukum Adat

Di indonesia, seperti yang dijelaskan sebelumnya secara garis besar
ada tiga sistem hukum yang berlaku yaitu hukum Islam, hukum perdata
barat, dan hukum adat. Disinl penulis hanya akan membahas mengenal
hukum Islam dan hukum adat, alasannya karena kedua sistem hukum ini
kerap disatukan dalam penerapannya dan merupakan hukum yang
memilikl penganut yang sama serta telah mendarah daging dan menjadi
landasan berpikir serta bertindak dari sebagian besar masyarakat
Indonesia dalam kehidupannya.

Sistem hukum Istam dan sistem hukum adat telah berlaku di
Indonesia walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama.
Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia, mulai berlakunya tidak dapat
ditentukan dengan pasti tapi jelasnya jika dibandingkan dengan hukum
islam, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sedang hukum Islam baru
dikenal setelah agama Islam disebarkan di pelosok nusantara. Kepastian
mengenal waktu masuknya agama Islam ke Indonesia belum ada kata
sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. ada pendapat yang
menyatakan Islam telah masuk Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau
abad ke-7 Masehi, adapula yang menyatakan pada abad ke -7 Hijriah

atau abad ke -13 Masehi Islam baru masuk ke Indonesia.
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Hukum adat dan hukum Islam dulunya adalah hukum yang berlaku
bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan
penduduk bumiputera, Keadaan ini diatur oleh pemerintah Hindia Belanda
sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan Indonesia pada
tahun 1942, Hukum adat sebelumnya hanya merupakan adat kebiasaan
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tapi
selanjutnya adat kebiasaan tersebut mulai berkembang dan dipelajari
serta mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda dalam rangka
pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda.

Sebelumnya perlu dijelagkan bahwa kedua sistem hukum ini dalam
kehidupan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang. Kedua-
duanya telah saling pengaruh mempengaruhi dalam penerapannya di
masyarakat. Berbagai konsep dan pengertian yang berasal dan hukum
Islam telah ditafsirkan menurut perasaan dan kesadaran hukum yang
terdapat dalam hukum adat. Oleh karena itu kedua sistem hukum ini harus
diperhatikan dan dipelajari keterkaitan diantara keduanya sehingga tidak
menimbulkan konflik di kemudian hari.

Hubungan hukum Islam dan hukum adat bila diartikan sebagai
kontak di antara keduanya telah lama terjadi di nusantara ini. Hubungan
itu telah berlangsung sejak masuknya agama Islam ke Indonesia dan
telah berbaur dengan nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.
Hubungan itu tercermin dalam kehidupan berbagai suku bangsa yang ada

di nusantara. Suku-suku bangsa yang telah lama menerapkan hubungan




antara hukum lslam dan hukum adat antara lain Aceh, Minangkabau,
Jawa, dan Sulawesi Salatan.

Melihat kehidupan masyarakat Aceh misalnya yang telah lama
dikenal sebagai daerah serambi Makkah, aturan yang berkaitan dengan
hukum Islam dan hukum adat telah lama diterapkan. Hal ini bisa dilihat
dari ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyl ‘hukum ngon adat
hantom cre’, lages’ zat ngon sipeuf”. Hal ini dapat diartikan hukum Islam
dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekall
hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau
benda (Muhammad Daud Ali, 2000: 223). Hukum adat dipandang sejalan
dengan hukum Islam karena aturan Islam diterima masyarakat aceh
karena adanya kesesuaian dengan kebiasaan dan aturan yang telah lama
hidup dalam masyarakat Aceh sebagai adat istiadat.

Pandangan seperti ini juga dianut dalam masyarakat Minangkabau.
Dalam masyarakat Minang adat dan Syara’' (hukum Islam) merupakan
suatu kesatuan yang tak terpisahkan yang saling mendukung dan
menguatkan dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
Hubungan ini tercermin dalam pepatah yang berbunyi “adal dan syara’
sanda menyanda, syara’ mengato adal memakai”. Menurut pandangan
Hamka makna pepatah ini adalah hubungan {(hukum) adat dengan hukum

Islam (syara’) erat sekali, saling fopang-menopang, karena sesungguhnya

yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri
(Muhammad daud Ali, 2000: 223).




Salain itu, dalam masyarakat Sulawesi Selatan hubungan yang erat
antara hukum Islam dan hukum adat juga telah lama dikenal. Hal ini dapat
dilihat misalnya dalam pepatah yang menayatakan “adat bersendi syara’
dan syara’ bersendi adat’ (Muhammad Daud Ali, 2000: 223). Melihat isi
pepatah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan syara
(hukum Islam) merupakan dua hal yang sangat eral hubungannya
sehingga bila dilihat lebih jauh akan Mampak kedua sistem hukum ini
meupakan suatu kesatuan yang sama. Adat dan syara’ saling mendukung
serta saling melengkapi dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga
menurut pandangan di atas hukum Islam merupakan penyempumaan dari
keberlakuan hukum adat.

Selain pandangan tentang keeratan dan keharmonisan hubungan
antara hukum adat dan hukum Islam di atas, ada juga pandangan yang
bertentangan dengan pandangan tersebut. Pertentangan ini terlihat dari
pandangan para pakar dan penulis barat/Belanda tentang hukum adat di
Indonesia serta mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda
tersebut. Berbicara tentang hal ini, kita akan teringat pada penulis dan
pakar hukum adat pada masa silam seperti Snouck Hurgronje, Van
Vollenhoven dan B. Ter Haar, Inti pemikiran mereka tentang keterkaitan
hukum adat dan hukum lslam pada dasarnya digambarkan sebagal dua
unsur yang masing-masing berdiri sendiri dan bila dicoba untuk disatukan
dalam penerapannya akan menimbulkan ketidaksesuaian dan

pertentangan di kemudian hari.




Menurut penulis dan pakar hukum adat barat/Belanda pertentangan
antara hukum adat dan hukum Islam umumnya dapat dilihat dalam
konteks perkawinan dan kewarisan. Berdasarkan pandangan penulis
barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum
lslam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan
pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum
adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari
upacara waktu melangsungkan perkawinan itu (Muhammad daud Al
2000: 225). Sehingga dapat disimpulkan dari pemikiran itu, hukum Islam
dalam konteks ini lebih mengedepankan hubungan antar pribadi sedang
dalam hukum adat bukan hanya melibatkan hubungan antar pribadi tapi
juga lebih luas yang mencakupi keluarga dan kerabat dari pribadi-pribadi
tersebut.

Tambahan lagi, menurut pemikiran penulis dan pakar hukum adat
barat/Belanda masalah kewarisan merupakan contoh yang paling klasik
yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum
adat (Muhammad daud Ali, 2000: 226). Menurut pemikiran ini, jika dilihat
pertentangan ini tidak mungkin diselesaikan karena pada dasamya hukum
lslam dan hukum adat masing-masing telah menggariskan ketentuan
pewarisan sesuai dengan nilai dan aturan yang kedua sistem hukum ini

telah tetapkan.
Pandangan-pandangan para penulis dan pakar hukum adat

barat/Belanda juga kembali menuai protes dan penentangan darl para




pakar hukum di Indonesia. Golongan pakar yang menentang pandangan
di atas menyatakan pandangan hubungan antara hukum adat dan hukum
Islam dengan menggunakan teori konflik yang digunakan oleh pakar
hukum adat barat/Belanda hanya bertujuan untuk memecah-belah dan
mengadu-domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan
Belanda di bumi pertiwi inl (Muhammad daud Ali, 2000: 224). Hal in dilihat
bagaikan sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang
satu (adat) dan menekan belahan yang lain (lslam).

Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa bangsa penjajah (khususnya
Belanda) selain bertujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi (goid)
dari tanah jsjahan (glory) juga mengemban misi agama (gospsel) yang
sama sekali berbeda dengan agama mayoritas rakyat Indonesia. Di antara
upaya vang dilakukan untuk mewujudkan misi agama tersebut adalah
dengan mempernentangkan hukum adat dengan hukum Islam. Di antara
upaya yang dilakukan bangsa penjajah dalam menyebarkan misi agama
mereka adalah dengan memasuki dan mencampuri masalah hukum
bangsa jajahan. Hukum lslam yang telah becampur dengan kebiasaan
{(adat) yang hidup dalam masyarakat perlahan-lahan dipengaruhi dan
dipertentangkan antara keduanya. Kenyataan inl dapat dilihat dari aturan-
aturan yang dikeluarkan oleh bangsa penjajah.

Contoh aturan yang dikeluarkan penjajah dalam rangka mencapai
misi keagamaannya ini adalah ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163

IS (indische staatsregelfing) dan dalam Pasal 131 ketentuan serupa. Isi




ketentuan dari kedua pasal inl sebagaimana dijelaskan pada awal bab
intinya adalah membagi penduduk Indonesia pada tiga kelompok yaitu
golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan golongan bumi
putera. Pembagian rakyat dalam golongan-golongan ini mau tak mau juga
berimbas terhadap bidang hukum yang berlaku bagi masing-masing
golongan. Dalam hal ini jelas terlihat imbas terhadap hukum yang
diberlakukan bagi golongan bumi putera (rakyat asli Indonesia). Pada
awalnya sebelum ketentuan ini diberlakukan dalam masyarakat pribumi
telah terjadi percampuran antara hukum adat dengan aturan dari agama
yang mereka anut (hukum Islam), tapi setelah keberlakuan aturan ini
hukum yang berlaku bagi mereka murni hukum adat dan jika kepentingan
sosial menghendaki maka hukum Eropa bisa berlaku lintas golongan
dengan jalan penundukan diri terhadap hukum Eropa.

Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum bagi masyarakat pribumi
menghambat laju perkembangan hukum Islam dalam masyarakat. Bias
negatif ini makin membenamkan hukum Islam di bawah bayang-bayang
hukum adat. Hal ini dapat dimengerti karena bagaimanapun juga bangsa
penjajah selalu berusaha agar ideclogi mereka bisa diikuti oleh bangsa
jajahannya. Politik hukum yang diterapkan oleh bangsa penjajah selalu
mengacu dan melindungi kepentingan mereka di negara jajahan.
Kepentingan itu tidak hanya berada pada lingkup ekonomi dengan

keuntungan materilnya tetapi juga dalam bidang hukum, memunculkan




hukum adat di atas hukum agama dengan tujuan menumbuhsuburkan
politik devide ef impera (politik adu domba).

Pakar hukum pribumi beresksi terhadap hal ini. Salah satu pakar
rersebut adalah Hazairin dengan mengeluarkan pendapatnya yang intinya
menyatakan pada dasarnya hukum yang berlaku bagi masyarakat
Indonesia yang menganut Islam sebagai agamanya adalah hukum Islam
dan hukum adat baru berlaku bila sejalan dan dijiwai oleh hukum Islam.
Melihat hubungan hukum adat dan hukum Islam dari sudut pandang
pendapat ini, akan memudahkan kita untuk mempertautkan adat dengan
syara’ (hukum lslam).

Selain itu, menurut T.M. Hasbih Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab
figih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar ‘wrf
atau adat sebagal salah satu alat atau metode pembentukan hukum lslam
(Muhammad daud Ali, 2000: 229). Pemyataan ini dapat dimaknai bahwa
adat juga dikenal dalam hukum Islam sebagai ‘urf dan dapat dijadikan
hukum Iglam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keaditan yang
dijiwal oleh hukum Islam. Adat dalam hal inl dimaksudkan sebagai
kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah
musamalah (hubungan kemasyarakatan), bukan hal yang berkaitan dengan
ibadah. Sebab dalam Islam ibadah telah ditetapkan oleh allah SWT
sehingga tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh sesearang.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus

dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:




a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakul

pleh pendapat umum;

b. Sudah berulangkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam
masyarakat yang bersangkutan;

. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;

Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;

. Tidak bertentangan dengan nas (kata, sebutan yang jelas) dalam
Alguran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata
lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Muhammad daud
Alli, 2000: 230).
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Setelah melihat pemaparan mengenai pandangan-pandangan di
atas, tampak adanya pertentangan yang meruncing di antara para pakar
hukum Islam dan hukum adat mengenai hubungan di antara keduanya.
Untuk lebih jelasnya berikut penulis jabarkan beberapa teon dan
pandangan mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum islam.
Dua teori pertama dikemukakan oleh orang Belanda dan satu teori teakhir
dilontarkan oleh orang Indonesia. teori terkahir ini merupakan teori
bantahan sekaligus teori pematah. Teori-teori tersebut yaitu:

a) Receptio in Complexu

Receptio fn Complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh
Lodewilk Willem Christian Van Den Berg (1845-1827). Teori ini
bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh
seseorang seharmoni dengan agama yang dimaninya. Oleh sebab
itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum
Islamiah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Atau dengan
kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teor

penerimaan secara kompleks atau sempurna”,




b) Receptie Theorie

Receplie Theorie atau teori resepsi merupakan teori yang
diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje {1857-1938). Teor ini
selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Comalis
Van Vollenhoven (1874-1933) dan Betrand Ter Haar {1892-1841).

Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa
hukum lslam baru diakui dan dilaksakan sebagai hukum ketika hukum
adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam
berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum
Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakekainya
ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori dapat pula
dipadankan dengan sebutan “teori panerimaan’.
¢} Receplio a Contrario

Seperti sebutannya teori ini merupakan teori pematah teori
sebelumnya. Teori ini populer dikemukakan oleh Hazairin (1908-1975)
dan Sajutl Thalib (1920-1990). Dikatakan sebagai teori pematah
karena teorl ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan
arah dengan teori Receplie Theore yang dikemukakan oleh Christian
Snouck Hurgronje di atas. Pada teori ini justru hukum adatlah yang
berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum lslam.
Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah

dilegalisasi oleh hukum Islam.




Penganut teori ini berpandangan bahwa usaha untuk meredam
gerak maju hukum lslam didasarkan pada teori kedua, yakni receplie
theorie. Teori kedua tersebut dianggap sebagai teorl setan karena
menurut anggapan teori ini Hukum Islam dianggap sebagal hukum Jika
telah dilegalisasi oleh hukum adat. Inilah yang ditentang oleh para
penganut teori reception a contrario. (www.google.com/Politik Hukum

Kolonial Belanda; Pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum Islam).

G. Panyelesalan Sengketa Kewarisan Dewasa Ini

Berbicara mengenal kewarisan sangat besar kemungkinan
timbulnya konflik keluarga diantara ahli waris. Ini disebabkan adanya
perbedaan pandangan atau adanya rasa ketidekadilan salah satu pihak
ahli waris atas bagian warisan yang telah dibagi. Di sinilah diperlukan
adanya bentuk penyelesaian sengketa yang mencoba menyelesaikan
masalah ini secara rukun dan damai.

Jalan penyelesaian secara damai dapat dilakukan dengan
musyawarah ahli waris. Musyawarah ini dapat dilakukan dalam lingkup
keluarga dengan cara mengumpulkan para ahli waris dan berembuk
mengenai pambagian harta warisan, Tapi jalan musyawarah ini memiliki
banyak kendala. Sering terjadi perdebatan yang alot bahkan sampal
berujung pada’ pertengkaran karena para ahli waris masing-masing
berkeraz dengan pendapatnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor

kepentingan pribadi dan keinginan menguasai harta (faktor kebendaan),




Selain jalan musyawarah ahli waris, penyelesaian sengketa
kewarisan secara damai juga dapat dilakukan dengan melibatkan pihak
ketiga. Pihak ketiga ini biasanya adalah orang yang dituakan dalam
masyarakat. Dalam konteks hukum adat pihak ketiga ini dikenal dengan
sebutan dewan adat. Dalam hal terjadinya sengketa kewarisan dewan
adat biasanya membentuk suatu musyawarah dewan adat.

Musyawarah dewan adat ini mencoba untuk mendamaikan pihak
ahli waris yang berselisih. Dalam hal terjadi kebuntuan maka dewan adat
akan memberikan suatu putusan pembagian warisan. Putusan ini
didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dan tata cara pembagian warisan
yang dianggap lumrah dalam masyarakat tersebut.

Khususnya dalam masyarakat Bugls ada beberapa hal yang menjadi
perfimbangan tetua masyarakat/dewan adat dalam menjatuhkan
putusannya yaitu:

a) Tutur kedua belah pihak

b) Keterangan saksi-saksi kedua belah pihak

) Tingkah laku kedua belah pihak

d) Keadaan rumah tangga kedua belah pihak. (Andi Zainal Abidin,

1883:123).

Kemudian ditambahkan ketentuan bahwa dewan adat dalam
menjatuhkan putusan harus meyakini hal yang akan diputuskannya.
Keyakinan dewan adat ini bersumber dari pengalaman, nilai-nilai

kebiasaan dan pesan-pesan leluhur yang hidup dalam masyarakat. (Andi

Zainal Ablidin, 1983: 123).




Para pemangku adat dalam melahirkan penetapan-penetapannya
harus memperhatikan apa yang hidup sebagai rasa keadilan di dalam
masyarakat. Dengan penetapan fu, rasa keadilan tersebut dapat
terwujudkan dalam bentuk yang kongkrit. Pemangku adat tidak boleh
mengadili hanya menurut perasaan keadilan dirinya, tetapi ia terikat pada
nitai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dewasa ini telah banyak pergeseran nilai yang terjadi dalam
masyarakat khususnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan.
Nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan mulai ditinggalkan. Setiap ada
perkara kewarisan yang timbul dalam masyarakat selalu dibawa ke rana
hukum yang mana akan diselesaikan oleh badan peradilan yang disebut
pengadilan. Segala sesuatunya didasarkan pada pertimbangan dan
keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang
bersangkutan.

Maka itu, di dalam memeriksa perkara warisan di muka pengadilan,
hakim harus berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua pihak,
kecuali jika telah diusahakan sedemikian rupa para pihak tetap tidak mau
mengikuti nasehat hakim dan ingin agar perkara terus diperiksa. Untuk
memeriksa perkara warisan selanjutnya, untuk melengkapi dasar-dasar
pertimbangan guna mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, maka
harus diperhatikan alat-alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak
yang bersengketa, baik berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan,

petunjuk, ataupun sumpabh.




Hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku, tetapi tidak berarti
hakim tidak bebas dalam meninjau suatu perkara secara mendalam.
Hakim dapat menggali nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam
masyarakat, Nilzi-nilai dan kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan
sebagal salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kadang dalam menghadapi suatu permasalahan misalnya sengketa
kewarisan yang melibatkan unsur adat, hakim tidak menemui suatu
peraturan yang bisa dijadikan dasar, sedang hakim harus memberikan
putusan. Maka itu hakim harus melihat adat kebiasaan dalam masyarakat
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sistem hukum yang
tidak tertulis, hakim tidak diharuskan mendasarkan segala putusannya
atas peraturan-peraturan hukum positif yang telah berlaku. Hakim bisa
menjadikan sumber ftidak tertulis tersebut sebagai salah salu
pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Pada akhimya, hakim wajib menjelaskan dalam putusannya (vang
termuat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum) mengenai dasar
dan alasan dari putusan yang dijatuhkan. Penjelasan tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat dan untuk
memberi kejelasan kepada para pihak yang bersengketa sehingga

mereka semua merasa mendapatkan keadilan yang seadil-adiinya.




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan
perfimbangan masih adanya komunitas masyarakat Bugis di daerah ini
yang tetap menganut sistem hukum adat Bugis dalam proses pewarisan,
khususnya mengenai bentuk kewarisan ampikale. Komunitas masyarakat
ini tetap memegang teguh nilal-nilai dan ajaran leluhur yang telah turun-
termnurun diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Penelitian ini ditujukan pada sebuah populasifkomunitas masyarakat
berupa masyarakat Kabupaten Soppeng dengan menggunakan sample
beberapa kecamatan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait sampai mendapatkan data yang lengkap dan valid
sesual dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini (teknik
pengumpulan data snow ball).

Adapun responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Ketua dan hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng,

2. Ketua dan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng,

3. Tokoh-tokoh masyarakat adat Soppeng;

4. Masyarakal Kabupaten Soppeng, yang meliputi:

a. Kecamatan Ganra, dengan sample beberapa orang dari

dua desa yang terpilih,




b. Kecamatan Liliriliu, dengan sample beberapa orang dari
dua desa yang terpilih,
¢, Kecamatan Lalabata, dengan sample dua orang dari dua

desa yang terpilih.

B. Janis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah sebagail berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari proses
penelitian lapangan (fleld research) dengan mengadakan
wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian inl.

2. Data Sekunder, vyaitu dala yang dipercleh melalui penelitian
kepustakaan (fibrary research) dengan cara membaca dan

mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan

skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data pada penulisan skripsi ini,
penulis memakal metode snow ball yaitu dengan melakukan wawancara
kepada beberapa orang sampai penulis mendapatkan data yang valid dan
lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

sebagai berikut:




1. Penelitian Lapangan (Fleld Research)

Penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, yaitu
dengan cara terfun langsung ke lokasi penelitian  untuk
mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara
langsung (interview) yaitu dengan melakukan inleniew dengan
narasumber yang meliputi, Ketua dan hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng, Ketua dan hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng,
serta tokoh masyarakal adat dan masyarakat Kabupaten Soppeng

. yang teribat langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam
skripsi inl,
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

peneliian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan
menelaah buku-buku, karya ilmiah, tulisan serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kewarisan

adat.

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer
maupun data sekunder diolah, kemudian dianalisis secara kualitalif dan
disajikan secara desknphif yaitu menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan dengan bahasa ilmiah yang sederhana dan mudah

dipahami dalam bab pembahasan selanjutnya,




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakekat dan Keberlakuan Ampikale

Secara geografis Kabupaten Soppeng terlelak pada garis kordinat
04.06' 00" - 04.32' 00" derajat Lintang Selatan dan 119.47" 18" — 120.06’
13" derajat Bujur Timur di mana bagian baral berbatasan langsung
dengan Kabupaten Barru, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten
Sidrap dan Kabupaten Wajo, sedangkan bagian timur dibatasi dengan
Kabupaten Wajo juga Kabupaten Bone (Bone bagian timur) dan di bagian
selatan dibatasi oleh Kabupaten Bone dengan luas wilayah meluputi
kurang lebih 1.500 Km?,

Berdasarkan data statistik Kabupaten Soppeng tahun 2008, tercatat
bahwa daerah ini telah didiami oleh 229.504 jiwa dengan rincian 106.806
jiwa laki-laki dan 122.698 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk
Kabupaten Soppeng adalsh 153 jiwa/lKm® dengan kecamatan terpadat
adalah Kecamatan Liliriaja dengan kepadatan 281 jwa/Km® dan yang
terjarang adalah Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan penduduk 90
jiwa/Km® (sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2009). Jika dilihat
dari agama dan kepercayaan yang dianut dapat dikatakan bahwa Islam
adalah agama yang paling dominan dianut oleh masyarakat Soppeng
dibanding agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan

Budha.




Jika dipersentasekan maka diperoleh angka 99.60% penduduk
Kabupaten Soppeng adalah beragama Islam. Sisanya yaitu 0,31% adalah
penganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan lainnya
(meliputi agama Konghucu dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa). (sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2009).

Sudah menjadi ciri khas dalam hukum waris adat bahwa dalam
aturan-aturan hukumnya mengatur tentang tata cara bagaimana terjadinya
penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris
berdasarkan adat setempat. Terjadinya penerusan atau peralihan haria
kekayaan itu dapat berlaku ketka pewaris masih hidup atau setelah
pewaris meninggal. Harta kekayaan yang diteruskan atau dialihkan itu ada
yang berwujud benda atau berupa hak dan kewajiban, ada yang dapat
dibagi-bagi dan ada yang belum atau tidak dapat dibagi-bagi pemilikan
atau penguasaannya.

Walau kehidupan masyarakat adat sudah fidak dapat dijumpai
dalam masyarakat Kabupaten Soppeng, tapi nilai, kebiasaan, dan adat
istiadat masih dianut dan diterapkan masyarakat. Dalam masyarakat
Soppeng, khususnya pada magyarakat pedesaan, aturan-aturan dan
kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sejauh ini tidak mudah tergerus
oleh arus modernisasi, dan akan terus berkembang dan beradaptasi
sesuai dengan rasa keadilan serta perkembangan masyarakat yang terus
mengalami pergeseran. Banyak sendi-sendi hukum adat yang mulai

mengalami adaptasi mengikuti perkembangan zaman.




Hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat menemukan
informasi yang memberikan penjelasan mengenai kenyataan yang ada
dalam masyarakat Soppeng. Penelitian ini mencoba mengkaji secara
langsung tentang hakekat dan keberlakuan kewarisan adat ampikale
dalam masyarakat Soppeng sebagai suatu ade’ (adat) serta mengkaii
kekuatan hukum darl ampikale ini dari sudut pandang badan peradilan
yang ada di Kabupaten Soppeng seandainya terjadi sengketa kewarisan
yang melibatkan ampikale di dalamnya.

Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penentuan tempat
penelitian dengan cara sample dari beberapa kecamatan yang ada di
Kabupeten Soppeng. Adapun tentang responden, penulis tidak
menetapkan suatu jumiah pasti karena teknik snow ball yang digunakan
mensyaratkan untuk mewawancarai sekian banyak responden sampai
mendapatkan data yang valid dan lengkap. Sebagai langkah awal penulis
melakukan penentuan obyek/daerah penelitian. Daerah penelitian yang
penulis pilih adalah tiga kecamatan yang ada di Kabupeten Soppeng yaitu
Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilinlau, dan Kecamatan Ganra. Dari
Kecamatan Lalabata penulis mengambil Kelurahan Botto dan Kelurahan
Lapajung sebagai daerah penelitian. Untuk Kecamatan Lilirilau penulis
memilih Kelurahan Pajalesang dan Desa Parenring sebagai daerah
penelitian, sedang untuk Kecamatan Ganra terpilih Desa Belo dan Desa
Lompulle sebagai daerah penelitian.




Mengenal alasan penulis memilih kecamatan dan kelurahan/desa
yang tersebut di atas karena daerah-daerah tersebut mewakili strata atau
urutan perkembangan penduduk yang beragam yang memungkinkan
terfjadinya pergeseran adat kebiasaan dalam masyarakat di daerah
tersebut. Kecamatan Lalabata dianggap sebagai pusat pendidikan dan
pemerintahan dari Kabupaten Soppeng sehingga perkembangan
penduduknya dianggap paling pesat dan tidak menutup kemungkinan
besarnya pengaruh modernisasi terhadap daerah ini. Kecamatan Lilirilau
merupakan daerah kedua yang mengalami perkembangan pesat di
Kabupaten Soppeng khususnya di bidang ekonomi sehingga menurut
pengamatan penulis di sini baru mengalami persinggungan antara arus
modemisasl dan adat kebiasaan dalam masyarakal. Kecamatan Ganra
sebagai daerah terakhir terbentuk yang merupakan pecahan dari
Kecamatan Lilirilau, sehingga menurut penilaian penulis daerah ini masih
berkembang dan adat kebiasaan yang dianut masyarakat masih kuat.

Berkaitan dengan responden wawancara yang penulis pilih adalah
mereka yang memiliki pengetahuan tentang ade’ (adat) Bugis khususnya
tentang ampikale, mereka yang pemah menerima ampikale, dan tokoh-
tokoh masyarakat Kabupaten Soppeng. Berikut hasil dari penelitian yang
penulis dapatkan dari masyarakat Kabupaten Soppeng.

1. Hukum Kewarisan Bugis Soppeng pada Umumnya
Secara umum, masyarakat yang mendiami Kabupaten

Soppeng adalah penganut agama Islam. Sehingga sendisendi
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kehidupan bermasyarakat telah dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam.
Dalam hal hukum kewarisan, masyarakat Soppeng dalam
melaksanakan pembagian warisannya masih tetap menyandarkan
pada adat kebiasaan yang mereka anut. Sebagaimana dijelaskan
dalam latar belakang masalah pada bab pertama bahwa masyarakat
berpandangan menjalankan kewarisan sesuai adat kebiasaan,
mereka anggap juga telah menjalankan sesuai dengan ajaran
agama.

Secara adat, pembagian kewarisan di Kabupaten Soppeng
infinya tidak berbeda dengan kewarisan adat Bugis secara umum.
Masyarakat Soppeng menganut sistem kekerabatan dan kewarisan
parental/bilateral. Ini dapat dibuktikan dari bentuk pewarisannya
yang dapat mewaris dari kedua belah pihak baik dari pihak bapak
maupun dari pihak ibu. Juga dapat dilihat dar tidak adanya
perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, kesemuanya tetap
berhak mendapat warisan. Walaupun telah dipengaruhi hukum lslam
seperti adanya perbedaan porsi yang diterima laki-laki dan
perempuan yaitu 2 : 1, tapi di sini perempuan tetap mendapat porsi
dalam pewarisan dan aturan ini hanya diterapkan oleh kalangan
yang kuat memegang aturan Islam. Bukti lainnya yaitu dalam
perkawinan tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan dari salah
satu pihak dan mereka bebas memilih untuk tinggal di kerabat mana
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ataupun memilih untuk membangun keluarga sendirl terlepas dari
orang tua masing-masing.

Berkaitan dengan pewarisan adat Bugis ini, dalam masyarakat
Soppeng juga mengenal unsur-unsur kewarisan, Unsur-unsur
kewarisan Bugis juga tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur
kewarisan pada umumnya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Pewaris

Pewarls menurut aturan kewarisan adat Bugis tidak harus
merupakan orang yang telah meninggal dunia. Pewarisan bisa
saja terjadi semasa hidup pewaris. Pewarisan ini bisa terjadi
dari orang tua kepada anak, saudara yang belum berkeluarga
kepada saudaranya yang lain (ini terjadi jika orang tua sudah
meninggal), antara pasangan hidup suami atau istri, atau dari
suami-istri yang tidak memiliki anak (Bugis: fo manang) kepada
keponakan-keponakannya (jika orang lua dan saudaranya
sudah tidak ada).

b. Harta warisan

Harta warisan ini dalam bahasa Bugis dikenal sebagai
mana’. Mana' ini berasal dari berbagai sumber, antara lain dari
waramparang abbaliresong/waramparang assifukangkangeng
yaitu harta (waramparang) yang di dapat dalam masa
perkawinan sebagai hasil usaha bersama suami-isti atau

disebut harta bersama, waramparang natiwifnafolai yaitu harta




yang telah ada yang dibawa (natiwi) oleh salah satu pasangan
dan merupakan harta yang telah ada dan dijumpai oleh
pasangan lainnya (nafolai) atau biasa disebut harta bawaan
atau harta asal, dan terakhir harta yang bisa jadi warisan
adalah mana’ pusaka yaitu berupa harta pusaka.
¢. Ahli waris

Ahli waris dalam masyarakat Bugis Soppeng pada
umumnya adalah anak, Tapi seandainya pewaris belum
berkeluarga maka harta si pewaris akan jatuh pada orang
tuanya, atau jika tidak ada orang tua jatuh pada saudara-
saudaranya. Dimungkinkan Juga bagl sepasang suami-istri
yang fidak memiliki anak menjatuhkan warisannya kepada
keponakan-keponakannya jika orang tua dan saudara-saudara
pasangan itu kesemuanya sudah tidak ada.
Melihat unsur-unsur kewarisan adat Bugis di atas, akan banyak

ditemui keunikan-keunikan dalam penerapannya. Seperti harta yang

akan diwariskan balk harta bersama (waramparang abbaliresong)

dan harta bawaan {waramparang natiwi) menjadi suatu kesatuan

setelah adanya ikatan perkawinan. Tetapi bila seandainya pasangan

itu tidak memiliki keturunan dan salah satunya sudah meninggal

maka harta bawaan pasangan yang meninggal akan kembali pada

orang iua atau keluarga dari pasangan yang meninggal tadi. Jadi
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harta tersebut tidak menjadi harta peninggalan bagi pasangan yang
masih hidup.

Dari uraian di atas, berkut ini penulis menggambarkan alur
terjadinya harta warisan dalam masyarakat Soppeng mulai dari harta
asal, harta dalam perkawinan, sampal pada munculnya harta yang

akan diwariskan.
Gambar 1
Alur Harta Asal dan Harta Perkawinan Menjadi Harta Warisan
menurut Adat Bugis Soppeng
Harta asal Harta perkawinan Harta asal
Harta Perkawinan
Harta Warisan ? @ Harta Asal
Keterangan gambar:

Pada dasarnya harta asal seseorang akan langsung menjadi harta
warisan jika ia tidak terikat ikatan perkawinan. Lain hainya jika ada
ikatan perkawinan maka harta asal masing-masing pihak dalam
perkawinan (suami-istri) menyatu dengan harta yang dipercleh
dalam perkawinan dengan asumsi bahwa haria asal merupakan
sumber dari harta perkawinan. Harta perkawinan inilah yang akan
menjadi harta warisan bagi ahli warisnya jika keduanya telah
meninggal. Kadang harta asal ini akan kembali menjadi harta asal
lagi jika terjadi perceraian atau jika pemilik harta asal itu meninggal
tanpa meninggalkan anak.
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Kadang juga dalam penerapan pembagian waris adat Bugis di
Kabupaten Soppeng ditemui adanya harta warisan yang belum
terbagi. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan dari yang
meninggal dunia masih hidup. Penulis memberi contoh pasangan
orang tua bermama Hasan dan Ani yang memiliki dua anak, Hasan
telah meninggal tapi harta warisannya belum dapat dibagi kepada
ahli warisnya karena pasangan hidupnyafjandanya (Ani) masih
hidup. Pasangannya yang masih hidup tetap bisa menikmatl harta
peninggalan sampai akhir hidupnya dan ia berhak menguasai hara
peninggalan itu serta baru terbagi kepada anak-anaknya setelah ia
meninggal dunia. Yang dilsyaratkan disini bahwa pasangan itu
memiliki keturunan, karena jika tidak harta pasangan yang meninggal
(harta asal) akan kembali ke keluarganya semula.

Berbicara tentang harta pusaka, dalam adat kewarisan Bugis
Soppeng harta pusaka ini biasanya diterima sesuai dengan jenis
kelamin dari ahli waris. Biasanya peralatan dan persenjataan untuk
melindungi diri diwarisi oleh ahli waris laki-laki, sedang peralatan
yang perkaitan dengan perempuan seperti perhiasan pusaka yang
tidak dapat dinilai dengan uang akan diwarisi oleh ahli waris
perempuan, Bila seandainya harta pusaka hanya satu maka harta itu
biasanya jatuh pada anak teriua atau disesuaikan dengan pesan
atau kehendak dari si pemberi harta pusaka sebelum ia meninggal

dunia.




Umumnya pembagian kewarisan menurut adat Bugis Soppeng
didasarkan pada rasa keadilan menurut pandangan pewaris atau
pemiiik harta. Pewaris memiliki hak mutlak dalam hal penentuan
pembagian warisannya dan hal tersebut pada dasarnya tidak boleh
ditentang oleh ahli warisnya karena harta tersebut merupakan hasil
keringat dan jerih payah orang tua yang jika dilihat lebih jauh, anak
(ahli waris) tidak memiliki andil terhadap pengumpulan harta itu.
Rasa keadilan pewaris ini didasarkan pada pengamatannya terhadap
ahli warisnya dan penilaiannya tentang potensi dari harta yang akan
diwariskan. Misalnya pewaris memiliki dua anak sebagai ahli waris
dan memiliki harta berupa dua bidang tanah yang akan diwariskan,
Tanah pertama adalah tanah subur untuk perkebunan sedang tanah
kedua sedikit lebih luas dari tanah pertama tapi memiliki kualitas
tanah yang hanya cocok untuk tanaman jangka pendek. Maka
menurut rasa keadilan dar pewaris maka masing-masing tanah
dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan pertimbangan
walau tanah pertama lebih sempit dari tanah kedua tapi tanah
tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibanding tanah kedua
sehingga dirasa adil untuk membagikan tanah tersebut masing-
masing satu bidang kepada kedua ahli warisnya.

Selain keunikan-keunikan di atas, dalam penerapannya di
masyarakat Soppeng sering ditemul peralihan harta yang terjadi
sebelum si pemilik harta meninggal dunia. Peralihan ini seringkali




dimaksudkan sebagai awal dari suatu pewarisan yang akan terjadi
kemudian, Ada juga kemungkinan peralihan harta ini dimaksudkan
untuk menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat,
dan hal ini masih merupakan hal wajar dalam adat kebiasaan
masyarakat Soppeng. Bentuk-bentuk peralihan itu penulis jabarkan

sebagai berikut:

a. Wasiat atau Paseng

Berbicara mengenal wasiat ini, dalam masyarakat Bugis
Soppeng dikenal dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan
kewarisan wasiat ini sering diistilahkan sebagai paseng atau
pappaseng (Indonesia: Pesan). Paseng ini bisa diartikan
sebagal pernyataan kehendsk dari si pemilik harta mengenai
tata cara pembagian hartanya dan pihak mana yang berhak
menerimanya (umumnya adalah ahli warisnya sendir). Paseng
ini dapat dikatakan sebagai awal dari suatu pewarisan.

Melihat dalam penerapannya, paseng ini dapat
dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama paseng yang
mengalihkan hak penguasaan dan pengelolaan atas harta dan
kedua paseng yang hanya berupa penunjukan bagian yang
akan diterima sebagai mana' (harta warisan). Paseng yang
pertama hakekatnya telah mengalinkan kepemilikan harta
kepada penerima paseng walaupun berlakunya terjadi setelah
si pemberi paseng meninggal dunia. Paseng inl memberikan




hak kepada penerimanya untuk mengelola dan menikmati hasil
dari harta paseng yang diterimanya. Walaupun begitu si
pemberi paseng tetap bisa menikmati hasil dari harta yang
talah diwasiatkan. Dalam kenyataannya, penerima paseng
tetap membagi hasil harta paseng dengan orang
tuanya/pemberi paseng. Jadi intinya paseng seperti dapat
dikatakan bage maddiolo (pembagian sebelum pewaris
meninggal dunia) karena harta sudah dapat dinikmati oleh ahli
Warsnya.

Berkaitan dengan bentuk wasiat yang kedua, harta masih
belum terbagi dan tetap berada di bawah penguasaan pemilik
harta/orang tua. Disini hanya terjadi penegasan tentang bagian
harta mana yang akan menjadi bagian warisan yang diterima
oleh ahli waris. Sebagai contoh orang tua menegaskan bahwa
rumah yang la tempati akan menjadi milik dar anak
perempuannya dan tanah perkebunan untuk bagian darn anak
laki-lakinya setelah nantinya ia tiada.

Umumnya paseng ini dilakukan terhadap seluruh harta
kepada seluruh ahli waris dengan menyisahkan suatu ampikale
(ini akan dibahas di Sub Bab selanjutnya) sebagai jaminan
untuk si pemilik harta. Dapat juga hanya terhadap sebagian
harta terhadap seseorang ahli warisnya. Misalnya karena si

pewaris hanya memillki satu anak perempuan maka ia buat



paseng bahwa rumah yang ia tempati adalah milik anak
perempuannya setelah ia meninggal. Hartanya yang lain baru
dibagi kemudian.

b. Hibah atau Pabbere

Mengenai hibah yang dibicarakan di sini adalah hibah
yang berkaitan dengan pewarisan. Hibah dalam adat Bugis
Soppeng dikenal sebagai pabbere. Fabbere ini memiki
kekuatan berlaku yang lebih kuat daripada mana' (warisan). H.
Nuheri (Tokoh masyarakat Ganra) menyatakan sebuah
pepatah Bugis yang menegaskan tentang kekuatan pabbere
dibanding mana yang menyatakan ‘luka mana’ (efluka
pabbere”. Pepatah itu dapat diarikan bahwa mana’ (warisan)
dapat ditarik/dibatalkan oleh orang tua semasa hidupnya, tapi
pabbere (pemberian) tidak dapat dibatalkan atau diambil
kembali. Mengambil pabbere sama halnya dengan menjilat
ludah sendiri dan merupakan perbuatan yang memalukan.
(hasil wawancara 11 Juni 2010).

Pabbere sering dilakukan pemilik harta/orang tua kepada
anak-anaknya ketika anaknya tersebut akan membentuk suatu
keluarga baru melalui perkawinan. Pabbere ini merupakan
bekal si anak dalam menafkahi keluarga barunya itu. Kadang
juga pabbere dilakukan untuk menyimpang dari aturan waris

yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya dahulu




dalam masyarakat Bugis dikenal istilah polo feteng (patah
titian), ini dimaksudkan bahwa cucu yang ayahnya meninggal
lebih dulu dari kakeknya tidak akan mendapat bagian warisan
dari kakeknya itu. Maka sebagai siasat dari sang kakek agar
cucunya dapat bagian warisan yaitu dengan memberikan
pabbere kepada cucunya tersebut sesual dengan bagian
seandainya ayahnya masih hidup.

Sama dengan paseng di atas, pabbere ini juga bisa
dilakukan terhadap semua harta kepada semua ahli waris atau
hanya pabbere terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli
waris tertentu. Pabbere dalam bentuk pertama dapat
dikategorikan sebagai awal pewarisan sedang pabbere pada
bentuk kedua hanya merupakan pabbere biasa (hibah biasa)
yang bukan merupakan awal dari suatu pewarisan. Pabbere
terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu ada
yang diperhitungkan kemudian sebagai mana’ ketika pewaris
meninggal dunia dan ada juga yang memang murni sebagai
pabbere yang tidak ada kaitannya dengan mana’ (warisan).

Perbedaannya dengan wasiat yaitu wasiat walaupun telah
bisa dikuasai dan dikelola oleh pihak yang menerimanya tapi
belum bisa untuk dipindahtangankan sebelum pemberi wasiat

meninggal, sedang untuk pabbere kepemilikan telah berlaku




pada saat pabbers itu terjadi tanpa menunggu terjadinya
kematian bagi si pemberi pabbere.

Melihat pemaparan mengenai wasiat (paseng} dan hibah
(pabbers) di atas, dapat dikatakan orang tua sebagai calon pewaris
memiliki kebebasan dalam menentukan bagian yang akan diterima
ahli warisnya dan ahli waris yang akan menerima bagian tersebut. H.
Musseng (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) menyatakan menurut
kebiasaan ahli waris dalam hal ini adalah anak tidak boleh
menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya.
Apalagi bila berkaitan dengan masalah pewarisan, kehendak orang
tua adalah mutlak dan bila anak-anaknya mencoba menantangnya
maka akan dikategorikan sebagai anak yang durhaka dan bila
setelah sang orang tua meninggal anaknya mencoba mengingkari
ketetapan orang tuanya maka dikhawatirkan sang orang tua tidak
akan tenang di alam sana. (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2010
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Berdasarkan penjelasan tentang pabbere dan paseng di atas,
maka di bawah ini penulis mencoba menggambarkan kaitan antara
harta warisan dengan pabbere dan paseng tersebut:




Gambar 2
Kaitan antara Harta Warisan dengan Pabbere dan Paseng

Harta Seseorang
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Keterangan gambar:

Secara umum harta seseorang setelah ia meninggal otomatis akan
menjadi harta warisan. Tapi kadang harta warisan ini belum terbagi
karena masih hidupnya pasangan/janda dari pemilik harta. Harta ini
masih dikuasai oleh pasangan hidupnya tersebut sampai ia
meninggal dan baru terbagi kepada anak-anaknya (ahli warisnya)
setelah la meninggal. Kadang juga seorang pewaris sebelum
meninggalnya telah membagi terlebih dahulu hartanya dengan cara
pabbere dan/atau paseng. Pabbere dan paseng ini dapat
diperhitungkan sebagai harta warisan jika dilakukan terhadap semua
harta kepada setiap ahli waris. Pabbere dan paseng ini dapat juga
dikategorikan sebagai peralihan harta biasa [ika hanya dilakukan
terhadap sebagain harta yang ditujukan kepada ahli waris tertentu
atau orang/pihak lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemul

pergeseran nilai dalam masyarakat Soppeng, termasuk dalam hal




pewarisan. Misainya dulu dikenal adanya pofo leteng (patah titian)
seperti yang dijelaskan sebelumnya, seiring perkembangan zaman
polo leteng ini sudah tidak dipakai oleh masyarakat sehingga cucu
dapat mewaris langsung dari kakeknya dengan pergantian tempat
bila seandainya ayahnya meninggal lebih dulu dari sang kakek.

Contoh lain darl pergeseran nilai Ini, dulunya pabbere yang
diberikan orang tua kepada secrang anaknya yang akan menikah
tidak diperhitungkan sebagal warisan (hanya sebagai hibah biasa)
tapi pada zaman sekarang, pabbere seperi ini kebanyakan dihitung
juga sebagai mana’ (warisan) sehingga bagian warisan yang menjadi
hak anak ftersebut dikurangl pabbere yang telah diterima
sebalumnya.

Pergeseran nilai  ini  berdangsung sejalan  dengan
perkembangan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
Pandangan keadilan ini telah dipengaruhi oleh arus modemisasi
yang berorientasi pada adanya pemerataan bagian yang diterima
oleh masing-masing ahli waris,

Melihat pemaparan di atas, dapat dilihat keunikan dar hukum
kewarisan adat Bugis dibanding hukum kewarisan adat pada
umumnya maupun dibanding dengan kewarsan menurut hukum

Islam. Berikut perbandingan dari ketiganya:
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Tabel 1

Perbandingan Kewarisan Menurut Adat Bugis, Adat pada

Umumnya, dan Hukum Islam

Hukum Istam

No Adat Bugis Adat pada

umumnya

1. | Penentuan Penentuan warisan | Penentuan
warisan pada umumnya dilakukan | warisan telah
dasarnya menjadi | berdasarkan diatur dalam
kebebasan mutiak | kesepakatan pihak- | ketentuan Alquran
si pemilik pihak yang dan Sunnah
harta/pewaris; melakoninya; Rasul;

2. | Dikenal adanya Secara umum Pewarisan baru
pewarisan mengenal terjadi setelah
sebelum pewaris | pewarisan sebelum | adanya kematian
meninggal dunia; | pewaris meninggal, | pawaris;

3. | Dikenal adanya Secara umum Dulu tidak ada
polo leteng atau mengenal adanya pergantian tempat,
putusnya jalur pergantian tempat; | tapi seiring
waris karena perkembangannya
meninggalnya pergantian tempat
orang tua (tidak ini diakui demi
ada pergantian rasa keadilan
tempat; masyarakat.

4. | Umumnya Umumnya tidak Tidak diatur
mengatur tentang | diatur,
ampikale sebagal
suatu harta yang
dikeluarkan dari
harta warisan
untuk jaminan
hidup dan biaya
kematian pemilik
harta.
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2. Hakekat dan Keberlakuan Ampikale

Ampikale hakekatnya merupakan suatu ade' (adat
kebiasaan/aturan hukum) yang hidup dalam masyarakat Bugis
khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan. Secara
etimologis, ampikale ini terbagi dalam dua suku kata yaitu ampi dan
kale. Menurut H. Musseng (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) ampi
ini merupakan kependekan dari kata pakkampi yang diterjemahkan
sebagai penggembala yaitu orang yang menjaga temak, sehingga
ampi ini bisa diartikan sebagai penjaga, sedangkan kale atau ale
bisa diartikan sebagai diri sendir, jadi bila disatukan akan menjadi
pakkampl ale yang diartikan sebagai penjaga diri yang berupa harta
yang disisakan untuk kepentingan masa tuanya dan biaya setelah
meninggalnya. (hasil wawancara tanggal 15 Juni 2010 yang
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Selain itu, H. Pallenggang (tokoh masyarakat Lompulle Kec.
Ganra) menyatakan bahwa ampikale itu merupakan pabbobo fo
matua (pemelihara orang tua) yang dilbaratkan sebagai mana’
(warisan) yang diberikan orang tua kepada dirinya sendiri sebagal
jaminan masa tua untuk biaya hidup, biaya perobatan jika sakit, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan setelah meninggainya. (hasil
wawancara tanggal 16 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia).

93




Intinya ampikale inl merupakan suatu harta yang ditentukan
oieh pewaris untuk menjadi jaminan atas dirinya sebagai biaya
hidup di sisa hidupnya, untuk perawatan di masa tuanya, dan biaya-
biaya yang dikeluarkan untuknya setelah ia meninggal.

Pada umumnya, menurut pandangan masyarakat Soppeng
ampikale ini hakekatnya bukan merupakan mana’ (harta warisan)
tapi sangat terkait dengat mana' lersebut. Ampikale ini merupakan
bagian yang sengaja dipisahkan dari harta warisan (man&’) sebagai
jaminan diri dan bahkan sering diibaratkan sebagai mana’ untuk din
pemberi mana’ itu sendiri, Ampikale ini merupakan harta yang berdiri
sendirl yang diperuntukkan untuk kepentingan pemilik ampikafe itu
yang akan menjadi bagian harta yang diterima sebagai balas jasa
bagi orang yang merawat dan mengurusnya.

Dasarnya setiap orang dapat menetapkan ampikale untuk
dirinya selama ia memiliki harta untuk itu. Mengenai harta asal dari
ampikale ini, pada dasarnya bersumber dari milik pribadi si penetap
ampikale. Harta itu bisa berasal dari hasil pencaharian orang yang
menetapkan ampikale tersebul atau berasal dari warisan yang ia
terima dari orang tua atau kerabatnya. Dalam konteks si penetap
ampikale telah berumah tangga, maka harta asal ampikale itu bisa
bersumber dari harta bersama (waramparang assifukangkangeng)
dan/atau dari harta bawaan (waramparang natiwi). Sebelumnya perlu

dijelaskan bahwa dalam adat masyarakat Bugis Soppeng setelah




seseorang menikah maka harta bawaan (jika ada) yang masing-
masing mereka bawah akan menyatu dengan harta bersama yang
diperoleh selama masa pemnikahan atau selama hidup. Penyatuan
harta itu diasumsikan bahwa sumber dari harta bersama itu pada
dasamya merupakan hasil pengolahan dan penggunaan haria
bawaan sehingga kedua harta itu tidak perlu dipisahkan.

Awal dari penetapan suatu harta menjadi ampikale yaitu ketika
seseorang sudah merasa tua dan merasa sudah dekat untuk
dipanggil oleh Yang Kuasa, maka la sudah mulai berpikir untuk
kepentingan di masa tuanya. Pada umumnya penetap ampikale ini
adalah to matua (orang tua dalam arti luas yaitu selain orang tua
kandung juga diartikan sebagai orang yang dianggap sebagai orang
tua dalam keluarga). To matua sebagai pihak yang menetapkan
ampikale umumnya adalah mereka yang tidak memiliki keturunan
langsung atau anak, baik karena hidup melajang semasa hidup atau
sepasang suami-istri yang memang tidak dikaruniai anak oleh Yang
Kuasa (Bugis: fo manang). Orang yang melajang semasa hidup dan
fo manang merupakan pihak yang paling sering menetapkan
ampikale karena tidak adanya keturunan yang dapat dijadikan
sandaran hidup dan dijadikan jaminan untuk merawat serta
mengurus penetap ampikale di masa tua dan setelah meninggalinya.
Inilah alasan kenapa ada harta yang dipisahkan menjadi ampikale
yang kemudian akan digunakan sebagai balas jasa penetap




ampikale terhadap kerabat atau bahkan orang lain yang merawat
dan mengurusnya.

Sering pula dijumpai, orang tua yang memiliki keturunan
menetapkan suatu ampikale untuk diri mereka. Orang tua ini terdir
dari bapak dan ibu, maka dalam hal penetapan ampikale keduanya
bersepakat untuk masing-masing menunjuk suatu harta yang akan
menjadi ampikalenya. Jadl setiap pihak masing-masing memiliki satu
ampikale, baik pihak bapak maupun pihak ibu. Kadang dalam
penerapannya jika harta yang ditunjuk oleh mereka menjadi
ampikale merupakan satu bagian harta saja (masing-masing dapat
separuh bagian harta sebagai ampikale), maka seandainya salah
satu pasangan tersebut meninggal terleblh dahulu dan semasa
hidupnya serta setelah meninggalnya, dirawat dan diurus bersama
oleh pasangannya yang masih hidup serta anak-anaknya, maka
harta yang seharusnya menjadi ampikale pasangan yang meninggal
(ika masih ada, tidak digunakan untuk biaya perawatan dan
pengurusan penetap ampikale) akan menyatu dengan ampikale yang
diperuntukkan kepada pasangan yang masih hidup.

Jadi dapat dikatakan bahwa penetapan suatu harta menjadi
ampikale didasari oleh adanya rasa kekhawatiran seseorang pewaris
mengenai nasibnya di masa tua. Kekhawatiran itu bersumber dan
pemikirannya yang beranggapan bahwa jlka di masa tuanya dia
sudah menyerahkan semua hartanya kepada ahli warisnya




(umumnya terjadi pada fo matue (orang tua dalam arti luas) yang
sudah menyerahkan semua hartanya kepada ahli warisnya saal
masih hidup) tanpa menyisakan suatu bagian untuk dirinya di sisa
hidupnya, ada kemungkinan ia akan terlunta-lunta karena ahli
warisnya sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga
pewaris/pemilik harta tersebut yang seharusnya menjadi tanggung
jawab mereka dibiarkan ferbengkalai ataukah si ahli waris telah
tinggal jauh dari pewaris sehingga keadaan sang pewaris luput dari
perhatian si ahli warisnya.

Hal inilah yang mendasari munculnya suatu pepatah sinis
dalam adat Bugis sebagaimana yang dikemukakan oleh Barahima
(tokoh masyarakat Botto Kec. Lalabata) yang menyatakan Safa
namacenning tomatoae narekko engka golla napunnai”. Kiasan ini
dapat dimaknai bahwa orang tua (pewaris) barulah disayang dan
dikasihi bila ia memiliki harta yang nantinya bisa dibagikan kepada
ahli warisnya (hasil wawancara tanggal 21 Juni 2010 yang
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Memang kenyataannya
kadang dilihat ada pewaris yang dulunya disayang dan diperhatikan
oleh ahli warisnya tapi setelah ia membagi habis hartanya kepada
ahli warisnya itu, ia kemudian dibiarkan terlantar dan hanya
menumpang hidup di kerabatnya yang lain. Maka disinilah diperiukan
adanya harta yang disisakan berupa ampikale bagi pewaris itu

gsendiri.
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Perlu dijelaskan sebelumnya, biasanya seseorang sebelum
menetapkan suatu ampikale maka terlebih dahulu ja membagi harta
yang akan menjadi mana’ (warisan) kepada semua ahli warisnya.
Pembagian itu dilakukan sebelum sesecrang pewaris tersebut
meninggal sehingga dikenal dengan istilah bage maddiolo
(pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia) yang bisa
dilakukan dengan cara pabbere ataupun melalui paseng (baca hibah
dan wasiat di sub-bab sebelumnya). Suatu bagian harta kemudian
disisakan vyang kemudian dikenal sebagai ampikale Yyang
diperuntukkan untuk diri pribadi si pemik harta/pewaris.

Untuk lebih memahami tentang ampikale ini, Laenre (warga
masyarakat Lapajung Kec. Lalabata) memberikan contoh kasus yang
dijabarkan sebagai berikut: Dalle yang merupakan orang tua tunggal
setelah meninggalnya sang istri | sitti, merupakan ayah dari Hasna,
Abdul Latief, Arife, dan Abdul Muis yang memiliki haria berupa dua
petak sawah yang hampir sama luasnya, satu bagian tanah
perumahan dengan bangunan rumah di atasnya yang sekarang
ditempatinya, dan sebidang Kebun yang luasnya hampir sama
dengan luas dua petak sawah di atas. Dalle yang sudah merasa
dekat dipanggil oleh Yang Kuasa membagi hartanya dengan cara
paseng (wasiat menurut adat Bugis). Tanah bangunan beseria
rumah di atasnya dipasengkan akan menjadi milik Hasna anak

perempuannya setelah ia meninggal, sebidang tanah perkebunan




miliknya ia pasengkan untuk dibagi dua yang akan menjadi milik
Abdul Latief dan Abdul Muis, dan terakhir sepetak sawah
dipssengkan akan menjadi milik Arife dengan alasan Arife juga
memiliki profesi sebagai petani dan memiliki sawah sendiri di dekat
sawah yang dipasengkan kepadanya. Mengenal sepetak sawah
terakhir yang tidak dibagikan, Dalle menyatakan bahwa itu adalah
ampikalena (Jaminannya) untuk dia kelola semasa hidupnya dan
untuk biaya perawatan serta biaya pengurusan setelah ia meninggal.
(hasil wawancara tanggal 22 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia).

Berdasarkan pemaparan dan contoh di atas, singkatnya dapat
dikatakan bahwa ampikale ini hakekatnya merupakan harta yang
sengaja dikeluarkan dari warisan (bukan harta warisan). Harta ini
akan digunakan sebagai jaminan masa tua dan jaminan perawatan,
pemeliharaan, serta pengurusan sang pemilik harta/pewaris ketika
meninggal sampai pada biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah
meninggalnya.

Ampikale ini tidak menentukan orang/pihak yang akan
menerimanya. Tidak ada orang yang ditunjuk untuk menerima dalam
penentuan  ampikale. Ampikale telah berlaku pada saat
ditetapkannya tapi walau begitu, ampikale ini masih berada di bawah

pemilikan dan penguasaan orang yang menetapkan ampikale.




Ampikale baru beralih setelah meninggainya orang Yang
menetapkan ampikale.

Ampikafe ini akan jatuh pada orang yang terus menemani si
penetap ampikale (pewaris), memeliharanya, membantu
pengobatannya ketika sakit, mengurus biaya pengurusan jenasah
ketika meninggalnya, dan mengeluarkan biaya-biaya lain setelah
meninggainya si penetap ampikale. Kadang dalam penerapannys,
harta ampikale ini dijual oleh orang yang merawal dan mengurus
segala kepentingan orang yang menetapkan ampikale demi
menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perawatan dan
pengurusan orang yang menetapkan ampikale. Kadang juga, harta
ampikale tidak dijual tapi orang yang merawat dan mengurus si
penetap ampikale mengeluarkan dana pribadinya sehingga setelah
kematian orang yang menetapkan ampikale maka harta ampikalenya
akan jatuh pada orang yang merawatnya dan mengurusnya dengan
dana pribadinya tadi.

Penentuan ampikale tidak mensyaratkan pihak tertentu saja
yang dapat menerimanya, misainya hanya ahli waris yang dapat
meanerima ampikale. Ampikale ini bisa diterima oleh siapa saja balk
oleh ahli waris, sanak keluarga, ataupun bahkan orang lain yang
tidak memiliki hubungan darah dengan orang yang menetapkan
ampikale. Yang diisyaratkan dalam penefimaan ampikale ini yaitu

bahwa orang tersebut benar-benar merupakan orang yang merawat,

100




menemani, membantu pengobatan ketika sakit, mengeluarkan biaya
untuk pengurusan jenasah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
setelah meninggalnya orang yang menetapkan ampikale. Jadi pada
dasarnya ampikale ini merupakan balas jasa bagi penerimanya
atas segala pengorbanannya terhadap pewaris, sehingga periu
dipahami ampikale ini bukanlah semata-mata bertujuan untuk
memberi keuntungan bagi pihak yang menerimanya.

Seperti diislaskan sebelumnya, ampikale masih tetap milik
orang yang telah menetapkannya, Belum teradi peralihan hak pada
saat penetapan ampikale tersebut. Jadi walaupun ampikale telah
berlaku dan ditetapkan, tapi peralihan kepada orang yang berhak
menerimanya baru terjadi setelah meninggalnya orang Yyang
menetapkan ampikale. Dalam hal ini, setelah ampikale ditetapkan,
biasanya telah nampak seseorang yang bakal menerima ampikale
tersebut, Biasanya hal ini dapat dilihat dengan adanya seseorang
yang tinggal bersama dan merawat pemilik harta/penetap ampikale.

Secara prosedural dalam kebiasaan masyarakat Bugis
Soppeng, penetapan ampikale didasarkan pada kehendak pemilik
harta. Biasanya pemilik harta ketika hendak menetapkan suatu harta
menjadi ampikale la memanggil sanak keluarganya yang dihormati
dan dipercaya oleh ahli warisnya untuk menjadi sabbi (saksi)
mengenai bagian harta yang akan dijadikan ampikale. Selain itu

sabbi (saksi) ini juga berfungsi untuk menjadi saksi mengenal
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bagian-bagian harta yang akan diwariskan kepada masing-masing
ahli waris,

Menurut H. Muhammading (tokoh masyarakat Parenring Kec.
Liliilau) menyatakan bahwa biasanya seseocrang pemilik
harta/pewaris hanya mengucapkan kehendaknya mengenai hartanya
termasuk pula tentang ampikale yang ditetapkannya, karena fo
riolota (orang dulu) masih memegang kata-katanya sebagai suatu
bukti perbuatan. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan
taro ada taro gau yang artinya apa yang sudah dikatakan itulah yang
akan dilakukan. H. Muhammading menambahkan biasanya yang
dijadikan sabbi (saksi) adalah saudara dari dari pemillk harta yang
akan dijadikan ampikale atau paman dari ahli waris/anak-anak
pemilih harta. Sabbi (saksi) yang diambil menurut kebiasaan adalah
sedikitnya dua orang yang dapat dipercaya memegang kata-kata
demi kuatnya ucapan yang telah ditetapkan. (hasil wawancara
tanggal 02 Juli 2010 yang diterjiemahkan ke dalam bahasa
Indonesia).

Mengenai besaran harta yang bisa di jadikan ampikale, dalam
masyarakat Soppeng tidak ada standar yang pasti. Menurut H.
Pallenggang (tokoh masyarakat Lompulle Kec. Ganra) besarmya
harta yang bisa dijadikan ampikale tergantung dari keinginan sang
pemilik harta dan biasanya harta tersebut hanya sifuju-tujung

(sesuai/seisi) dengan perkiraan biaya yang akan dipakai pemilik
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harta/penetap ampikale di sisa hidupnya dan biaya yang dikeluarkan
untuk perawatan serta pengurusan setelah meninggalnya. Adapun
bentuk harta yang bisa dijadikan sebagai ampikale fidak hanya
terbatas pada tanah saja, bisa saja emas atau uang yang disimpan
oleh pemilik harta yang dijadikan sebagai ampikale. Semua harta
yang bisa dinilai dengan uang bisa menjadi ampikale karena
hakekatnya ampikale ini merupakan harta pembiayaan bagi si
pemilik harta atau si penetap ampikale di sisa hidupnya. (hasil
wawancara tanggal 16 Juni 2010 yang diterfjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia).

Secara umum dapat dikatakan bahwa walaupun dengan
adanya ampikale yang telah ditetapkan tapi tidak menutup hak ahli
waris untuk mendapatkan warisannya. Karena ampikale itu hanya
suatu bagian dari keseluruhan harta yang dimilki seseorang dan
bagian yang lainnya tetap akan menjadi mana’ (warisan) yang akan
diterima oleh masing-masing ahli waris. Hal ini disandarkan pada
aturan Bugis yang menyatakan “de wedding ifalumpangi mana’
tauwe” yang dapat dimaknai tidak ada ahli waris yang tidak
mendapatkan warisannya..

Pada dasamya ampikale ini bertujuan sebagai biaya hidup si
pemilik harta/pewaris dan untuk biaya pada saat meninggalnya serta
biaya-biaya yang dikeluarkan setelah meninggal untuk kepentingan
si pemilik harta/pewaris sendiri. Menurut Kadere (warga masyarakat
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Lapajung, Kec. Lalabata) ampikale ditaruh oleh to matua (pewaris)
selain untuk biaya hidupnya sendiri juga untuk mencegah
kemungkinan perselisihan di antara ahli warisnya kelak, karena
dikhawatirkan di masa tuanya ahli warisnya saling lempar tanggung
jawab dalam mengurus to matua (pewaris) yang disebabkan oleh
masalah dana dan keterbatasan ekonomi sehingga dengan adanya
ampikale ini diharapkan hal-hal tersebut di atas dapat dihindarkan
dan perawatan fo matua dapat dilakukan dengan baik. (hasil
wawancara tanggal 25 Juni yang diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia). Sebagai catatan di sini, ahli waris harus tetap bersikap
sewajamya sebagai seorang ahli waris (keluarga) kepada pewaris.
Penetapan ampikale ini bukanlah menghapus tanggung-jawab ahli
waris kepada pewaris. Ampikale ini hanyalah sebatas jaminan biaya
yang meringankan bagi orang yang merawat dan mengurus
pewaris/penetap ampikale tersebut di masa tuanya.

Kadang dalam masyarakat Soppeng dijumpai kasus pemilik
harta/pewaris yang telah memisahkan suatu ampikale untuk dirinya
dari keseluruhan hartanya, tapi di masa tuanya semua ahli warlsnya
bahu-membahu merawat dan mengurus sang penetap
ampikale/pewaris sampal pewaris tersebut dipanggil oleh Yang
Kuasa. Sehingga disini tidak dijumpai secrang yang secara tunggal
mengurus sang pewarisipenetap ampikale (yang bila hal ini terjadi
secara otomatis hartta ampikale jatuh pada seorang tunggal
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tersebut). Jika teriadi kasus semua ahli waris mengurus dan merawat
pewaris/ipenetap ampikale sampai meninggalnya dalam porsi yang
seimbang maka harta ampikale yang awalnya telah dipisahkan dari
harta warisan akan kembali disatukan dengan harta warisan yang
kemudian akan dibagi secara bersama oleh ahli warisnya. Hal inl
menurut H. Nuheri (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) merupakan
ampikale yang dianggap tidak pemah ada dan harta itu lesu ku
ammemengenna (kembali ke asalnya) menyatu dengan harta yang
lain. (Hasil wawancara tanggal 07 Juni 2010 yang diterlemahkan ke
dalam bahasa Indonesia).

Berikut gambar bagan yang menunjukkan posisi ampikale
dalam proses pewarisan menurut adat Bugis di Kabupaten Soppeng:

Gambar 3

Posisi Ampikale dalam Proses Pewarisan Adat Bugis di
Kabupaten Soppeng
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Keterangan gambar:

Umumnya seseorang sebelum meninggal selain menentukan harta
yang akan di wariskan juga menentukan bagian ampikale. Jadi
ampikale ini terpisah dari harta warisan, Ampikale ini dapat diterima
oleh sesecrang ahli waris atau bahkan orang lain, tergantung siapa
yang telah merawat dan mengurus si pemilik harta. Kadang ampikale
ini menyatu dan menjadi harta warisan jika seandainya semua ahll
waris secara bersama-sama mengurus dan merawat pemilik harta
sampai pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
pemilik harta setelah meninggalnya.

kadang juga, bila hanya melihat secara sepintas lalu ampikale
ini sama dengan pabbere (hibah dalam Bugis) atau paseng (wasiat
dalam Bugis). Memang ada persamaan di antara ketiganya, tapi bila

didalami akan tampak perbedaan yang jelas di antara kefiganya.

Berikut tabel perbandingan antara ampikale, pabbere, dan paseng.

Tabel 2
Perbandingan Ampikele dengan Pabbere dan Paseng

No Ampikale Pabbere Paseng

1. | Bukan Ada yang Ada yang
merupakan digolongkan digolongkan
bagian dari harta | sebagai harta sebagai harta
warisan, warisan, warisan;

2 | Tidak menunjuk | Sudah jelas Sudah jelas
pasti orang yang crang/pihak yang orang/pihak yang
akan akan menerimanya; | akan
menerimanya; menerimanya;

3, | Baru beralih Beralih pada saat Secara umum
satelah pabbere itu beralih pada saat
meninggalnya ditetapkan; meninggalnya
pemilik harta; pewaris,




4. | Bukan Ada yang bisa Ada yang bisa
merupakan dikategorikan dikategorikan
proses sebagai awal dari sebagai awsl darl
pewarisan; suatu pewarisan; suatu pewarisan,

5. | Tidak Dalam konteks Dalam konteks
mensyaratkan pewarisan hanya pewarisan hanya
hanya dapat ahli waris yang | ahli waris yang
diterima oleh ahli | dapat menerimanya; | dapat
waris saja; menanmanya;

6. | Tujuannya untuk | Tidak ada timbal Tidak ada timbal

kepentingan balik dan hanya | balik dan hanya
pemilik harta. diperuntukkan untuk | diperuntukkan
Jadi ada kepentingan orang | untuk kepentingan
kepentingan yang menerimanya. | orang yang
timbal-balik menerimanya.
antara pemilik | '
harta dan

| penerimanya.

Melihat tabel di atas, dapat dijabarkan perbedaan mendasar
antara ampikale dengan pabbere atau paseng. Ampikafe pada
dasarnya dipisahkan darl mana’ (warisan) ia berdiri  sendiri
sedangkan pabbere dan paseng ada yang merupakan awal dan
suatu pewarisan sehingga bagian pebbere dan paseng dapat
digolongkan sebagai bagian dari mana' (warisan). Perbedaan
lainnya, ampikale tidak menunjuk seseorang tertentu sebagai
penerimanya dan juga tidak menutup kemungkinan orang lain selain
ahli waris yang menerima ampikale itu bila memang dia yang
merawat dan mengurus si pemilik harta sedang dalam pabbere

ataupun paseng tetah ada orang yang ditunjuk untuk menerimanya
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dan dalam konteks kewarisan hanya ahli waris atau orang yang
memiliki hubungan darah yang dapat menerimanya. Selain itu
ampikale baru beralih saat pemilik harta meninggal sedang untuk
pabbere sudah beralih pada saat ditetapkannya, dan untuk paseng
pada dasarmnya telah beralih pada waktu ditetapkannya, tapi baru
berlaku mutiak setelah meninggainya pemilik harta. Perbedaan
terakhir dan yang paling penting adalah untuk ampikale ada tujuan
ditetapkannya yaitu sebagai biaya hidup, biaya perawatan, biaya-
biaya lain sejak meninggal sampai setelah meninggalinya pemilik
harta, jadi kepentingan lebih condong kepada orang yang
menetapkan ampikale itu (pemilik harta) sedang untuk pabbere dan
paseng tidak ada hubungan timbal balk antara pemberi dan
penerima, pabbere dan paseng ini semata-mata demi kepentingan
dan kerukunan dari pihak-pihak yang menerimanya.

Berdasarkan semua penjabaran di atas dapat disimpulkan
bahwa menurut pandangan masyarakat Soppeng pada umumnya
yang diwakili cleh tiga kecamatan tempat penulis melakukan
penelitian, kebertakuan kewarisan adat Bugis ampikale masih kuat
dalam masyarakat. Hampir semua orang yang penulis wawancaral
tentang ampikale ini paham atau paling sedikitnya mengetahui
tentang ampikale inl. Ampikale masih dianggap sebagai salah satu
ade’ yang berkaitan dengan pewarisan. Ampikale dianggap sebagai
langkah tepat dan adil yang dilakukan oleh seseorang dalam




menjaga dirinya ketika semua hartanya telah ia bagikan kepada ahli
warisnya serta merupakan cara jitu untuk menghindari kemungkinan
pertengkaran di antara ahli waris yang berkaitan dengan tanggung-
jawab pengurusan pemilik harta/pewaris di masa tuanya. inilah yang
menjadi dasar sehingga ampikale masih sering digunakan

masyarakat Soppeng sampai masa sekarang.

3. Perkembangan dan Kemungkinan Terjadinya Sengketa
Ampikale serta Alternatif Penyelesalannya

Seiring dengan perkembangan zaman, Juga terjadi pergeseran
dalam hukum kewarisan adat Bugis Soppeng pada umumnya. Hal ini
juga terjadi pada bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan
kewarisan yang dikenal dengan sebutan ampikale. Banyak kasus-
kasus yang ditemui dalam masyarakat Soppeng yang menunjukkan
adanya pergeseran dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerapan
ampikale ini pada masa sekarang.

Pergeseran nhilai ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut A. Haeruddin
(camat Kecamatan Lilirilau) dari sekian banyak kasus yang terjadi
dalam masyarakat khususnya mengenai sengketa kewarisan adat,
umumnya kasus tersebut baru diungkit setelah sang pemilik harta
yang menetapkan pembagian warisan tersebut sudah tidak ada
(hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010). Hal ini menunjukkan bahwa

pada saat hidupnya, sang penetap warisan masih memegang teguh
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nilai dan kebiasaan yang mereka gunakan pada kewarisan, tapi
setelah mereka tiada para penerusnya mulai mempersoalkan apa
yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal ini didasari cleh
perbedaan pandangan dan rasa keadilan generasi sekarang dengan
dengan generasi sebelumnya.

Salah satu contoh klasik yang akan penulis berkan
sebagaimana dijabarkan oleh H. Mejang (tokoh masyarakat
Parenring Kee. Lilirlau) yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu
mengenai biaya pendidikan yang kemudian menurut pandangan
segolongan orang dihitung sebagai warisan. Menurut H. Mejang
dahulu orang tua menyekolahkan anaknya merupakan suatu
kewajiban dan tidak dipandang sebagai biaya yang nantinya akan
diperhitungkan dari porsi warisan yang akan diterima oleh sang
anak. Anak yang disekolahkan tinggi oleh orang tuanya tetap
mendapat porsi warisan yang sama dengan anak yang hanya
disekolahkan sampai sekolah dasar atau bahkan fidak bersekolah
sama sekali. Anak yang sekolahnya rendah tidak boleh iri pada
saudaranya yang sekolahnya lebih tinggi karena orang tuanya
umumnya juga mau menyekolahkan anak tersebut tapi si anak inilah
yang tidak mau sekolah dengan alasan sekolah pada tempo dulu
susah dan belum terialu penting untuk menunjang hidup. (Hasil
wawancara tanggal 01 Juli 2010 yang diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia).
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Sekarang Ini banyak dijumpal dalam masyarakat orang tua
yang menjual hartanya demi pendidikan anak-anaknya. Hal ini
karena perkembangan pendidikan yang sudah mulai menjual dan
memberikan peluang kerja yang lebih besar. Sehingga kadang orang
tua fidak memillki banyak harta lagi untuk diwariskan hingga ia
menyatakan pengetahuan dan sekolahlah yang ia wariskan kepada
anak-anaknya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketetapan orang
tuafpemilik harta (sebagai pihak utama dalam pewarisan) adalah
mutiak terutama dalam hal pembagian warisan. Orang tua dalam
membagi warisannya melihat dari kacamata keadilan menurut pikiran
dan perasaannya. Berkaca dari hal itu, bila dikaitkan dengan
ampikale maka pewaris/pemilik harta bebas menentukan bagian dan
besaran harta yang akan dijadikan ampikale untuk dirinya.

Kenyataannya dalam perkembangan sekarang, pewaris sering
ditentang oleh ahli warisnya dalam penentuan ampikale untuk
dirinya. Ahli warisnya berpandangan bahwa untuk apa pewaris
menaruh suatu ampikale selama masih ada ahli warisnya yang bisa
menjaganya. Pergeseran lain yang dapat dilihat yaitu dalam
prosedur penetapan ampikale yang dulunya hanya membutuhkan
penetapan dari pemilik harta yang dipersaksikan oleh kerabat
dekatnya untuk menguatkan, seiring dengan perkembangan

masyarakat dalam penerapannya sekarang seseorang bila hendak




menetapkan suaty ampikale selain dengan dipersaksikan oleh
kerabat dekatnya, calon ahli waris juga perlu “didudukkan” pada saat
penetapan ampikale. Arti didudukkan di sini masih menjadi silang
pendapat di antara warga masyarakat Kabupaten Soppeng. Ada
warga masyarakat yang berpendapat bahwa didudukkan di sini
diartikan bahwa ahli waris duduk dan dimintal persetujuannya
tentang penetapan ampikale yang dilakukan oleh pewaris sehingga
sahnya suatu ampikale harus juga dengan persetujuan ahli warisnya
(ada kesepakatan). Pendapat lain menyatakan didudukkan di sini
hanya diartikan bahwa ahli waris hanya duduk dan sebatas
mengetahui terjadinya penetapan ampikale itu. Jadi walaupun tanpa
adanya persetujuan dari semua ahli waris, ampikale itu tetap sah.
Melihat penerapan amplkale di masyarakat, dijumpai juga
pergeseran dalam konteks penetapannya. Dahulu ampikale
ditetapkan bersamaan dengan bage maddiolo (biasanya dalam
bentuk paseng) yaitu total warisan setelah dikurangi ampikale dibagi-
bagikan ke semua ahli waris sebslum pewaris meninggal. Tapi pada
saat sekarang menurut Saling (warga masyarakat Belo Kec. Ganra)
dia pemah menemukan kasus seorang fo malualpewaris yang
menetapkan ampikale untuk dirinya tanpa diikuti dengan pembagian
harta dengan bage maddiolo. Pewaris tersebut hanya memisahkan
harta jaminan (ampikale) untuk dirinya dan mengenai pembagian
hartanya yang lain akan dikembalikan kepada semua ahli warisnya




untuk dibagi secara adil setelah dia meninggal dunia. (Hasi
wawancara tanggal 05 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia).

Selain itu, Yaming (warga masyarakat Lompulle Kec. Ganra)
memberikan contoh lain tentang pergeseran ampikale dalam
penerapannya. Yaming menyatakan bahwa ia pernah mengalami
sendiri kasus ampikale ini yang dalam penerapannya orang tuanya
tidak menetapkan suatu harta sebagai ampikalenya, tapi menunjuk
anak-anaknya (termasuk yaming) sebagal ampikalenya (hasil
wawancara tanggal 03 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia). Orang tua menetapkan ampikale seperti ini
karena tingginya kepercayaan orang tua terhadap anak-anaknya dan
yakin anak-anaknya tidak akan membiarkannya teriunta-lunta di
masa tuanya.

Pergeseran-pergeseran nilai khususnya mengenai ampikale ini,
mau tidak mau akan memicu timbulnya perselisinan karena
perbedaan pandangan dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang
bisa memicu perselisihan tersebut. Hal-hal tersebut biasanya
diperselisinkan karena adanya sesuatu hal yang dianggap tidak
sejalan dengan rasa keadilan masing-masing pihak.

Berikut penulis memberikan beberapa hal tentang ampikale
dalam masyarakat yang dapat menimbulkan sengketa. Kemungkinan
pertama biasanya pemilik harta (biasanya disini adalah orang tua)




menjadikan seluruh hartanya sebagai ampikelenya dan tidak
menyisakan harta untuk diwariskan. Kadang anak-anaknya (calon
ahli waris) mengerti bila memang harta sang orang tua fidak banyak
dan hanya cukup untuk kepentingan orang tuanya. Tapi bila hartanya
banyak dan dijadikan semua sebagai ampikale serta makin
diperparah oleh orang tua yang telah menunjuk seseorang untuk
menerimanya (biasanya ditujukan kepada anak yang disukainya),
maka anak-anaknya yang lain akan merasa dibedakan (karena tidak
mendapat warisan dengan adanya ampikale ini) sehingga bisa
menimbulkan konflik diantara para ahli waris dan penerima ampikale
sepeninggal sang orang tua.

Kemungkinan kedua terjadi pada to manang (orang yang tidak
memiliki anak) yang mempunyai harta banyak. Kadang fo manang i
hanya dekat dengan salah satu keponakannya saja yang memang
sefia memperhatikan dan merawatnya. Sehingga fo manang ini
menjadikan semua hartanya sebagal ampikalenya yang dikemudian
hari setelah ia tiada diharapkan hanya jatuh pada pemilikan satu
keponakannya saja yang memang setia memperhatikan dan
merawatnya. Hal ini juga berpeluang konflik karena ahli waris yang
lain akan merasa dikesampingkan dengan dijadikannya semua harta
to manang ini sebagal ampikale.

Jika dikemudian hari terjadi sengketa mengenai ampikale ini,

maka menurut kebiasaan dalam masyarakat sengketa itu akan




diselesaikan dengan ditengahi oleh pemuka masyarakat. Pemuka |
masyarakat yang di maksud di sini biasanya adalah Kepala Desa
atau yang paling tinggi adalah camat beserta stafnya yang dipercaya |
untuk menyelesalkan sengketa dalam masyarakat Menurut A.
Haeruddin (Camat Kecamatan Lilirilau) kecamatan dan struktur di
bawahnya hanya berfungsi sebagai pihak yang mencoba
mendamaikan/memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Mengenai
kasus ampikale yang memang sering dihadapi, pihak kecamatan
tetap mengakul keberadaannya. Tapi bila ampikale itu terjadi untuk
seluruh harta maka pihak kecamatan akan menegosiasikan untuk
mengurangi bagian ampikele itu sehingga ada bagian yang bisa
dijadikan sebagai warisan. Jika semua pihak setuju dengan solusi
dari pihak kecamatan maka akan dibuatkan surat pemyataan damai,

tapi bila masih ada pihak yang menolak (mediasi mengalami

kebuntuan) maka kasus ini dikembalikan ke masing-masing pihak
dan diberi pillhan untuk dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.

(hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010).

B. Ampikale dalam Sistem Peradilan di Kabupaten Soppeng
Berbicara mengenai lembaga untuk mencari suatu keadilan maka
pikiran kita akan langsung tertuju pada suatu badan yang bemama
pengadilan. Dalam lingkup Kabupaten Soppeng khususnya, ada dua
badan pengadilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk




mencari keadilan yaitu pengadilan Agama Watansoppeng dan Pengadilan
Negeri Watansoppeng.

Berkaitan dengan keberiakuan adat Bugis ampikale, bilamana terjadi
perbedaan pandangan tentang ampikale Ini yang dapat menimbulkan
sengketa, maka disinilah diperiukan adanya alternatif penyelesaian
sengketa. Jika jalur kekeluargaan maupun dengan ditengahl oleh tokoh
masyarakat (biasanya ditengahi oleh Kepala Desa atau Camal beserta
stafnya) tidak menemukan alternatif penyelesalan sengketa maka
umumnya sengketa tentang ampikale ini akan di bawa ke jalur hukum
melalui salah satu dari dua badan peradilan di atas. Disinilah diperiukan
pandangan dan pertimbangan dari Pengadilan Agama Watansoppeng dan
Pengadilan Negerl Watansoppeng mengenai ampikale jika ada kasus
seperti ini yang diajukan kepada kedua pengadilan tersebut. Berikut hasil
peneliian penulis mengenai pandangan dan pertimbangan kedua
pengadilan tersebut terhadap sengketa ampikale yang pernah ditangani

dan diputuskan.

1. Darl sudut Pandang Pengadilan Agama Watansoppeng
Awalnya pelaksanaan, pengawasan, pemutusan  dan
pemeriksaan perkara (termasuk perkara yang berkaitan dengan
kewarisan) hanya sebatas dilakukan oleh wakil penguasa yang ada
di daerah tersebut, biasanya oleh Kepala Desa atau Camat serta
struktur staf di bawahnya. Dengan adanya pengadilan agama di
indonesia bedasarkan PP No. 45 Tahun 1857 maka kewenangan
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seperti dijelaskan terutama dalam hal kewarisan (khususnya untuk
orang lslam dan yang menundukkan diri pada aturan Islam) beralin
ke dalam kekuasaan Pengadilan Agama watansoppeng.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan maka dapat
diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Soppeng
adalah beragama lslam. Bila terjadi sengketa dalam masyarakat
Soppeng khususnya mengenal kewarisan maka secara umum
sengketa tersebut akan di bawah ke Pengadilan Agama
Watansoppeng. Kadang di dalam suatu sengketa kewarisan
terkandung di dalamnya suatu unsur adat seperti ampikala ini.

Dari hasil peneliian penulis di Pengadilan Agama
Watansoppeng menunjukkan bahwa memang pernah ada kasus
mengenai ampikale yang ditangani, Kasus ampikale ini biasanya
tidak berdiri sendiri tapi mengikut pada kasus sengketa penetapan
warisan secara umum. Ampikale ini dikenal dalam Pengadilan
Agama Watansoppeng sebagai salah satu hukum adat Bugis, yang
diartikan sebagal pemberian suatu barang/harta milikk pewaris
sawaktu hidup kepada orang yang memelihara, merawat, dan
menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam keadaan tuafsakit
sampai meninggal sebagai balas jasa, dan pelimpahan harta
tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal. (Pengertian ini
diambil dari Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor:

443/Pdt. G/2008/PA Wsp halaman 28},




Tapi walaupun Pengadilan Agama Watansoppeng mengenal
ampikale, tapi dalam penerapannya ampikale ini sebagal aturan adat
hanya merupakan al wf atau adat kebiasaan (sumber
komplementer) yang melengkapi aturan Islam sebagai sumber dasar
(yaitu aturan yang termuat dalam syariat Islam atau termuat dalam
Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini melahirkan perbedaan
pandangan di antara hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan
Agama Watansoppeng. Sebagai perbandingan berikut penulis
paparkan hasil wawancara tentang pandangan darl dua hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai ampikale.

Pandangan pertama dikemukakan oleh Syamsu Rijal Aliyah
(hakim Pengadilan Agama Watansoppeng). Menurutnya ampikale itu
merupakan adat Bugls, berupa harta yang disimpan sebagal jaminan
masa tua sampai meninggalnya sesecrang dan siapapun yang
merawat pemilik ampikale itu maka dialah yang mengambil ampikale
tersebut. Dalam pertimbangan keputusan suatu sengketa kewarisan,
ampikale yang terkandung di dalamnya harus tetap didasarkan pada
Kompilasi Hukum [slam. Ampikale ini dalam penerapannya sering
diberlakukan sama dengan wasiat atau hibah menurut aturan islam.
Diberiakukan sama misalnya dari segi jumiah maksimal harta yang
bisa dijadikan ampikale yaitu tidak lebih dari 1/3 total harta. Dan bila
lebih dari 1/3 total harta, ampikale itu akan dikurangi menjadi hanya
maksimal 1/3 dari jumiah harta, Ditambahkannya lagi bahwa banyak




teman-teman seprofesinya yang bahkan tetap membagi ampikale ini
sebagal warisan dengan catatan total warisan dikurangi biaya-blaya
yang dikeluarkan untuk perawatan, penguburan, dan hal-hal lainnya
demi kepentingan pewaris, (Hasil wawancara tanggal 30 Juni 2010).

Pandangan kedua dikemukakan oleh H. Baharuddin (Hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng). Menurutnya secara pribadi ia
berpandangan bahwa dalam suatu pertimbangan keputusan
sengketa kewarisan, bila ada ampikale di dalamnya maka ampikale
ftu harusnya berdiri sendiri sebagai suatu aturan kebiasaan yang
hidup di masyarakat. Anggapan yang mempersamakan ampikale
dengan wasiat atau hibah menurutnya bisa menimbulkan sengketa
lain di kemudian hari. Ampikale merupakan hal yang berbeda
dengan wasiat atau hibah yang walaupun pada dasarmya memang
ada kemiripan. Hal yang membedakan misalnya ampikale tidak
menentukan orang yang akan menerimanya. Tapi memang
diakuinya kekuatan dari ampikale ini bila masuk ke pengadilan
agama akan dibenturkan dengan aturan-aturan kewarisan dalam
hukum Isiam. (Hasil wawancara tanggal 02 Juli 2010).

Memang bila ditelaah lebih dalam, mempersamakan ampikale
dengan wasiat atau hibah menurut Islam dapat menimbulkan suatu
sengketa baru. Misainya saja mempersamakan ampikale dengan
wasiat dalam pertimbangan suatu putusan, maka hal inl bisa

menimbulkan kerancuan Karena kadang yang menerima ampikale
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adalah anak (ahli waris) dari pemilik harta yang sebelumnya telah
menetapkan suatu hartanya sebagai ampikale tanpa meminta
persetujuan dari semua ahli warisnya, padahal menurut aturan Isfam,
wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujul oleh semua ahli
waris (Pasal 195 ayat 3 KHI). Inilah yang dapat menjadi awal
sengketa baru bila ampikale disahkan dengan dipersamakan dengan
hibah atau wasiat.

Kadang Juga, pewaris/jpemilik hara sebagal langkah
perlindungan terhadap dirinya menjadikan semua hartanya sebagal
ampikale untuk dirinya. Jika dilihat hartanya memang hanya cukup
untuk biaya di sisa hidupnya dan biaya-biaya perawatan serta
pengurusan setelah meninggalnya. Bila dilihat atau dipersamakan
dengan hibah atau wasiat menurut |slam maka hal inl dianggap
bertentangan karena melebihi 1/3 dari jumiah harta yang
disyaratkan. Hal in juga berpotensi sengketa karena pastinya ahli
warls tidak akan mendapat warisan karena semua haria pewaris
dijadikan ampikale.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik suatu
garie perbandingan antara hakekat ampikale yang didapat dari
penelitian di masyarakat dengan hibah dan wasiat menurut aturan
lslam yang sering dipersamakan dengan ampikale. Berikut tabel
yang menunjukkan perbandingan diantara ketiganya:




Tabel 3

Perbandingan antara ampikale, hibah, dan wasiat menurut

hukum Islam

Mo Ampikale Hibah Wasiat
Tidak menunjuk Telah ada pihak Telah ada pihak
pthak tertentu yang ditunjuk untuk | tertentu yang [
urtuk menermanya; ditunjuk untuk
menarimanya; menarimanya;
Tidak ada batasan | Dalam KHI Dalam KHI
khusus mengenai | disyaratkan tidak | disyaratkan tidak |
bagian jumiah baleh melebihi 1/3 | boleh melebihi 1/3
harta yang bisa jumiah warisan; jumiah warisan;
dijadikan ampikale;
Ampikale dalam Hibah kepada ahli | Wasiat kepada
penerapannya waris ahli waris harus
dapat diterima oléh | diperhitungkan dengan
ahli waris dan tetap | sebagai warisan. persetujuan dar
sah walau tanpa semua ahli waris
persetujuan dari II yang lain.
semua ahli waris
lainnya. =

Penjelasan singkat dari tabel di atas bahwa ampikale dasamya

dilbaratkan warisan untuk si pemberi warisan itu sendiri sehingga
tidak ada orang lain yang ditunjuk menerimanya sedang hibah dan
wasiat telah ditentukan pihak yang akan menerimanya. Ampikale
tidak memilki batasan khusus dalam penentuan jumiah besaran
sedang hibah dan wasiat telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum
Istam tidak boleh melebihi 1/3 jumlah warisan (Pasal 185 ayat 2 dan
pasal 210 ayat 1 KHI). Ampiksle intinya dipisahkan dari harta
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warisan sehingga ahli waris selain mendapatkan warisan juga bisa
mendapatkan ampikale yang dalam penerapannya tstap sah walau
tanpa persetujuan dari semua ahli waris lainnya, sedang untuk hibah
bila diberikan kepada ahli waris dapat dikategorikan sebagai warisan
(Pasal 211 KHI) dan wasiat kepada ahli waris menurut hukum lslam
hanya bertaku bila disetujui oleh semua ahli waris lainnya (Pasal 185

ayat 3 KHI),

2. Dari Sudut Pandang Pengadilan Negeri Watansoppeng

Penelittan yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri
Watansoppeng dilakukan dengan cara wawancara dengan ketua
Pengadilan Watansoppeng dan hakim yang ditemui di Pengadilan
Negeri Watansoppeng. Jika dilihat secara umum pada dasarmnya
pengadilan negeri juga memiliki wewenang dalam menangani kasus
pewarisan terutama bila ada unsur sengketa di dalamnya. Kasus
pewarisan yang dapat ditangani oleh pengadilan neger umumnya
merupakan kasus pewarisan bagi masyarakat yang non muslim atau
yang berkaitan dengan kewarisan adat,

Menurut Krisnugroho Sr Pratama (Ketua Pengadilan Negeri
Watansoppeng) pengadilan negeri tidak seharusnya menolak
pengajuan sengketa yang berhubungan dengan kewarisan walaupun
itu diajukan oleh orang yang beragama [slam selama di dalamnya
ada unsur kewarisan adat yang dijadikan pokok sengketa.

Dicontohkannya mengenai pengalaman saat ia bertugas di Sumatera
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(Minangkabau). Di daerash sana, agama dan adat masih Kuat
pengaruhnya dalam masyarakat yang digambarkannya dengan
pepatah yang menyatakan “adat bersendi syara', syara' bersendi
Kitabullah®. Lanjutnya lagi kadang bila terjadi sengketa di daerah
sana selain unsur agama harus diperhatikan pula adat-adat yang
berlaku dalam masyarakat. (Hasil wawancara tanggal 05 Juli 2010).

Selain itu sesuai arahan dari ketua pengadilan, penulis
melakukan wawancara dengan Andi Muh. Refil (Panitera Muda
Perdata Pengadilan Negeri Watansoppeng). Menurut Andi Muh. Refil
kasus yang berkaitan dengan kewarisan khususnya Yyang
mengandung unsur adat ampikale di dalamnya sudah tidak pemah
diterima oleh pengadilan negeri sejak awal tahun 2000. kasus-kasus
mengenai kewarisan ini kebanyakan di bawah ke pengadilan agama
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menangani sengketa
dan penetapan warisan untuk orang Islam. (Hasil wawancara tanggal
05 Juli 2010).

Hasil wawancara penulis dengan Rostansar (Sekretaris/Hakim
Pengadilan Negeri Watansoppeng) menyatakan bahwa mengenai
ampikale pada dasamya adalah adat dalam masyarakat dan
pengadilan negeri berwenang menangani sengketa kewarisan adat
yang terjadi dalam masyarakat. Menurutnya hal-hal yang berkaitan
dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebaiknya

jiselesaikan dalam lingkup masyarakat itu sendiri, bisa dengan
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melibatkan tetua masyarakat agar rasa keadilan menurut semua
pihak dapat terpenuhi. Karena kadang bila sengketa telah masuk ke
pengadilan, rasa keadilan itu terpinggirkan oleh tuntutan pemenuhan
kepastian hukum. Yang sering menjadi permasalahan sekarang
karena masyarakat condong memperkarakan suatu kasus secara
menyeluruh seperti masalah kewarisan yang dipersoalkan hanyalah
penatapan pembagian warisan secara umum, Jarang ditemui adanya
sengketa yang menjadikan ampikale sebagal pokok perkara.
Ampikale ini selalu mengikut pada perscalan sengketa penetapan
kewarisan secara umum, sehingga biasanya kasusnya di masukkan
ke pengadilan agama. (Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010).
Mencoba melihat dari sudut pandang Hakim Pengadilan Negeri
watansoppeng, penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Syarif
(Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng). Berkaitan dengan
ampikale ini, Ahmad Syarif menyatakan bila ampikale ini adalah adat
Bugis, maka sepanjang adat tersebut masih diakui dan diternima
sebagai pedoman hidup oleh masyarakat serta diakui cleh tetua
masyarakat, maka adat itu dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim
untuk memutus suatu perkara. Dan seandainya ada kasus
seseorang memperkarakan keabsahan ampikale yang diterima
orang lain, selama ampikale itu sah dan wajar menurut pandangan
masyarakat, maka dia sebagai hakim akan menolak perkara

tersebut. (Hasil wawancara tanggal 06 Juli 2010).
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitan yang dilakukan maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng pada umumnya
memahami atau sedikitnya mengetahui serta menerapkan aturan
ampikale di dalam proses pewarisan di tengah masyarakat.
Ampikale hakekatnya dalam masyarakat dipisahkan dari harta
warisan tapi sangat terkait dengan proses pewarisan. Ampikale
ini merupakan suatu bagian harla yang sengaja dipisankan dari
harta yang akan diwariskan sebagai jaminan bagi pewaris untuk
pemelinaraan, perawatan, penyelenggaraan pada saat Ia
meninggal, dan pembiayaan-pembiayaan lain  setelah
meninggalnya pewaris, Selain demi kepentingan pewaris,
ampikale ini juga bertujuan untuk mencegah perselisihan di
antara ahli waris dalam hal tanggung-jawab perawatan,
pemeliharaan, dan penyelenggaraan jenasah pewaris. Dalam
perkembangannya dijumpal dalam masyarakat Soppeng
seseorang yang fidak lagi menunjuk suatu harta sebagai
ampikale, tapi menunjuk anak-anaknya sebagai ampikale untuk

dirinya.
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2. Meskipun dalam kenyataan adat ampikale masih digunakan
dalam masyarakat, namun dilihat dari sudut pandang Pengadilan
Agama Watansoppeng kedudukan ampikale ini sebagai salah
satu pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian warisan
yang mengandung unsur adat ampikale di dalamnya seringkali
masih disesuaikan dengan hukum Farafd (aturan waris Islam)
seperti keberlakuannya yang dipadankan dengan hibah atau
wasiat, Sedang dar sudut pandang Pengadilan Negeri
Watansoppeng, ampikale ini merupakan adat yang dapat
dijadikan pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim untuk
memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kewarisan adat.
Tapi dalam kenyataan umumnya sengketa tentang ampikale ini
tidak dimasukkan ke pengadilan negeri tapi masuk ke pengadilan
agama karena mengikut pada sengketa penetapan harta warisan

secara umum.

B. Saran

Dari penelitian ini pula penulis dapat menyarankan:

1. Berdasarkan hal yang ditemukan penulis dalam masyarakat,
ampikale ini merupakan sualu adat yang masih digunakan
masyarakat yang berkaitan dengan kewarisan, sehingga periu
adanya pewarisan pemahaman kepada generasi berikutnya agar
adat ini fidak terkaburkan sehingga memicu sengketa di
kemudian hari. Di sini juga diperlukan tanggung-jawab bersama
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untuk menghormati adat Bugis ampikale ini sebagai bentuk
kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
di Kabupaten Soppeng.

. Dalam memberikan keputusan, hakim khususnya hakim
pengadilan agama harus mempertimbangkan rasa keadilan
dalam masyarakat. Jika masyarakat masih menjadikan ampikale
ini sebagai suatu adat kebiasaan maka sudah sewajamya jika
hakim menjadikannya sebagal salah satu pertimbangan dalam
memutuskan perkara. Khusus bagi masyarakat agar lebih
memahami bahwa ampikale ini bisa menjadi substansi tersendiri
terpisah dari perkara penetapan kewarisan pada umumnya,
sehingga perkara ampikale dapat juga dimasukkan ke pengadilan
negeri untuk mendapatkan putusan yang bisa memenuhi rasa
keadilan masyarakat khususnya dalam hal-hal yang berkaitan

dengan adat kebiasaan.
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PUTUSAN
Mo. 10 PHIAG/Z006
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
mamerksa perkara perdata agama dalam peninjsusn kembali telah
memutuskan sebagai barikut dalam perkara :

1. DRA, H. MAEMUNAH DAWY binti H. LA ENRE, berempal
tinggal di Komp. Kodam VIl Wirabuana, JI. Sultan Alsuddin,
No. 25, Makassar,

2. H. AISYAH bintl H. LA ENRE, bertempat finggal di Dasa
Balandate, Kecamatan Kolaka, WKabupaten Kolaka, Provins
Sulzwes] Tengoars;

3. RUGAIYA binti H. LA ENRE, bertemnpat finggal di Komp.
Borong, JI. Hukum, Makassar,

4. NURHAYATI binti H. LA ENRE, bertempat tinggal di JI. R,
Suprapio, Mo, 128, Kendarl, Provinsi Sulawesl Tenggara;

5 GUSNA binti H. LA ENRE, berlempal tinggal di JI. Sao-580,
Mo. 27, Kendari, Provinsi, Sulawesi Tengoara, dalam hal Ind
memberi kuasa kepada JAMALUDDIN, SH, Advokat,
barkantor di J. Perumahan Bumi Tamatanrea Permal (BTP),
Blok H 683 J. Kerukuman Selatan 07, No. 20, Kelurahan
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Mekassar, pars
Pamohon Perinjauan Kembali dehulu para Termohon
Kasasipara Pembanding/para Penggugat;

melawan:

ROSMADINA binti H. LA ENRE, bertempat tinggal di J. Urip

Sumcharjo, No. 68, Makassar, Termohon Peninjauan Kembafi

dahulu Pemohon KasasiTerbanding/Tergugst,

dan:

ABDUL LATIEF bin H. LA ENRE, bertempat tinggal di Komp.

perumahan Angkatan Laut, Kelurahan Days, Kecamalan

Biringkanaya, Kola Makassar, trut Temohon Peninjauan

Kemball dahulu furut Termohon Kasasiturul Terbanding/tunt

Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut

Hal. 1 darl 12 hel. Put Ko, 10 PIAGEZE0E




Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-sural yang bersangkutan temyata para
Pemohen Peninjsuan Kembali dahuly sebagai para Termohon Kasasiipars
Pembanding/para  Penggugal telsh mengajukan permshonan  peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 455 KIAG/2002 tanggal 8
April 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam parkarsnya metawan
Termohon Peninjauan Kemball dahuly sebagai Pemchon KasasUTerbanding/
Tergugal dsn turut Termohon Peninjaran Kemball dahulu sebagal lurul
Termohon Kasasifturul Terbandingurut Tergupa! dengan posita  perkers
sebagal berikut :

Bahwa H. Poji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Junl 1999,
meninggalkan ahli waris tujuh orang anak yaitu
1. H. Aisyah binti H. La Enve alias H. lsa;

2. Abdul Latief bin H. La Enne;
3: Rugaiya binki H. La Enre;
4, Murhsyati bintl H. La Enre;
5. Dra Maesmuna Dawy binti H. La Enre,
6. Gusna bint H. La Enve,
7. Rosmadinah bnti H. La Enre;
Bahwa almarhumah H. Paji meninggalkan harta warisan berupa :
Tanah dan rumah di atasnya;
Tanah kebun jati dan pembakaran kapur,
Tanah daral]
Tanah parumehar;
Tanah sawalr,
yang mengensl perincian letak dan data fisknya sebagaimana lersebut

dalam sural gugatan,
Bahwa seluruh harta warisan almarhumah H. Poji levssbul teiah
dihibahkan kepada Tergugat pada tanggal 1 Mai 1998,
gahwa hibah yang ditakukan oleh almarhumsh H. Poji tersebul
herantangan dengan hukum karena dilakukan sewaktu sakit, Isinya merugikan
dan adanys pemalsuan identitas almarhumah H. Poji sebagai

oo e

ahli wars lainnya

penghitah;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebul di atas para Penggugat mohon

kepada pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sabagai berikut :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 10 PKIAGIR008
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Menetapkan bahwa H. Poji taiah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni
199,

Menetapian bahwa para Penggugal. Tergugal dan turut Tergugst adalah
anakiahll waris almarhumah H, Poji;
Menyatakan bahwa lindakan dan perbustan almarhumah H. Poji yang
menghibahkan seluruh hama bandanys tersebutl kepads Tergugat adaiah
tidak sah dan batal demi huksm:
Menyatakan bahwa akte hibsh yang telah dibust aimarhumah H. Poji
dihadapan Sdr. Burhan Mappa, SH., PPAT di Kabupaten Dati || Soppeng
atas harta bendanya lersebul adslah fidak sah dan batal demi hukum
dengan segala akibat hukum yang diimbulkannya;
Menetapkan bahwa harta banda tersebut adalah harta warisan peninggalan
almarhumah H. Poll yang hamus dibagl kepada anak-anakiahli warlsnya
dalam hal ini para Pengguga?, Tergugat dan turul Tergugat;
Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesual sturan hukum dan
ketentuan perundang-undangan yang berlakw
Menghukum Tergugal atau siapa saja yang mendapat hak darl padanya
untuk menyerahkan bagian masing-masing yang diperoleh para Penggugst
dan turut Terguoak:
Menghukum turut Tergugal untuk tunduk dan 1aal atas isi putusan ini;
Manghukum Tergugal uniuk membayar sagala biaya yang fimbul dalam
perkara ini;
Danfatay mohon putusan yang seadi-adilnya.

Manimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar No.

51/Pdt. G2O01/PA MKs tanggal 26 Juni 2001 M. yang benepalan dengan
tanggal 4 Rabiul Akhir 1421 H. adalah sebagal berkut -

1.
&

Menotak gugatan Penggugat,
Mamernntahkan PaniteralJurusita Pengadilan Agama Kefas | A Makassar

mangangkal sita jaminan alas obyek sangkela dalam perkara No. 51/PdLG/

2001/PAMKs,

Menghukum Penggugat membayar bisya perkara yang kini dihitung Rp

2 387.500.- (dua juta tiga ratus enam puilub tujuh ribu Bma ratus ropiah);
fMenimbang, bahwa amar pulusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar

No o8/Pdt G/2001/PTAMks tanggal 31 Desember 2001 M. yang bertepatan

dengan ta
Menystakan permohaonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 3 darl 12 hel, Pul No. 10 PEIAGR2006

nggal 16 Syawal 1422 H, adalah ssbagai berkut
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Membatalkan putusan Pengadilan Agame Maksssar No, 51/PdtG/2001/

PA.Mis tanggal 28 Juni 2001 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir
1421 H:

Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Mengabulkan gugatan Penggugat,
Menetapkan ahll waris H. Pafi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni
1959 adalah -
1. Dra. Hj. Masmunsh Dawy binti H. La Enra/Panggugat;
2. H. Aisyah binti H. La EnrefPenggugat;
3. Rugaiyah binti H, La Enre/Penggugat;
4. Nurhayati binti H, La Enre/Penggugat;
5. Gusna binti H. La EnrefPenggugal;
B. Rosmadinah binti H. La Enre/Tergugat:
7. Abdul Latief bin H. La Enrefturul Tergugak,
Menyatakan hibah yang dilakukan oleh H. Poji kepada Tergugat adatah tidak
sah;
Menyatakan akte hibeh yang dibuat oleh H. Poji i hadapan Burhan Mappa,
S.H, /PPAT di Kabupaten Soppeng, tanggal 1 Mei 1899 dan segala akioat
hukumnys sdalah tidak berkekuatan hukum mangical,
Menetapkan bagian masing-masing ahl waris H. Poji adalah .
Dra. H. Maemunah mendapat 1/8 bagian,
H. Aisyah mendapat 1/8 baglan,
Rugsiyah mendapal 1/8 bagian;
Murhayati mendapat 1/8 bagian,
Gusna mandapat 178 bagian,
Rosmadinah binti H. La Enre mendapat 2/8 bagian;
. Abdul Latief mendapat 1/8 bagian;
Menyaiakan harta warisan dari H. Poji lerdiri dari ;
4. Satu unil rumah batu permansn barikutl t2nahnya di JI. Kemakmuran

Mok N

(belakang rumah Mo, 14) Kelershan Lemba, Kecamatan Lalabata,

Kabupaten Soppeng, dengan balas-batas :

. Utara dengan penginapan Munasco,

. Timur dengan rumah No. 14 JI. Kemakmuran;
Salatan dengan rumah H. Mina;

arat dengan Lorang/Geng Pim:
Hal. 4 darl 12 hal. Pul. Mo, 10 PHIAGIZ008




- Kebun jali dan pembakaran kapur + 6.837 M7, taretak di Kelurahan
Lalstaba Ritau, Kecamaten Lslstsbs, Kabupaten Soppeng, dengan
batas-batas -

- Utara dengan tanah Latuju;
= Timur dengan jalanan;
- Selatan dengan tanah Lampa;
- Barat dengan tanah H. Madang;
3. Sebidang tanah darat + 7.035 M°, terietak di Kalurshan Lalataba Rilau,
Kecamatan Lalatsba, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas @
- Utara dengan tanah La Ebe;
- Timur dengan sungat;
- Selatan dengan tanah Sade;
- Barat dengan tanah Pelta Nale (Buta);
4 Sebidang tanah perumahan + 150 MP, teretak di Kelurshan Lemba,
Kecamatan Latataba, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas .
- \tara dengan tanah milik Junaeds;
- Timur dengan lanah La Ngans,
- Belatan dengan jalananfiorong;
- Baral dengan tanah Paduwai
5. Sebidang sawah luas £ 0.5 Ha, terstak di Desa Belo, Kecamatan
Lilifiaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas -
- Utara dengan sawsh Muhammad Side;
- Timur dengan sawah Lamma;
_ Salalan dengan sawah H. Amin;
. Barat dengan sawah Kadu;

Menghukum kepada Tergugal untuk membagi dan menyerashkan kepada

Penggugat dan tunt Tergugs! sesual bagian masing-masing sabagaimana

tersabut di atas dan [fka sulll dibagi secara i, maka akan dijual lelang dan

harganya dibag| sesuai bagian tersebut di alas,

Menyatakan sah dan berharga sita jeminan yang lalah dilstakkan oleh

Pengadilan Agama atas obyek sengheta;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pads dua

tingkat peraditan, lingkat perama sebesar Rp 2367 500.- {dua juta liga ratus

enarm puluh tyjuh ribu fima ratus rupiah) dan pada tingkal banding sebesar

Rp 105.000.- (seralus lima ribu ruplan};
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 455 KIAG/

Hisl, 5 dari 12 hal Pul. No. 10 PKIAGZ008




2002 tanggal 8 April 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adslah

sebagal berikut ;

Mengabulkan permohonan kasssi dari para Pemohon Kasasi @ 1.
Rosmadina binti H. La Enre, 2. Abdul Kadir Latief bin H, La Enre tersebul:

Membatalkan putusan Pengaditan Tinggi Agama Makassar tanggal 31
Desember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawsl 1422 H. No. 88/
Pdt GI2001/PTA Mks:

MEMGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat selunihnya;

- Menyatakan sila jaminan atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang
lelah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar tidak sah dan fidak
berharga dan memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk
mengangkat sits jaminan tersebut;

-  Menghukum para Termohon Kasasi uniuk membayar biaya perkara dalam
semua fingka! peradilan dan dalam lingkat kasasl sebanyak Rp 500.000.-
{lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang tefah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu pulusan Mahkamah Agung No. 455 KIAG/2002
tanggal & April 2004 diberitahukan kepada para Termohan Kasasi dahulu para
Pambanding/para Tergugal pada tanggal 15 Juni 2004 kemudian terhedapnya
sieh para Termohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat (dengan
perantaraan kuasanya befdasarkan sural kussa khusus tenggal 7 Juli 2004}
digiukan permohonan peninfauan kembali secara terulis di Kepaniteraan
Pengadilan Agasma Makassar pada tanggal 2 Desember 2004, permohonan
mana diseriai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepanileragn
Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2004,

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kemball tersebut
letgh diberitahukan kepada plhak lawan dengan seksama pada tapogal 3
Januard 2005 kemudian terhadapnya oieh pihak Ewannye telah diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada
tanggal 1 Februarl 2005

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan
42 Undang-Undang Ne. 14 Tahun 1885 sebagalmans yang lelah diubah

dangan Undang-Undang  No. § Tahun 2004 permohonan peninjauan

vembali 8 quo beserta alasan-alasannya yang disjtkan dalam tenggang wakiu
ng ditentukan undang-undang, formal dapal
Hal. & dari 12 hal. Put. No, 10 PKIAG2008
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diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembalilpara Panggugat

telah H‘IE'ﬂEH}“Hﬂﬂ alasan-slasan pﬂﬂ]m kembali yang F‘Fm' Fﬂkﬂkﬂfﬂ
sebagal berlkut :

1,

Bahwa putusan kasasi Mahiamah Agung berentangan dengan perundang-
undangan yang beraku, karena dalam Pasal 48 aysl (1) hurut b Undang-
Undang No. 7 Tshun 1889 sebagaimanas yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwe Pengadilan Agama
dalam mengadili sengksta hibah harus dilakukan berdasarken hukum
islam,
Bahwa hukum Islam tidsk mengenal adanys hibah kepada anak/ahli waris,
karena anakfahli wars swdah ditelapkan bagiannya masing-masing,
sehingga sesusi ketentuan Pasal 211 Kompilesi Hukum |slam, spabila anak
memperolch hikah, maka hibah tersebul diperhitungkan sebagal warisan
dan apabila meleblhl bagian shli waris, make hibah tersebul diperhitunghan
sebagal wansan yang harus dikurangl dan apablia kurang dapal ditambah
dari jumiah yang semastinya diterima sebagai ahll waris
Bahwa berdasarkan bukli P5 s/d P7 serts bukll T/T8 s/d T/T10 telah
mambukiikan bshwa obyek sengketa dalam perkara a quo padse
mutanya adelah milik aimarhuman H. Poji yang tefah dihibahkan kepada
Rosmading (Termohon PK/Pemohon KasasiTerbanding! Tergugat).
Tindakan almarhumah H. Poji yang menghibahkan seluruh haria bendanya
hanya kepada salah seocrang gnaknya Rosmadina jelas berdentangan
dengan kaltentuan pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islanm,
Bahwa putusan Mahkamah Agung stas perkara 2 quo telah salah dan kelind
menerapkan hukur, Sesuai ketenluan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961 jo
PP No. 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah dikaitkan  dengan
bkl PS5 wd P7 dan T/T.TE sid T/LT10 lelah membuklican bahwa
perbustan hukum yang ialah dilakukan oleh H. Poji adalah perbustan
hukum “hibsh" sebagaimana dimaksud pasal 290 dan 211 Kompilasi
Hukum lslam, sehingga perimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI
sangat keliru dan berientangan gengan aturan hukum yang beflaku,
bilamana tindakan dan parbusaian hukm aln‘ﬂrl?umah H Poj
hegaimana  dimaksud  dalam bukii tersebut dinyatakan sebagai

“ampikale” dan bukan sebagal “hibah’

Hal. 7 dari 12 had, Pul. No. 10 PKIAG2008
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3. Bahwa Mahkamah Agung dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan {4
Segala hal yang dituntutidigugat, termasuk tidak memeberikan slasan
dan pertimbangan hukum mengenai penclsksn gugstan Penggugal alas
obyek perkara No. 2 dan Mo, 3 sebagaimana tersebut pada putusanfya
halaman 11 ditegaskan "bahwa mengenal qugatan atas obyek parkara Mo. i
2 dan No. 3 Penggugat tidsk dapat membukiikan dali-dall gugatannya
maka harus ditolak”. Sikap dan pendirian Mahkamah Agung tersebut jelas
sangat keliru dan berdentangan dengan ketentuan sebagsimana pulugan
Mahkamah Agung Mo, 194 K/Sip/1875 tanggal 10 November 1976 yang
menegaskan bahwa judex factl harus memerksa dan mangadill perkaral
gugatan secara keseluruhan,

4. Bahwa Mahkamah Agung R| dalam pulusannys terhadap obyek sengketa
No. 2 dan No. 3 ditegaskan bahwa obyek sengkets tersebut tidak dapst
dibuktikan oleh Penggugat sshingga harus ditclak adalah pedimbangan
hukum yang sangat keliru, karena tidak mempertimbangkan stal bukli P&,

P.7, TATT.S dan T/TT.10 sera baberapa orang saksi yang memberikan
keterangan bahwa obyek sengketa Mo 2 dan No. 3 lersebul pamah
dikeriakan oleh suarmi H. Poji yang bernama H. Ls Enre;

Bahwa sesual hukum pembukiian, telah terbukli bahwa tanah cbyek
sangketa No. 2 dan Ne. 3 tersebut asalnya adaleh mili almarhumah H. Poji P
{vida bukti T/TT.9 dan TITT,10) yang tetah dibalik nama menjadi atas nama i
Rosmadina berdasarkan Akte Hibah No. 85 DVAHNV/888 dan No. 65
E/AHA1999 tanggal 1 Mei 1989 yang dibust cleh Burhan Mappa, S.H., o
Notaris/PPAT Kabupaten Soppeng {vide bukli P.G dan P.7). Berdasarkan

fakta hukum lersebut, maka secara yuridie lalah terbukli bahwa obyek
sengweta Mo 9 dan No 3 terssbul pads awsalnys adalah rmillik
aimahumah H. Poji  yang iolah  dihibahkan kepads Rosmadina,

Dengan demikian, bahwa telah terbuktl Mahkamsh Agung salah dan keliru

dalam mempertimbangkan gugatan Panggugat mengenal obyek sengketa

No. 2 dan No. 3 sebagai milik almahuman H. Poii yang lelah dikibankan

kepada Rosmadina:
Menimbang, behwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembal 4

tersabut, Mahkamah Agung berpendapal . |

mengenal alasan ke 1 dan 2!
PBahwa alasan tereebul dapal dibenarkan aleh karena dalam putusan
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 10 PRIAGR008




yarg dimohonkan peninjauan kemball terdapat kekelruan yang nyats dar
Hakim dengan Perimbangan sebagal berikut ;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan No. 455 KIAGRO02
manyatakan bahwa hibah kepada seorang anak sebagal sah dengan sebutan
ampikale. Hibah dan pemberian adalah sama walagpun dengan nama huksm
adal, yaifu ampikale. Hukum adat ataw al wf di sini telsh dipakal sebagsi
sumber dasar, padshal dalam Islam hanya sebagal sumber komplementer
untuk menguatkan sumber dasar. Bahwa hukum adalah a tool social
engineering (reksyasa sosial) bukan terhadap masalsh aps-ape yang terjadi,
padahal yang tanadi lu bertentangan dengan hukum lskamy;

Menimbang, bahws berdesarkan pertimbangan tersebut di atas dengan
tidak perlu memperimbangkan alassn-alasan peninjauan kembali lainnya
menurut Mahkamah Agung terdapal cukup alasan untuk mangabulkan
parmahonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemahon Peninjauan
Kembali © DRA. H. MAEMUNAH DAWY binti H. LA ENRE, dkk., dan
membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/2002 langgal 8 April
2004 sarta Mahkamah Agung akan mengsddi kembali perkara inl dengan amar
sehagalmana yang akan disebutkan di bawah ini,

Menimbang, bahwa oeh karena Termobon Peninjauan Kembah adalah
pihak yang kalah, maka dibukum uniuk membayar bizya pekara calam samua
tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali,

Memparhatikan pasal-pasal darl Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ssbagaimana yang lefah diubah dengan
Undang-Undang Mo. § Tahun 2004 dan Undang-Undang M o. 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Mo. 3 Tahun 2006
sara peraturan perundang-undangan lain yang bersangkulan;

MENGADILL:

Mengabiulkan pamohanan peninjauan kembali dari para Pamohon
Peninjauan Kembali : 1. DRA. H. MAEMUNAH DAWY binti H. LA ENRE;
2. H. AISYAH binti H. LA EMNRE; 2. RUGAIYA binti H. LA ENRE;
4 NURHAYAT! binti H. LA ENRE; dan 5. GUSNA bintl H. LA ENRE

Nermbatalkan putusan Mahkamah Agung No. 455 KIAGRZ002 tanggal

8 April 2004

Ha), 8 dari 12 hal. Put. No. 10 PKIAGZ008
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MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sabagian;

2. Menyatakan hibah yang dilakukan atas cbyek sengketa No. 1, 4 dan 5 clah
H. Poji kepada Tergugat adalah tidak sah;

3. Menystaken akte hibah yang dibuat oleh H. Poji di hadapan
Burhan Mappa, SH. /PPAT di Kabupaten Soppeng tanggal 1 Mel
1938 dengan segala akibat hukumnya adalsh tidak berkekuatan hukum;

4, Menetapkan ahl warls H. Poji yang meninggal dunia pade tanggs! 14 Junl
1895 sebagai berilout ;

4.1. Dra, M. Masmunah Dawy binli H. La Enre;
42, H. Aisyah binfi H, L.a Enra;

4.3, Rugalyah binti H. La Enre;

4.4, Nurhayali bing H, La Enre;

4.5, Gusna binfi H. La Enre;

A4 B, Rosmadinah binti H, La Enre;

4. 7. Abdul Latief bin H. La Enre;

5. Menyatakan harta warsan dari H, Paji barupa :

51, Bgty unit rumah baly permanen berikut tenahaya oi JL Kemakmursn
{belakang rumah Mo, 14), Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabats,
Kabupsten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara . dengan panginapan Munasco;

- Sehalah Timur : dengan rumah No. 14 Ji. Bemakmuran;
-  Sghalgh Selkatan : dengan rumah H. Mina;

- Sabalah Barat : dangan lorongfgang Prima;

5.2 Sebidang tanah perumahan 150 M7, terietak di Kelurshan Lemba, |
Kecamalan Lalabsts, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas I
gabagai berikut : ’
- Sebelah Uiara : dengan tanah millk Junaedi, i
- Sebelah Timur ; dengan tanah La Nganr,

. Sabelah Selatan . depgan Jalananfiotang; i
- Sabelah Barat : dengan tanah Paduwal; ii;"

5.3 Sebidang ianah sawah seluas 05 Ha, teratak oi Desa Belo, ﬂ‘
Kecamatan Lilidajs, Ksbupaten Soppeng, dengan balas-batas sebaga il

berikut ©
Hal, 10 dar 12 hal. Pul. Mo, 10 PEAGRZ006 [y
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- Sebslah Ulara : dengan sawah Muhammad Side:
- Bebelah Timur : dengan sawah Lamma;
- Sebelgh Selatan dengan sawah H. Amin:
- Sebeiah Baral : dengan sawah Kadu:

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Poji sebagai berikut :
6.1, Dra. H. Masmunah Dawy binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
8.2, H. Alsyzh binli H. La Enre mandapat 1/8 bagian:

8.3. Rugalyah hinfi H. La Enre mendapal 1/8 baglan:
B.4. Nurhayatl binti H, La Enre mendapat 1/8 bagian;
6.5. Gusna binli H, La Enre mandapat 1/8 bagian;

6.6. Rosmadina binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
6.7. Abdul Latie! bin H. La Enre mendapat 2/8 baglanm,

7. Menghukum kepada Tergugal untuk membagi dan menyerahkan bagian
para Penggugat dan lurut Tergugal sesusi baglan masing-masing
sabagaimana tersebut di atas dan apsbila tidak dapat dibag! secara natura
maka akan dijual lalang dan harganya dibagi sesuai bagian lersabul di stas;

8, Menystakan sila jeminan dalam pefkara a quo yang lelah dilstakkan
pleh Pengadilan Agama Makassar slss opbyok sengkeis No. 1, 4 dan
5 adalah sah dan berharga. Dan menyalakan st jaminan  untuk
selain dan sefeblhnya fidak sah dan fidak berharga sara memerintahkan
kepada Pengaditlan Agama Makassar uniuk mengangkat sita jaminan
fersabl;

8. Menolak gugsian para Penggugat untuk sefain dan seletinnya,

Menghukum Termohon Peninjauan KemballTergugat untuk membayar
blaya perkara dalam semus lingkal peradilan yang dalam pemariksaan
peninjalan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.- (dua jula lima ratus
ribu rupiah);

Demikianish diputuskan dalam rapat permusyawarstan  Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2007 oleh Drzs. H. Habiburrahman,
M.Hum.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majetis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, 5.H., S.IP., M.Hum dan Dr. Rifyal
Ka'bah, MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan divcapkan dalam
mgngl&rbukﬂm‘mh umwnpadﬂhﬂi‘i‘ﬂlhﬂ, targgal 23 Agustus 2007, oish

Ketua Majelis tersabul peserta Hakim-Hakim Anggola tersebut dan dibantu oleh

Hal 11 duri 12 hal. Put, Mo, 10 PRIAG2006
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Drs. H, Sahidin Mustafa, S.H., M.H.. Panliars Pengganti dengan tidak dihadir
oleh kedua belah pihak:

Hakim-Hakim Anggota; Ketua;
ftd ttd
Prof.Dr.H.Abdul Manan SH,5.IP,M.Hum  Drs. H. Habiburrahman,M.Hum ﬂ
thd |
Dr. Rifyal Ka'bah, MA
Biaya peninjauan kemball - Panitera Pengganti;
1. Meterai....... Rp 6.000.- ttd
2 Redaksi.... _Rp 1.000.- Dire.H.Sahidin Mustafa SH. MH, !
3, Administrasi PK . Rp 2.493000.- "
Jurlah e Rp 2.500.000.-
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PUTUSAN
Momor 1443/PdrLG2008/PA WSF,
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHTM !

DEMI KEADTLAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriisa dan mengadill perkara

perkara tertentu pada tingkat pertama teish meniatuhkan putusan dalam perkara Mal

Waris, yang diajukan aleh :

1. Hj. Nursia bintd Aboe, umur 62 tahun, agama lslam, pekerjaan [ou rumah tangga,

pertempat tinggal di Kampung Baru Tajuncu, Desa Tajuncu, Kecamatan Donri-
Donri, Kabupaten Soppena. sebagal penggugat L

2. Andi Abrianto bin Baharuddin, umur 29 tahun, agama 1stam, pekerigan PEGEWIN

kontrak Dinas Perhubungan ¥abupaten Soopeng. hertempat tinggal di Macanre,

Kalurahan Macanre, Kecamatan Lilirilaw, Kabupaten Soppeng. sehagal penggugat

Il.

Abang bin Abog, uUmLUT 57 tahun, agama Isian,
Desa  Tajuncu, Kesumatan Danri-DonT,

3. Imﬁéﬂam petanl, bartempat

tinggal di Kampung ‘Baru  Tajuncu,

sappeng. sebagal penggugat 1L

Kabupaten
yr 18 tahun, agama lslam, pekerjaan tidak =

da, bertempat §

4. Reni bintl Maming, Um
tinggal di Lapajung, Keturahan Lapajung, ¥ecamatan Lalabala, Kabupaten Soppeng,
|

sehagal penggugat V.

umur 23 tahun, agama 1stam,
Kelurahan Lapajundg, K.ecamatan

a1

5., Fahmi bin Maming, pekerjaan mahasiswa Pelayaran
hertempat tingod! di Lapajung,

gal penggugat V.

T

di Makassar,

T

Lalabata, Kabupaten Soppend: seba

Dalam hal inl diwakili aleh juasanya. masing-masing ;
. Muraman Aribe, g H, C.0212227. :}
. Bunalyyah, 5. NIA: B, DO10964 i
. Abdul Rasyld, 5.H. NIA: B. 0010952 ;

___.__“
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Ketiganyanya Advokat, Pengacera pada Kantor Hukum Nuraman
memilin dormisill hukum dl BTN Pepabri Blok 5.2 No. 3, Kelurahan Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkin Surat Mussa Khusus pada
tanggal 23 Aprll 2008, dan telan terdafar di Kepanitersan Pengadilan Agama
Walansoppeng, dengan nomor reqister 16/Pend.fuasa J2008/PA Wep. pacs tangagal 23
april 2008, sehagai penaguaat. |

melawan

Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

1. Arsyad bin Aboe, umur 60 tahun, agama
tingoal i Jin. Abdul Muls No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Soppeng. sebagal tergugat 1y

2. Ahmad Yani bin Aboe, umur £ 43 tahun, agama Islam, pekaraan wiraswasta,

narterpat tinggal di BTH Minasa Upa Blok L1/9, Kecamatan Tamalate, Kota
|

Makassar. sebagal tergugat IL
40 tahun, agama lsiam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

labata Rilau, Kecamatan lLalabata, Kabupatan

3. Arfin bin Aboe, LmUuT

Soppeng. sebagal tergugat TIL.

4 Evo bintl Abo, UMUE 37 tahun, AgaEma (slam, pekerjaan ibu rumah tangga, i
bertempat tinggal di in. Abdul Muis No. 1, welurahan Botto, Kecamatan Lalabata, J
Kabupaten Soppeng. sebagal turit tergugat 1. :!

s nur Intang bintl Muh. pG Mallongl, umur 65 tahun, agama lstam, pekerjaan
wiraswasta bertempat tinggal di X wijaya Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, !

18

Kabupaten Soppend: sepagal turut tergugat . )
Pengadilan Agama tersebut; i
Telah membaca berkas perkare, f]
Telah mandenaar plhak-p]ha-k berperkara dan saksl-saksl. )

P
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Tema B

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat qugatasnya l.ar'|+pa tanggal butan
Nopember 2008, yang kemudlan didaftar pada buku register perkara Pengadiian
Agama Watansoppeng dengan perkara nomor: Hadet.GﬂDDEIPA.WSP. tanggal 6
Nopember 2008, telah mengajukan gugatan techadap penggugst, dengan dalil-dalll
cpbagal berikut ;

1. Bahwa klra<kira pada tahun 1930an talah bedangsung perkawinan antara
H. Aboe dengan perempuan Hj. Hamsia, dar perkawinannya terssbut telah
dixaruniai 9 orang anak masing-rmasing:

a. Baharuddin bin Aboe {Alm).

b. Hi. Nursia bint Aboe {penggugat I).
e. Arsyad bin Aboe (tergugat 1}

d. Rahmatla binti Aboe (Alm).

e. Fatmawat binti Aboe (Alm).

f. Abang bin Aboe (penggugat I1I).
g. Ahmad Yani bin Aboe (tergugat I}
h. Yanl Arifin bin Aboe {tergugat LIL}.

I, Ewvo bintl Aboe (turut tergugat 1),
2, Bahwa Almarhum H. AbDoe meninggal dunia pada t@hun 2007, sementara

almarhumah Hj, Hamsia lebih dahuiu meninggal kira-kira pada tahun 2003.

3. Bahwa sebelum perkawinannya dengan almarhum H. Aboe, almarbumah
Hj,, Hamsia telah kawin dengan Muh. Daeng Mallongl (almarhum) pada tahun
1920-an yang meninggal dunia tahun 1941, darl perkawinan temet;ut telah
meninggalkan seorang anak bernama Nur Intang bintl Muh. Dg. Mallon of turut

tergugat I,

4. Bahwa dari kesemblan (9) anak amamum H. Aboe dan almarhumah
Hf. Hamsia, 3 (tiga) orang dlantaranya telah meninggal dunia vakni Baharuddin bin
Aboe (anak pertama) meninggal dunia pada langgal 21 Mel 1981, Rahmatia bint

e e
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{anak ketiga) meninggal dunia 8 Desember 2000, baik aimarhum E.:’I;;:ddln

maupun almarhumah Fatmawati, telah meninggalkan anak sebagai ahil waris

penggantl masing-masing:

a, Baharuddin bin Aboe dalam perkawinannya demgan A. Naml meninggalkan
saprang anak bernama A. Aprianto bin Banaruddin penggugat 11

b. Fatmawatl bintl Aboe dalam perkawinanya dengan Maming meninggalkan 2
orang anak bernama Fahmi bin Maming (penggugat V) dan Reni binti Maming
(penggugat 1V), sedangkan aimarhumah Hahmatia tidak meninggagalkan

keturunan,
. Bahwa selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak, almarhum H. Aboe dan

almarhumah Hj. Hamsia juga meninggalkan harta berupa :

a, Sebidang tanah perumahan seluas + 3 are Desenta sebuah rumah panggung

{rumah kayu) yang berldiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. Abdul Muis

No. 1 Kelurahan Botte, Kecamatan Lalabata, Kabupatan Sopeng, dengan Datas-

batas sebagai berkut:

ytara = tanah dan Kantar Dikmudora, Kabupatan Soppeng.

tanah dan rumah Aminuddin Syam.
r rumah alm. Salen Baco/And| Wittulng

fimur =

selatan = tanah da

barat = jalan Abdul Muls,
fnan SPPT Nomor 002010050 seluas + 80 are ol macanre,

tan Lilirlau, Kabupatan Soppeng, yang terietak

b. Tanah perkebu

Kelyrahan Macanre, Kecama

tarcatat atas nama Aboe, dengan batas-batas sebagal berlkut:

utara = jalan Raya.
Hmiur = Andl Rosaling

selatan = H. Jale.
barst = Hj. Sennand.

PR, W ————— W
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c. Rumah BTN tipe 45 beserta tanah seluas + 174 M2, ates nm\Q‘b}Dﬂ.
Minasa Upa Blok L.1/9, Kecamatan Tamalate, Xota Makassar, Sulawes! Seﬁlalan
dengan batas-batas sebagai berikut;
utara = rumah BTN Blok L1 No. 10 milik orang lain,
timur = rumah BTN Blok L.1 Nomor 8 milik orang Lain
sefatan = jalanan dan sekolah |
barat = jalanan. “

6. Bahwa harta-harta tersebut sampai meninggalnya aimarhum H. Aboe dan
almarhumah Hj. Hamsla, belum pernah dibagl waris kepada para ahll warisnya

datam hal Inl kepada penggugat dan tergugat serfa turut tergugat  1dan 11
7. Bahwa sebagai ahll warls sah dari almarhum H. pboe dan almarhumah

Hi. Hamsta maka atas nama para ahll waris (penggugat I) telah meminta kepada

para tergugat untuk difakukan pembagian secara adll akan tetapl tergugat 1, 11 dan

- il

111 tidak mau melakukan pembagian warisan peninggatan almarhum.
8. Bahwa persolan Ini oleh senggugat 1 telah ditaporkan ke pemerintah setempat.

akan tetapl tergugat I, 1I dan ILI tetap tidak akan melakukan pembagian warisar

tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kaml sel
para penggugat mengajukan  perkara Ini ke Pengadilan Agama )
k dl selesaikan sesual gturan yang berlaky dan menetapkan !

L S

esaikan secara damal, maka

dengan Ini
Watansoppeng, untuy

bagian masing-masing para ahll waris. :
sal obyek sengketa secara sepihak adalah

e

10, Bahwa tindakan para tergugat mengus

perbuatan melawan hukurm, begitu puls sekiranya terbit surat-curat atas. obyek

tz¢ nama almarhum H. Aboe, harus dinyatakan pula tidak sah atau

i

e

sengketa selain a
tidak berkekuatan hukum.

11, Bahwa demi untuk menjamin
ara tergugat akan mengafihkan (men
rarsebut kepada pihak lsin, maka dengan inl para penggugat

keselamatan harta peninggalan tersebut karena

jual) atau memindah tangankan
khawatlr p

harta pemnggﬂm

e —————————- 4
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mohon  kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan

(conservatoir beslag) stas harta peninggalan yang menjad| perkara tersebut.

12. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yimg telah diurakan di stas, kiranya

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq Majells Hakim yang mengadill dan

memerlksa perkaa inl membesikan putusan sebagai berikut:

Primer:

K

2.

3.

5.

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk saluruhnya.

Menyatakan bahwa para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I adatah ahi|
waris yang sah dari almarhum H. Aboe dan aimarhumah Hj. Hamsia.
Menyatakan pula bahwa turut tergugat 11 adalah ahil warls dari almarhumah Hi.
Hamsia. |

Menyatakan bahwa harta peninggalan yang meniad) perkara seperti telah diuraikan
di atas, sebagal harta warisan yang belum terbagl darl Almarhum H. Aboe dan
almarhumah Hj. Hamsia.

Menetapkan bagian masing-masing para ahll waris sesual keatentuan hukum.

-— 6.__Msnghukum tergugat I, 1I dan I urttuk menyerahkan harta warls yang menjadi

hak para penggugat dan kepada tergugat turut tergugat lainnya sesual ketentuan

hukum Islam,

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yangd giletakian oleh Pengadilan Agama
Wakansoppeng atas obyek sengketa a quo.

8. Menyatakan keputusan ni dapat dijalankan lebin dahulu (ultvoerbaar bif} voorrad)
walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat.

8, Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul
dalam perkara inl.

Sekunder:

Dan/atau Majelis Hakim yang

Mulla berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

e e o b
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Bahwa, pada hari-har persidangan yang telah ditentukan, pen

gleh kuasa hukumnya (dalam perkara ini

&

Eﬂaﬂiuh'_l'.ra disebut penggugat), se:‘ﬁn'g ﬁhah

-]

tergugat, hanya tergugat I yang selaly mengikuti persidangan, sedang tergugat IT dan j

tergugat III, tidak pernah hadic menglkuti persidangan, meskipun telah dipanggil

secara san dan patut, sementara turut tergugat I dan turut tergugat 11, tidak perah
hadir, cleh karena alamat yang diberikan oleh penagugat Hdak benar, karenanya maka
menurut berlta acara panggilan vang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama
Watansoppeng dinyatakan bahwa Lurah dislamat turut tergugat T dan 11, tidak mau
menandatangan| relaas panggilan, karena bukan warga i Kelurs hannya.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugsat dengan
terqugat baik disetiap jenjang persidangan, maupun dengan memberlkan kesempatan
untuk mengupayakan perdamalan melalul mediator vang dipllih bersama oleh

penggugat dengan tergugat, yakni Ssaudara Drs. A, Nurflhad, Hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng, yang telah melaksanakan mediasl pada harl Senin, tanagal 5
Januari 2005, dihadiri ole pengguoat dan tergugat I, dengan hasil sebagal berfkut :
batwa pinak penggugat telah menawarkan kepada tergugat I untuk berdamai, namun
tergugat 1 dengan tegas menyataken bahwa svandainya permasalahan Inl bisa 1
disslecaikan secara kekeluargaan, maka perkara Inl GUdak akan dilanjutkan |
#Ep&ﬂg!d‘liiﬁ. namun karena tidak dapat diselesskan secara kekeluargaan, maka
perkara ini dimasukkan ke Pengadilan, oleh karena itu, lebih balk diselesaikan saja i
secara hukum. yang dengan dasar Itu, maka mediator menyatakan mediasl ticak |
berhasil,

Bahwa, oleh karena semua upaya perdamalan tidak berhasll, . maks
pemeriksaan perkara il dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada tergugat

i W

I untuk mengajukan jawaban, yang dalam hal ni tergugat I telah mengajukan

e e R R T I ———e— ——— T e ol e TR . T

lawaban, yang kemudian diformulasi ulang oleh majelis hakim dengan tidak

!' miengurangl nilal dari materl pokok jawaban, sehingga berbunyl sebagal berikut :
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yang tertuang dalam guaatannya, terkecusli yang dizkul dan tidak bertentangan
dengan kepentingan hukum tergugat L.

- Bahwa di dalam surat gugatan para penggugat telan didapatkan kekelivuan yang
cangat amat mendasar, yakni surat kyasa yang dipakal oleh kuasa hukum pam
penggugat persis sama dengan perkara yang sudah dicabut terdahuly yang ctomatis
surat kuasa tersebut dengan sendirinya pula sura® kuasa tersebut harus digantl dan
didafiar taru di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppend, karena secard
hukum formal, kuasa hukum pera penggugat tidak berhak untuk membuat dan
memasukkan surat gugatan atas nama para pengiougat.

_ Balwa penggugat tidak cermat membuat gugatan terulama yang terkait dengan
alamat dan tempat tinggal turut tergugat 11, oleh karena turut tergugat 1 bukan
heralamat di jatan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,
akan tetapi beralamat di Makassar Sulawesi Selatan.

- Bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru memasukkan gugatan di
Pengadilan Agama Watansoppeng terutama terkalt dengan ohyek sengkats Nomor L
dan 3 gleh karena kedua obyek sengketa terssbut sudah melekat hak kepamilizan

meialul proses hibah dan ampikale yang sudah merupakan kKewenangan Pengadilan

Megeri Watansoppeng.

. Bahwa tidak benar alasan-alasan gugaten para penggugat terkall dengan ohyek

sengketa poin 1 dan 3 oleh karena obyek sencketa tersabut adalah milik tergugat |

yang diperoleh metatul proses

proses hibah tersebut telah dibuat
(dug) orang saksi yang akan dibuktikan oleh tergugat kemudian,

hibah dan ampikaie darl orang tua tergugat 1, karena
dihadapan pemerintah Kelurahan Botto ﬁang

disaksikan oleh 2

- Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan pars penggugat yang menyatakan baliwa

permasalahan Inl pernah dilapo

n inl sama sekall Hdak pernah dilaporkan ke pemerintah setempat untuk

permasalaha
diselesalkan secard kekeluargaan, dan sekiranys@ parnah, maka justruy hal ini akan

4an ke pemerintah setempat, yang benar adalan

.

S
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membuat surat keterangan hibah tersebut adalah pemerintah setempat; hal Inl aka

dibuktikan kelak.

- Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan para penggugat yang meminta agar ketiga
phyek sﬁngkfatn diletakkan sita jaminan, yvang benar adalah jike sekdranya obyek
sangketa scbagaimana yang tertuang dalam surat gugatan penggugat angka 2,
bukaniah hal tersebut yang menjadl permasalahan dar tergugat 1, yang menjad
masalah jika obyek sengketa 1 dan 3 diletakkan sita jaminan cleh karena kedua
obyek sengieta tersebut sudah merupakan milik tergugat 1 melalul proses hiban dan
ampikale.

_ Bahwa berdasarkan hai-hal yang terural pada jawaban terguogat 1 di atas, maka
mohon kiranya ketuafanggota majelis hakim yang memerlksa dan mengadili perkara L
inl menjatuhkan putusan sebagal berikut:

1. Meryatzkan gugatan para pengqugat tidak dapat diterima.

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang tmbul dalam

perkara inl.
Bahwa terhadap jawaban targugat 1 tersebut, pengguaat telah mengajukan

regllk yang kermudian diformulasi uiang olsh majells hakim dengan tidak merobah nilaj

dan materi replik, sehingga berbunyl sehagal berikut:

Dalam Ekseps|
- Tanggapan mengenal surat kuasa

Rahwa dalil tergugat L, tidak berdasar, karena dalam surat kuasa telah secara

jelas mencantumkan nama pard pemberl kuasa dan nama para tergugat dan turut

sbyek sengketa, masih tatap
dibuatian surat kuasa yang baru, apaiagi dalam surat kuasa

terquaat berikut sama dalam gugatan para penggugat,

sehingga tidak periu lagi

tersshut telah menguraikan wewenang penerima kuasa, teskalt dengan

hal dan

L T e
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wewenang mana melekat sama pada parikara sekarang.
Bahwa pencabutan gugatan pada perkara terdahuty, yaknl perka Nmﬁm'
161/PdLG/2008/PA Wsp, hanya terkalt dengin perubshan gugatan  yaitu
pencantuman luas obyek sengketa di BTN Minasa Upa, dan pencatuman tahin
kematian ahl warls dard almarhum Aboe dan almashumah Hj. Hamsia, sehingga
dengan demikian tidak mesti adanya perubahan surat huuse: g
- Tanggapan mengenal alamat turut tergugat Nur Intang
Bahwa mengenal alamat turut terquaat tidak periu dipersoélkan oleh karena
turut tergugat, meskipun sekarang tidak menetap di Kabupaten Soppendg, akan tetapl
turut terqugat berdomisill hukem dan memilikl rumah di Kabupaten Soppeng, hanya
sala sekarang sering berada di Makassar, terbukti pada perkara terdahulu yang
tereabut oleh para penggugat, turut tergugat mengetahul adanya perkara bahkan
para terguaat dan turut tergugat pada wakiu ity memberikan kuasa kepada tergugat

L.

- Tanggapan tentang kewenangan mengadii

Bahwa kedua obyek tersebut telap masuk pada wilayah sengkets kewarisan

atay sotidak-tidsknya tetap menjad wilayah kompetensi Pengadilan Agama

e S ki, R s L

Watansoppeng untuk menangan senqkets yang berkaitan dengan tansh peninggalan

almarhlim H. Aboe, meskipun sekiranya benar telah te
byek sengketa tersebut cpcara jelas berasal darl almarhum
penggugat/kakek darl para penggugat atau orang tua

radi hibah kepada tergugat I,

- H. Aboe yang
rena o

nota bene adalah orang tua
para tergugat/turut tergugat.

Bahwa mengenal eksepsi tergugat I
nleh karena sebelum meninggal slmarhum H. Aboe telah

sontang obyek sengketa 1 dan 3 telah

malekat hak kepernilikan, d oo
kepaaa pan
hikan obyek sengketa tersebut tergugat
m@rﬁﬁnfﬂ‘lﬂﬂnhﬁﬂﬂ

dak benar kalaupun
enurut para penggugat It
pejabat yang berwenand,

sekiranya ada pemberian,

imi

maka harus dikembalikari pada hukum Islam apakah |tu

= P, T e T T T T
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pengakuan sepihak darl tergugat I, sehingga menurut hemat para p;nggugaql: l;:h'sfek

sengketa harus dibundel (dinoedel=majells hﬂF‘ﬂmL selanjutnya diadakan pembagian
waris berdasarkan hukum Istam,

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah uralkan pada bagian Eksspsi di atas dienggap teruiang
kemball dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pakek perkara Ini
sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para penggugat.

2. Bahwa pengguaat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalll dan dailn
tergugat 1.

3, Bahwea penggugst tetap berpendapat bahwa semua obyek sengketa pada nomor 4
(1.2,3) adalah harta peninggalan Almarhum H. Aboe yang belum terbagl kepada
para ahli warlsnya.

4 Bahwa adapun jawaban tergugar 1, (mengenal) tefah terjadinya proses hibah dan
ampikale, hanya saja tidak dijelaskan yang mana merupakan hitkah dan mana yang
meripakan ampikale, yang menunt penggugat tidak benar karena hal tersebut
sama sekali tidak diketahul penggugat sebelumnya sampal sekarang, kalaupun
cekiranya benar telah terjadi hibah dari almarhum H. Aboe kepada tergugat 1 atas

cbyek sengketa, maka hibah tersebut telah melanggar ketentuan hibah menurut

karena melebihi 1/3 darl harta peninggalan aimarhum H. Aboe,

hukum waris Isiam,

yang nota bene memilik banyak anak dalam hal ini pengqugat dan rerguaaty turut

tergugat.
5. Bahwa mengenal dalil tergugat 1 bahwa obyek sengketa 1 dan 3 !_;].dal-r_ bisa

diletakkan sita jaminan oleh karena merupakan millk darl tergugat 1, hal tersebut

beralasan, oleh karena sita hanya dilakukan atas obyek sengketa harya untuk
tidak i

| bahwa tergugat maupun furt tergugat tidek akan mengafihkan obyek
jaminan

sengketa kepada orang iairy (pihak lain) karena samentara berperkara, lagl pula
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A
tidak ada pembukbian secars hukum obyek sengketa aquo a:lalnh%;‘rkﬂmﬂér
tergugat 1. -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagalmana tersebut di atas, kami mohon
kepada majells hakim yang memerlksa dan mengadill periara Ini untuk menjatuhkan
putusa n,;:s,ehagai berikut:

Dalam I;ksepsl:
- Menolak Eksepsi dari tergugat.
Dalam pokok perkara
- Mengabulkan gugatan darl para penggugat seluruhnya.
- Maghukum para tergugat)/turut tergugat untuk membayar biava perkara Inl.
Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat I telah mengajukan Dupllk
yang oleh majells hakim telah diformuias! ulang pula tEnpa mengurangi nilal dan materd
cari dupilk tersebut, sehingga berbunyl sehagai beriiut:

Dalam Eksepsi
- Bahwa tergugat 1 tetap dan bertetap pada eksepsi semula bahwa surat kuasa dari

.

kussa para penggugat adalah surat kuasa yang tetap tdak blsa dipakal dalam
parkara perdata Nomor 443/Pdt.G/2008/PA Wsp., oleh karena jelas sekali surat kuasa

[ —,. S =

bersebut sudah dipakal dalam perkara yang sebelumnya yang sudah dicebut sendiri

aleh kuasa hukum para penggugat, sehingga rengan dicabutnya perkara terdahulu

darl register perkara terdahulu, maka secara hukum pula swrat kuasa tersebut i
tercabut pula dengan sendirinya.

- Bahwa tergugat tetap pada eksepsl semula yang menyatakan para penqggugat tidak /
cermat membuat gugatan olsh karena alamat dan tempat tinggal turut tergugat 3 ¢

bukan beralamat di jelan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Soppeng tetapl beralamat di Makassar Sulawesi Selatan.

ekseps! samula yang menyatakan batwa penggugat telah |l
- Bahwa tergugat tetap pada psl .
kallry memasuldan gugatan di Pengadiian Agama Veatansoppeng, terutama pada

obyek sengketa No. 1 dan 3, oleh karena kedua obyek sengksa tersebut sudah

L ———————————————————————
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dihlbatikan ofeh almarhum H, Aboe kepada tergugat 1, sehingga cengan
inl marupakan kewenangan Pengadilan Negerl Watansoppang.
_ Bahwa berdasarkan hal-al tersebut, meka tergugat 1 memahon agar EiSeps

tarsehut dapat diterima atau setidak-tidsknya gugstan penggugat tidak dapat

diterima.
Dalam pokok perkara.

. Bahwa apa yang terural dalam bantahan mengenal ekseps! darl tergugat L dl atas

sepanjang ada hubungan hukum dengan duplik inl, dianggap terulang wemball.

kama tergugat 1 menotak sejuruh dall-dalll pokok perkara baik da
diajukan oleh pera penggugat, rerkecuali yang

. Bahwa pertama- lam L

gugatan maupun dalam replik yang
diakyi secara sah dan tidak meruglkan kepentingan hiskum tengugat L
- Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban pokok. parkara semula yang menyataran
ng obyek sengketa Nomor 1 dan 3 adalah tidak

g belum terbagl oleh karena semasa hidup aima
yek sengketa yang dimaksudikan oleti tergugat 1 dan
1

da saat pembuktian.
pada dupllk tergugat di atas, maka
riksa dan mengadiii perkara inl

sapanja penar kalau masih berstatus

harta kewarisan yan

rhurn 4, Abog

talah menghlbahkan kedua ob

hal Ini akan dibuktikan kemudian pa
Rahwa beradasarkan hal-hal yang verurs

mohon kiranya ketua/anggot@ majells hakim yang mems

menjatuhkan amar putusan sebagal berfkut:

Balam pokok perkara:
ggugat untuk membayar biays

atican dalil-dalll darl kedua pihak,

1. Menolak gQu seluruhmnya.
yang timbul dalam perkara Ik,

2, Menghukum para pen
majelis hakim selanjutnya

Bahwa, untuk mengu
pembuktian secara berimbang kepada kedua pihak,

emberikan kesempatan

kesempatan
untuk menguatken dalli-dalil gugatanmya, penggugat mengajukan aiat

Balwa
bukti sebagai berikut:

e

s—— e
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oleh penggugat I dan kemudian diketahul Lurah Botto, Kecamatar Lalabats,

Kabupaten Soppeng, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan asiinya oleh

majells hakim, ternyata benar, telsh diberi meteral cukup, selanfutnya diberi

kode buktf : P.1. .

2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Baharuddin bin Abioe, tertanggal
14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Batts, Kecamatan Laiabata, Kabupaten
Soppeng, setelah diperiksa oleh majclis haklm, ternyata henar, selanjutnya
diberi kode buldi : P.2.

3. Fotokopl surat keterangan kematian atas nama Fatmawati binti Aboe, tertanggal
14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabats, Kabupaten
Soppeng, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majells hakim,
ternyata benar, telah diberd meteral cukup selanjutnya diberf kode bukti : P.3,

4, Fotokopl surat keterangan kematian atas nama Rahmawati binll Abee,
tertanggal 14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng, Setslah dlparikse dan dicocokkan dengan aslinya oleh

magells hakim, ternyata benar, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diber|

kode buktl : P.4.

B, Alat Bukt! Saksi :

Untuk mempearkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2

(dua) orang saksl, masing-masing :
- Rusll bin Mahmud
- Sabang bin Lamallawangeng
saksl penggugat tersebut, dibawah sumpah, telah memberlkan

keterangan secara terpisah, sehagal berfkut @ -
Saksi kesatu yang diajukan penggugat : Rusll bin Mahmud, pads pokeknya

menerangkan sehagal herfkut

14
A. Alat Bukt Surat |
1. Fotokopl Siisllah keturunan H, Aboe, tertanggal 30 Oktober 2 |

s
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penggugat dan tergug

L

(orang tua penggugat dengan tergugat ) adaiah bapak angkat saks], dan sksl

pernah tinggal bersama dengan mereka sejak tahun 1968 sampal dengan tahun
1973.

= Bahwa almarhum H. Aboe meninggal dunia 2 tahun yang lalu.

- Bahwa almarhum H. Aboe, selain meninggalkan enak keturunan, juga
meninggalkan harta barupa »

1. Sebidang tanah perumahan besarta sebuah rumah panggung yang terlefak
4 3. A. Abd. Muis Mo, 1, Kelurahan Botoo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten
Soppeng, dengan batas-batas sebagal berikut © |
utara : Kantor Dikmudora.
timur * Rumah Bapak Muin Syam.

selgtan . pumah Bapak Saleh Baso.
barat : JI, A, Abd. Muls.
Namun saksl tidak mengatahul persis berapa luas tanah tersebut, serta berapa

luas rumah yang berdirl diatasoys, ranal dan rumah tersebut sekarang inl

dikuasal olef tergugat L
Sehidang tanah perkebunan yang ada ¢ Macan
luas dan batas-batasmya, saksi hanya mengetah

re, namun saksl tdak mengetahui

ul bahwa tanah tersebut dalam

pEngUasaan tergugat TIl.

Sphuah rumah dl BTN Minasa Upa, Makassar, namun saksi tidak mengelzhul

persis berapa |uasnya, eaksl hanya mengetahui bahwa ruman tersebut sekarang

nl ditempati oleh tergugat I

atas keterangan ssksl 1 yang dl
at mrenyatakan semuanya benar dan menerimanya.

ajukan penggugat = Sabang bin Lamallawangeng, pada

Bahwa ajukan oleh penggugat tersebut,

Saks| kedua yang d

pokoknya menerangkan sehagal berikut .

S
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hua penggugat dengan tergugat ) adalah paman darl (stri saksi,
. Bahwa almarhum H. Aboe meninggal dunla 2 L-c:h.m yang lalu.
- Bahwa almarhum H. Aboe, selain meninggalkan anak keturunan, juga meninggalkan
harta berupa : '
| Sebidang tanah perumahan beserta sebuah rumah panggung yang terletzk di
J. A Abd. Mils No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalsbata, Kabupaten

Soppend, dengan batas-batas sebagal berikut © :

utara : Kantor Dikmudora.

timur : Rumah Bapak Abd. Muin Syam.
selatan : Rumah Bapak Sajeh Basa.
barat + . A. Abd. Muis.

Namun saksi tidak mengetahul persis berapa uas tanah tersebut, serta berapa

juas rumah yang berdiri diatasnys, tanah dan rumah tersebut sekarang i

dikuasal oleh tergugat L

2. Sebidang tanah perkebunan yand ads di Macanre, namun s2isi tidak mengetahul

luas dan batas-batasnya, saks|
penguasaan tergugat .

mah di BTN Minasa Upa, Makassar,
saks) hanya mengetahl bahva ruman terseb

hanya mengetahui hahwa tanah tersebub deam

namun saksi tidak mengetahul persir

Sebuah ru
ut sekarang inl ditempati-

berapa |uasnya,

Bahwa atas keterangan saksi II yang diajukan oleh penggugat terssbut,

penggugat dan targugat menyatakan
mtuk menguatikan dalil-dalll banta

samuanya benar dan menerimanya.
hannya, u'.rr;ugat mengajukan pula alat

24 Tahun 1976, atas sebidang tanah

mililk No.
Desa Bowo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten
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Soppeng,

dengan asiinya oleh majelis hakim, ternyata benar, sefanjutiya diberi
§ ke

. Fotokopl sertifikat hak milik Mo. 10 Tahun 1979, atas sebidang t@nah

perkebunan yang berlokas! di Desa Macanre, Kecamatan Lifirifau, Kabupaten
Soppeng, telah diberi meterai secukupnya, satsiah diperiksa dan dicocokyan
dengan aslinya oleh majells hakim, ternyata benar, telah diber meterai cumip
selanjutnya diber] kode bukt : T2,

3. Fotokopl surat Pemberian dari almarhum H. Ahoa ssbagal pihak pembar {pihak

II), kepada M. Asaad sebagal pihak penerima (plhak IT) berupa sebidang tanah
perumahan yang diatasnya terdapat rumah permanent dengan nomor sertlftkat
52 Luas 174 m* yang terletak dl Perumahan Minasa L-HH Blok L.1 No.g,
Kelurahan Gunung Sarl, Kecamatan Tamalate, Kotemadya Makassar, ditanda
tangan] oleh pihak pember dan pihak penerima, dua nr'ang. saksi dan diketahui
oleh Lurah E!q.:ttn. telah diberl metersl secukupnya, seteiah diperiksa dan
dicocokikan dengan asiinya oleh majells hzkim, temyata bensr, selanjutnya
diberi kode bukdi :T.3.

el i T T D s T

B, Bulkti Saksl :
Selanjutnya, untuk menguatian dall-dalimya, tergugat telah mengajukan

bukti dua orang saks|, masing-masing :

- A, Ahmad Rahman bin A. Ahd, Rahman '{_4

- Hj. Sohrah binti Abd. Hakim

Hmwummjuunummuﬁmmmbawmmw [

memberikan keterangan secard terpisah, sebagal berlkut: #

Saksi kesatu yang

diajukan oleh tergugat @ A. Ahmad Rahman bin
pada pokoknya sebagal berkut :

A. Abd, Rahman, memberikan keterangan yang |

Bah

(Bapak penggu

ksl mengenal penggugat dan tergugal, karena almarhum H. Abos 3
wa sa

gat dengan rergugat) adaiah sepupu tiga kall dari saksl, f

L ———————————————
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meninggalkan harta berupa

1. Sebidang tanah perumahan bessria sebush rumah panggung yang

terlatak di N, A, Abd. Muis Mo, 1, Keiurahan Botoo, Kecamatan Lalabats,

Kabupaten Sappeng, dengan batas-batas sebagal berfkut

utara : Kantor Dikmudora. 1
timur : Rumah Bapak Abd. Muin Syam.

selatan : Rumah Bapak Salsh Basg,

barat AL AL Abd, Muis,

Namun saksl tidak mengetahul persls berapa luas tanah tersehut, serta
berapa luas rumah yang berdiri diatasnys, tanah dan rumah tersebut
sekarang ini dikuasal oleh tergugat L

2. Sehidang tanah perkebunan yang ada di Kampung Toawo, Macanre,

B - ——L— TR o o W .

Kecamatan Ulirilau, Kabupaten Soppeng, saksl mengetabil  tanah
perkebunan tersebut karena saksl pernah ke lokasi itu, namun saksi tidak
mengetahul luas dan batas-batasnya, saksl hanya mengetahui bahwa
tanah tersebut dalam penguasazn tergugat IIL

3. Spbuah rumah di BTN Minasa Ups, Makassar, saksl pernah kerumah
tarsebut, namun saksl tidak mengetahul persls berapa lussnya, saksi
hanya mengetahul bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempat! oleh |

tergugat IL. )

Bahwa saksi mengetahul bahwa tanah dan rumah yang berickasi i

BTN Minasa Upa Makassar, telah diberikan oleh almarhum H. Aboe kepada . g
M. Asaad / M. Arsyad (tergugat I, karena pada wakty Rty saksi bersama |stri

saksl yang menjadi eaks] pula dan menanda tanganl surat pemberian tersebut.

Bahwa saksl menerang

e, —

kan bahwa pembérian tersabut dilaksanakan olsh

imarhum H. Aboe sendir, Yang meminta tolong kepada saksl untuk
a i

A —————————————
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menguruskan

[ 1]
saks] bertanya, apakah Hdak labih balk diberitahukan kepada

2nak
almarhum, almarhum H.Abge menjawab, selama saya sakit, tidak parnah

ada yang memperdulikan 53ya, jadi tidak periu diberitahukan kepada meraka
semua, apalagl tanah tersebut adaiah kepunyaan saya, akhimya saks)
MERQUrus proses pembserian tersebut, hingga selesai.

Bahwa mengenal tanah dan rumah Yang berlokasi di J1. Abd. Muls, Kelurahan
Botto, Kota Watansoppeno, telah diberkan oish H. Aboe kepada Arsyad
sebagai ampikale, hal ftu dikatakan oleh H. Aboe pada saat iu bersamaan

d&ngan pemberian hibah di atas,

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2005,

Rahwa yang hadir pada waktu tu ada 3 orang yaitu saksi bersama Ister,
H. Aboe dan Arsyad.

Bahwa pada waktu lu Hdax ada anak-anak H. Aboe yang hadir kecuali
Arsyad.

Bahwa akta hibah ditanda-tengani oleh H. Aboe seminogu setelah
pernyataannya karena ada perubahan blangka dan H. Aooe bertandatangan di
rll.mahn-,-'a sandir.

Bahwa saksi mengetahul selain harta yang telah disebutkan terdahulu, masih
ada harta H. Aboe yaltu tanah perkebunan yang berlokasl di Macanre tetapl
saksi tidak tahu batas-batasnys, juga mengenai kedudukan dan penguasaan

tanah tersebut saksi tdak tahu.
Saks! kedua yang diajukan oleh tergugat ! Hj. Sohrah bintl Abd. Hakim,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagal berflut :

Bahwa saksl kenal dengan H. Aboe dan Isterinya bernama Hj. Hamsla karena

masih ada hubungan keluarga yaitu H. Aboe bersepupu dengan mertua saksi,

Bahwa Hj. Hamsla lebih dahulu meninggal daripada H. Aboe yang meninggal 2

tahun yang lalu.

S Lo —
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Bahwa telah
rumah
perkara yaitu untuk obyek perkara

Bahwa darl perkawinan H, Abge dan Hi.Hamsia telah dikaruniai
yaitu : Baharuddin, Hj. Nursia, Arsyad, Rahmatia, Fatmawati, Abang, Fimad
Yanl, Yanl Arifin dan Eva,

Bahwa sewaktu H. Abee ingin menghibahkan hartanya kepada anaknya, saksi
dipanggll untuk bertindak sebagal saksi pada wakhu it, dan waktu itu H., Aboe
berkcata bahwa semua hartanya diberkan kepada Arsyad karena hanya
Arsyadiah satu-satunya anak H. Aboe yang memeliharanya dan pada waktu
Ity Arsyad menolak karena masth ada anak H. Aboe yang lain. Namun H. Aboe
tetap bersikeras untuk memberiian hartanya kepada Arsyad.

Bahwa harta H. Abce yang diberikan kepada Arsyad adalah rumah BTN yang
ada di Minasa Upa, tipe 45 Blek L1 No. 9, namun saksi tidak tahu batas-
batasnva karena baru 2 kall ke lokasi tersehut,

Bahwa harta H.Aboe yang berupa rumah kayu beserta tanahnya yang terfetak
di 3. Abd. Muis dengan batas-batas :

Sebelah utara ¢ kantor DIKMODORA,

Sebelah timur  : Rumah Aminuddin,

Sebelsh selatan : Rumah pak Saieh Baso.

Gebelah Barat ¢ Jalan Abd, Muis,

Juga diberikan kepada Arsyed sebagal smpikale

4 orang yang hadir yaitu
Bahwa pada waxiu penyerahan harta tersebut halnw ng yang val

" gakst bersama suaminya, Arsyad dan H.Aboe.

Bahwa akta hibah diurus di kantor lurah seminggu setelah H. Aboe

mengucapkannya.
ah tersebut sekarand ditempati oleh Arsyad.

Bahwa rum |
H. Aboe yang laln yaltu tanah periiebunan di Macanre,

Bahwa ada lagl harta

tetap] saks! tidak tahu 12
pula diadakan pem

5 hatas-batas dan siapa yang menguasainya,
erfksaan setempat pada ketiga lokas! obyek
kayu berserta tanahmya di Jl. Abd, Muis

T
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Watansoppeng dan kebun o Macanre pada tanggal 30 Marst 2000 sedang ﬁ&mﬁkﬁi

berupa sebuah ruma BTN tipe 45 di Minasa Upa Makassar d'llﬂmnﬂk-::: d_l!l't'!-tﬂ"

bantuan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 April 2009, yang selengkapnya

telah termuat dalam berita acara perkara ini,

Bahwa penggugat dan tergugat 1, masing-masing telah mengajukan |

kenklusinya yang pada pokoknya tetap pada guaaten dan {awabannya masing-masing.
Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang terdrai

dalam berlta acara perkara inl yang merupakan baglan tak terpisahkan dengan putusan
Ini. .

TENTAMNG HUKUMNYA

Dalam Ekseps!

Menimbang, bahwa penggugat telah mengemukakan beberapa ekseps|
yang diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana terural di muka.

Menimbang, bahwa eksapsl menyangkut surat kuasa yang belum
diperbaharui menglkuti nomor perkara yang sudah bergantl yang telah ditanggap
oleh penggugat, dapat dipertimbangkan sebagal berikut :
- Bakwa dalam S.EMA. R.I Nomor 31/P/163/Mf1959 tidak dicantumkan nemor

perkara sebagal syarat keabsahan suaty surat kuasa.
Bahwa yang harus dicantumkan dalam surat kuasa, menurut SEMA tersebut,
adalah Identitas, forum pengadilan, polok sengketa, pentelaah/pembatasan isl

kuasa dan hak subtitusl, Dan kesemua gyarst tarsebut, telah termuat dalam

surat kuasa penggugal.
eebelymnya, sekedar untuk melengkapl luas obyek

waris, sama sekafl tidak merubah piha~pihak dan

- Bahwa pencabutan perkara
dan tahun kematian beberapa ahl

obyek senghketa.

Menimbang, bahwa dari uralan tersebut dl muka, maka majelis hakim
¢

\takan bahwa surat kuasa penggugat masih dapat dipergunakan umtuk

e s e T . e — T —
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Sehinggs exspd targuget 1 tentang surat kuasa harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsl mengenal alamat turut tergugat 11 yang juga

telah dijawab oieh penggugat, majelis menganggap tidek berdasar, ksrena bdak

dissrtal dengan bukd yang menunfukkan alsmat turut tergugat 11 seperti yang

dikaiakan tergugat I, sedang turut tergugst Il mempunyal rumah dl alamat sesual
termaktub dalam gugatan, sehingga eksepsi mengenal alamat harus dinyatakan
ditolak,

Menimbang, bahwa eksepsi mengenal Hdak berwenangnmya Pengaditan

Agama mengadil perkera inl karena pokok perkara mengenal hak milk, dan

ekseps| tersebut telah dijawab ofeh penggugat sebagalmana terural pada berdta

acara dan dalam duduk perkara putusan Ini, maka majelis dapat mempertimbangkan
sebagal berikut :

- Bahwa pokok masalah yang dlajukan dalam gugatan adalah harta millk H. Aboe
yang belum dibagl warls, dan hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan
Agama berdasar pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989
vang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Eahwa:“&all! tergugat 1 tentang telah terjadl pemindahan hak milik atas obyek

sengketa, harus dibuktikan di persidangan,
Menimbang, bahwa dari uralan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Pengadilan
Agama Watansoppeng berwenang mengadili

targugat I tentang kewenengan harus ditolak.

perkara Ini, dan oleh karenanya eksepsi

Dalam Pokok Perkara
gugat telah mendaliken bahwa harta M. Aboe

Menimbang, bahwa pPeng
sehagaimana tersebut dalam posita an

ahll warisnya sehingga pengguaat snemohen
pars ahii warls H. Aboe. hal tersebut sesual dengan Pasal

gka 4, belum dibagl secara waris kepada para
agar harta-harta tersebut dibagl sesuai

hukum warls Islam kepada

sebagaimana telah direvisi dengan
49 ayat (3) Undang-Undang

— i —
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, sehingga gugatan penggugat ugag@
hukum dan depat dilanjutkan pemeriksaannya. - R

Menimbang, bahwa tergugat I telah membantah dali-dalil penggugat dengan
meryatakan bahwa harta H. Aboe tidak semuanya berupa budel warls, karena harta
berupa sebidang tanah beserta sebuah rumah kayu di atasnya yang terlezk di I,
Abd . Muls HE'.I Watansoppeng (Posita 4.1) adalah Farta tergugat 1 yang diperaleh
sebagal E]T;|;|kE|E dari H, Aboe,, demikian pula harta H. Aboe yang berupa rumah BTN
dl Makassar (Posita 4.3) adalah millk tergugat 1 atas dasar Hibah dari H, Aboe kepada
tergugat L.

Menimbang, bahwa dar jawsb-menjawab antara penggugat dengan tergugat I,
dipahami bahwa harta H. Aboe yang disepakati oleh penggugat dan tergugat sebagal
budel waris yang belum dibagl waris kepada para ahll warisya  adaiah berupa
sebidang tanah perkebunan SPFT Nomor 00201050 seluas kurang lebib BO are df
Macanre sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.2., hal Inl didasarkan kepada
tidak adanya bantahan darl tergugat I terhacap status tanah tersebut sebagai hartz
Sedang harta selainnys masit diperselisihkan cleh penggugat dan
pulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam

rta H. Atoe yang berupa sebidang tanah beserta

warisan H. Aboe.
terqugat. Sehingga dapat disim
perkara inl adalzh apakah benar ha

rumah di atasnya yang terietak di 3. Abd. Muls No. 1 Watansoppeng tefah beralih

I sebagal
pemberian dari H. Aboe kepada tergugat
kepada tergugat I berdasarkan

ssbuah rumah BTN Tipe 45 di BTN Minasa Uga
Ampikale , demikian puia tentang

Makassar, apaksh telah d
Sehingga pemeriksaan pembuktian d

therikan kepada tergugat 1 sebagal hibah dari H, Aboe?
Utk beratkan kepada kedua obyek sengketa
tersebut.

bahwa untuk meneguhkan dalil-dalll gugatannya, penggugat telah
a

enimbang;
M aitu Pl P2 p.3., dan P.4., yang telzh memenuhl

mengajulan bulti-buld surat

hukti surat dan tidak ada bantahan atau
terfl sebagal alat :
syarat formil dan ma

L9
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sangkatan darl plhak tergugat T akan keabsahan alat buiti tersebut, seh

karenanya dapat diterima sebagal alat bukti dalam pemeriksaan perkara bl

Hﬂﬂlmbﬁnﬂr bahwa selain  bukt  syrat tersehut, penggugat telah

memperhadapian puia 2 orang saksl masing-masing adalsh Rusll bin Mahmud dan
Sabang bin Lamallawzngen, dan kedua saks! tersebut telah memenuh cyarat formil
serta tdak ada bantahan stau keberatan dan tergugat T atas keterangannya sebagal
saksi, sehingga keterangan saksl-saksl tersebut dapat didengar.
Menimbang, bahwa darl keterangan saksi-saksi penggugat, diperoleh fakta hukum
sebagal berlkut
- Bahwa H. Aboe meninggal dunia pada tahun 2007,
- Bahwa selain meninggalkan anak keturunan, H. Aboe juga meninggalkan harta
seperti yang termuat dalam surat gugatan penggugat,
- Bahwa obyek sengketa 1 sekarang dikunsal oleh %ergugat 1, obyek sengketa 2
dikuasal cleh tergugat III, sedang obyek sengketa 3 dikuasal oleh tergugat I1.
Menimbang, bahwa tergugat I, untuk meneguhkan dalll-dafl bantahannya, telah
pula mengaiukan bukti-bukll surat yang dibeti kode T1, 'I‘Ikdan T3, Bukt mana telah
memenubl, syarat formil dan materll sebagai alat bukt surat serta tidak mendapat
bantahan atau keberatan darl penggugat akan keabsahannya, sehingij dapat diterima
untuk menjad! bahan pembuktian.
Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, tergugat 1 telah pula mengajukan 2
memenuhi syarat formil sebagal saksl yaitu, A. Ahmad Rahman
Hj. Sohrah bint Abd, Hakim, dan dar Imtenmgm saksi-

orang saksi yang telah

bin A. Abd.Rahman dan
saksl tersebut penggugat tidak menanggapirya sehingga dipercleh fakta hukum

sebagal berikut

Bahwa kedua orang Saksi parsebut adalah orang yang juga menjadi saksl ketika

hibah sebagaimana dimaksud dalam bulkt T3 dibuat,

= WSS
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yang perdull kepadanya sewakty sakit.

- Bahwa pada waktu ity, H. Aboe Juga menyatakan bahwa tanah beserta rumah yang
ditempatl sekarang (Jl. Abd.Muls) diberikan semua kepada Arsyed sebagal amplkale
karena hanya Arsyadiah yang perdull merawatnya ml.untubsahit.

Menimbang, bahwa selain bukt-bukt! yang diajukan penggujat dan tergugat I,
untuk Ieblh meyakinkan, telzh pula diadakan pemerisaan setempat di tige lokasi
obyek sengketa, yang selengkapnya telah termuat dalam berita zcars pemeriksaan
satampat.

Menimbang, bahwa mengenai pihalk-pihak yang menjadi ahll waris dari glmarhum
H., Aboe dan almarhumah H]. Hamsia, maka berdasarkan dalil-dafil penggugat dan
bukti P1 yang tidak dibantah aleh tergugat 1, capat dikemukakan hai-hal sabagal
berikut ¢
- Bahwa terdabih dahuly harus dipisahkan antara ahil waris almarhuman Hj, Hamsia dan

ahll warls almarhum H. Aboe beserta baglanmya dalam malwarls, karena almarhumah

Hj. Hamsiah meninggal dunia lebity dahulu daripada almarhum H. Aboe.

- Bashwa sewaktu almarhumah Hj. Hamsiah meningoal dunfa, meninggafkan ahll waris

sebagai berikut :

a. Suaml yaltu H. Abos, memperaleh ¥  baglan darl harta almarhumah  sebagal

baglan darl harta bersama..

b. 9 (sembilang) orang anak, yaltu ; Baharuddin bin Aboe, HJ. Nursia bintl Abce,

Arsyad bin Aboe, Fa

Arifin bin Aboe, Evo binti
asing memperolen baglan der sisa {ashabah) dar harta waris

smawati binti Aboe, Abang bin Aboe, Ahmad Yani bin Aboe,

Aboe dan Nur Intang bint Muh, Dg. Mallongl, yang

masing-m
almarhumah HJ. Hamsia
gengan perbandingan 2

satelah baglan almarhum H. Aboe, sisa tersebut sebesar

dibagl 1 (due berbanding satu) antara anak
% bagian

laki-laki dan anak perempuar.

—
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sebanyak B (defapan) orang, yalty - Bahaniddin bin Aboe, Hj. Nursia binb Aboe,

Arsyad bin Aboe, Fatmawati binti Abos, Absng bin Abae, Ahmad Yani bin Aboe, Arfin
bin Aboe, dan Evo binti Aboe, yang masing-masing memperoleh baglan dari harta
warls aimarhum H. Aboe, dengan pembaglan 2 : 1 {dua berbanding satu) antare anak
laki-laki dan anak perempuan.

Menimbiang, bahwa harta-harte sebagaimara terssbut dalam surat gugatan,
tidak dibantzh oleh tergugat 1 sebagal harta milik almarhum H. Aboe, hal Ini juga
dikuatkan oleh bukd T.1., T.2. dan pemeriksaan setempat, sehingga harta-harta
tersebut ditetapkan sebagal obyek sengketa malwaris antara para pihak dalam perkara
i,

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum H.Aboe dan almarbumah
Hj. Hamsia sebelum dibagi kepada ahll warisnya, maka terleblh dahulu harta tessbut
harus diadakan pemurnian sebagai harta warls, yaitu dengan memisahkan atau
mengeluarkan segala hal yang menjaci pembebanan terhadap harta tersebut, yaitu
pemisahan sebagal harta bersama suami-isteri, segala utang, hibah, wasiat, biaya
perawatan sewakiu sakit dan blaya penyelenggaraan jenazah pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan bahwa harta tersebut
telah dibagl sebagal harta bersama antara almarhum H, Aboe dengan Isternya,
almarhumah Hj.Hamsiah, maka harta tersebut terlebih dahulu harus dibagi 2 sebagal

harta bersama (gono-ginl), Y2 baglan untuk almarhum H. Aboe dan Y2 baglan untuk
almarhumah H). Hamsla.

Menimbang hahwa tentana utang almarhum H.Aboe dan almarhumah

Hj.Hamsiah, tidak disinggung aleh penggugat dan tergugat, demiklan pula tentang
- T

biaya perawatan dan penguburanniys,
pembebanan yang lain terhadap harta obyek sengketa

nggugat dan dall tergugat I sebagaimana telah

sshingga hal tersebut dipandang tidak menjadi

masalah, Tetapl tentang
terdapat perbedaan antara dalll pe

diural di muka.

B
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Menimbang, bahwa dar bukti-bukti yang diajukan oleh peng
surat (P.1, P.2,, .3, dan P.4.) maupun keterangan dua orang saksl, sama o
wgn atdanya pembebanan-pembebanan terhadap ketlga obyek sengkets, dan
salcsl-saksi tersebut tidak pemah tahu akan adanya hibah dan amiicale darl H. Aboe
kepada tergugat I. sehingga bukti-bukti terssbut tidak merubah kedudukan, baik
kedudukan harta H. Aboe sshagal harta wm..'.-ﬂn maupun kedudukan para ahl
warisnya.

Menimbang, bahwa pembuktian dari penggugat dalam hal ini, adaiah pembulktian
negatip. Karena penggugat menyatakan tidak pernah terjadi pembaglan sacara waris,
sehingga selalipun penggugat Ydak mengajukan bukti, memang hukum pokok harta
adalah tidak ada pembebanan dalam hal Ini dibagl waris. Oleh karena ltu, terqugat
¥ang harus memperkuat pembuktlannya untuk menguatkan permnyataannya tentang
telah adanya adanya pembebanan terhadap harta tesebut.

Menimbang, bahwa untuk ltu, tergugat telah mengajukan buktl surat (T.3.) dan
dua orang saksl, yang menunjukkan tefah adanya pembebanan terhadap sebaglan dari
pbyek sengketa yaitu Hibah dan ampikale.

Menimbang, bahwa (T.3.) adalah akta hibah yang dibuat oleh H. Aboe sewaktu
hidup dengan disaksikan oleh dua orang saksl., bukt mana telah memenuhi sya}at-
syarat sebagal akia hibah sebagaimana termaktub dalam pasal 210 KHI.

Menimbang, bahwa tentang keberatan pengugat yang menyatakan akta hibah

tidak dapat diterima karena jumia

tidak mendapatkan persetujuan dar para ahli warls, dapat dipertimbangkan sebagai

berikut *
Bahwa jumiah hibah yang melebihl 1/3 dari harta warisan, tidak membatalkan akta

hibah, cuma membatasi jumiah ha
jika melebihi 1/3 darl harta warisan,

|
rta hibah, Jadl hibak tetap sah, namun Jumiahnya

maka akan dikurangl menjudl 1/3 baglan dari

harta warlsan.

h harta yang dihibahkan meleblhl 1/3 dari harta dan 3

.. - S, T
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Bahwa persetujuan day Para ahll waris diperiukan flka arang ya
hibah Itu berada dalam keadaan

r‘g £
SaKIt yang mendekati afainya atau berada dalam
keadazn sakaratulmaut. (Pasal 213 KHy), Tetapi dalam kasus inf, H. Aboe sewakty

. menghibahkan sebagian hartanya kepada tergugat I tdak berada dalam keadaan

seperti tersebut di atas, karena hibah dibuat pada tahun 2005 sedang H. Aboe

meninggal pada tahun 2007,

Menimbang, dari apa yang telah diuraikan tentang hibeh ol atas, dapat
disimpulian bahwa hibah ssbagaimana yang dimaksud dalam perkars Ini adzlah sah,
meskipun Isi darl akta hibah ity tidak dapat ditsksanakan seluruhnya, melainkan hanya
diberlakidan sebayak 173 dari harta warisan almarhum H.Aboe. ’ {

Menimbang, bahwa tentang amplkale terhadap abyek sengketa 2 (tanah dan '
rumah di atasnya yang terletak di Jl.Abd, Muls No.l Watansoppeng) yang diberikan
kepada tergugat 1, dapat dikemukakan bahwa ampiksie adalah salah satu hukum i
adat Bugis, yang berartl pemberian suatu barang/harta milik pm:.rarls sewaktu hidup
kepada orang yang memefihara, merawat, dan menyelenggarakan _jmhnra ketika
dalam keadaan tua/sakit sampal meninggal sebagal balas jasa, di:n pelimpahan harta
tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal. ' |

Menimbang, bahwa oleh karena ‘dalam hukum Islam tercapat kaedah yang
menyatakan ‘adat bersandi syara, syara’ bersend| kitabullah” yang mempunyal

pengertian bahwa  hukum adat dapat diberlakukan jika hukum tersebut tidak

bertentangan dengan hukum syara’ (syarl)

dikemulkakan hal-hal sebagal berikut :
pengertian ampikale sebagaimana telah dikemukakan di

maka ‘tentang amplkale inl dapat ¢

- Bahwa dengan mefinat
atas yang pelaksanaannya dilakukan setelah

ampikale Itu digolongkan kedalam wasiat ,
dan oleh karena itu jumlah ampikalepun Ydak bofeh
termaktub datam pasal 207 KHI

melebihi 1/3 darl jumlah haria warlzan (pasal 201 Kompllasi Hukum Isiam).

pawarls meningsal, maka dapatlah
hal Inl jugs sama dengan apa yang

L ——————————
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(pasal 195 ayat {(3) Kompilsi Hukum Islam); sedangkan dalam
ferdapat  persetifuan dari semua sy warls, bahka ada ahhi warls yang
menentangnya, tarbukt dengan digjukannya perkarg Inl.

- Bahwa andaikata ampikale inj dianggan pemberian jasa sep:rﬂ‘ pemberian biasa,

maka hal ltupun harus jelas disabutkan dan tidak bolsh melebihl 143 darl harta
warlsan pewaris secang dalam perkara Ini sudsh terdapat hibah kepada orang yang
sama (tergugat 1),

- Bahwa memelihara, merawat dan menyelenggarskun jenassh almarhum H.Aboe
adaiah kewajlban dari ahll warls termasuk tergugat [, tidak bergantung kepada ada
atau tidak ada ampikale atau balas fasa,

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telzh diursikan & muka, maka
disimpulkan bahwa ampikale datam perkara Ini bertentangan dengan hukum Istam
dan karenanya ampikale tersebut harus ditolak  dan dinyztakan Hdak berkekuatan
huskurmn,

Menimbang, bahwa darl keseluruhan uraian tentang harta obyek sengkets
sebagalmana telah diuraikan di muka, dapat disimpulken bahwa dari keseluruhan
obyek sengketa, hanyalah obyek sengketz ke 3 yang telah mendapat pembebanan
vaitu telah dihibahkan kepada tergugat I, namun berdasar pasal 210 dan 211 ayat
(3) Kompilasi Hukum Islam, maka hibah tersebut dikurangl menjadi 1/3 bagian dari
harta almarhum H. Aboe setelah diadakan pemurnian harta, Sehingga khusus baglan
tergugat T pada pembaglan harta waris aimarhum H. Aboe memperofeh 1/3 bagian.

o telah diuralkan di muka, dapat diemukakan
Menimbang, bahwa dari apa yang teia

bagian harta obyek senghketa rersebut adalah sebagai berfukut
Pembagian _ :
pertama adalah membagl 2 seluruh harta sebagal harta bersama, 15
A, Pembaglan
k almarhum H.ADoOE dan Ya bagian untuk aimarhumah, Hj, Hamsia.
baglan untu :

——— - =
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8. Bahagian almarhumah Hj. Hamsigh ( ¥2 baglan) dari harta bersama

ahll warlsnya, karena almarhumah H). Hamsia ebin dahuly meninggal durﬁﬁl;ﬂ
pada almarhum H. Abos, vyaity ;
L. Aimarhum H. Aboe, mendapat  bagian, sehingga H. Aboe memperoleh
bagian dari seluruh harta obyek sangketa sebesar ¥ + (% x¥4) = ¥4 + 1/8 =
5/8. Sedang sisa harta ssbasar 3/8 yang menjadi baglen almarhumah
Hj. Hamsia dibagi kepada anak-anaknya seabagal berikut,
7. Baharuddin bin H. Aboe, mendapat 2/14 x 3/8 = §/112 bagian.
3. Hj. Mursia bint H. Aboe, mandapat 1/14 x 3/8 = 3/112 bagian.
4. Arsyad bin H. Aboe, mendapat 2/14 x 3/8 = /112 bagian .
g Fal:rniy-f!’d hinti H, Abos, mendapat 1/14 x 3/8 = 3/112 baglan.
6. Ahan;;rblnti H.Aboe, mendapat  2/14 x 3/8 = §/112 baglan.
7. Ahmad Yan! bin H. Abog, mendapat 214 x 3/8 = 6f112 bagian. 5
8. Arifin bin H.Aboe, mendapat 2/14 x 3/8 =6/112 baglan. !
a. Evo bintl H.Aboe, mendapat 1/14 x 3/8 = 3/112 Dbagian,

10, Nur Intan bintl Mu. Dg.Mallongi, mendapat 1/14 x 3/8 = 37112 bagian.

C. Harta bahagian almarhum H, Aboe sebesar 3/8 atau 70/112, dibagl kemball

kepada ahll warisnya sebagal berikut :

- Arsyad bin H. Aboe, mendapat 1/3x7
maka sisa harta baglan almarhum H. Aboe

0/112 = 70/336 sebagal hibah.

Setelah Haglan tersebut dikeluarkan,

menjadi sebesar 140/336 yang dibagl kepada shll warls lain sebagal berikut @ .

1. Baharuddin bin H. Abog,
2. Hj. Nursia binti H. ADDE, mendapat

mendapat 2/11% 140/336 = 280/3696 baglan,
1/11 x 140336 = 140/3696 baglan..

ntl H.Aboe, mendapat 1/11 x 140/336 = 140/3696 bagian.

mendapat 2/11 * 140/336 = 280/3696 baglan.

mendapat 2/11% 140/336 = 280/36596 bagian.

2f11 140/336 = 280/3636 bagian. |
| x 140/336 = 140/3596 Baglan. ]

3, Fatmawati bl
4, Abang bin H.ADOE
5. Ahmad Yani bin Abo,
6. Arifin bin H.ADO®, mendapat
7. Evo binti H.ADOS: mendapat 1/1

e ————— 4
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maka bagian darl harta
g warisannya yang sebesar 6/112 + 280/3696 = 138/3695 +
280/3696 = 478/3696 diambil oleh ahil warlsnya yalty !

1. -A. Nami (isteri) memperoleh 1/8 x 478/3696 = 478/29568 bagian.

2. A, Apriyanto bin Baharuddin {anak) memperoleh sisa yaitu 7/8 % 478/3696 =

3346/29568 baglan. .

Menimbang, bahwa demikian pula baglan almarhum Fatmawat! binti H, Aboe yang
esbesar 3/112 + 140/3695 = 99/3696 + 140/3696 = 239/3696, dlambll aleh ahli
warisnya yaltu :

1. Maming (suami) mempercieh W x 238/3636 = 239/14784 atau 478205568 baglan.
2. Reni bintd Maming (anak) dan Fahmi bin Marsing (anak) memperaleh sisa harta

bagian almarhum Eatmawat! bin H. Aboe yang sebesar % x 235/3696 = 717/14754

atay 1434/29568 bagian kemudian membagl 2 sebagal  berikut ;

- Rer binti Maming, memperoleh 1/3 dar 14_31.!‘29555 = 478/29568 bagian.

- Fahmi bin Maming, memperoleh 2/3 dari 1434/29560 = 956/29568 baglan.

Menimbang, bahwa untuk almarhumah Rahmata binti H. Aboe Hdak diborl

behaglan karena tidak mempunyal ahll warls.

Menimbang, Dahwa

pewarls, maka dapat disimpulkan Kasil akhir pembagan urtuk ahll waris yang ada pada

cast sakarang adalah sebagai berfkut:

. A Nami (isterl almarhum gaharuddin bin H, Aboe} memperoleh bagian sebesar

478/29568 bagian. i

2, A, Apriyanio Bt gaharuddin, memperaleh 3346/29568 baglan:

3. Hj. Mursia bint H.AboOE, memperolen 112/20568 baglan,
memperalen 7744/29568 baglan.

4, Arsyad bin H. Aboe,
nti H. Aboe) memperoleh 478/29568

|
5. Maming (suam! almarhuman Fatmawali b

baglan.
6. Renl bint Maming.

E -|p|.-,mTeh 478729568 baglan.

getelah diural bahaglan ahli waris dani masing-masing

LS

L ——————————



7. Fahmi binti Maming , memperoleh 956/29568 banian

g. Abang bin H.Aboe, m,empercish 3824/26568 bagian,
g, Ahmad Yanl bin H. Aboe memperaleh 3824/29538 baglan.
10. Arifin bin H. Aboe, memperolsh 3824/29568 bagian.
11, Evo binti H. Abos, mempercleh 1912/29568 bagian.
12. Nurintang bint Muh. Dg, Mallongl, memperoleh 792/29558 bagian.
Menimbang, bahwa oleh karena tergugat 1 menguasal harta obyex sengketa 1,
tergugat III menguasal harta obyek senpgheta 2, dan tergugat I mengasal harta
obyek sengketa 3, maka kepada masing-masing pihak tersebut difiukum untuk
menyerahkan harta obyek sangketa yang masing-masing dikuasai untuk diserahkan
dan dibagi waris sesual bahaglannya mastng-masing ahli wlaﬂs,'angf telah ditetaphkan.
Dan {ika tidak dapat dibag) secara natura, maka harta warisan tersebut di atas akan
dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ah'ltl waris bersebut.
Menimbang, bahwa tentang permohonan sita VARG diajukzn oleh pengougat
terhadap obyek sengketa, maka oleh Karena pare pihak terguga’ yang Menguassl
obyek sengketa tidak memperinatian tanda-tanda yang mengarah, kepada kehencak
untuk menjual atau memindahtangankan 3120 menggelapkan obyek sengieta, maka

dipandang tidak periu diletakkan sitd, sahingga permohanan sita dari penggugat hans

ditolak.
Merimbang, banwa gleh karena

pun belum harkekuata
yang kuat serta tdak didiasar bukti-bukd tertulls tentang hak

permohanan penggugat agar putusan inl

dliaksanakan sekall n hillkurn tetap {ultvoebaar bij voorraad) tidak

disertai dengan 8lasan

karena perkara Ini adalah perkara warls dimana para

rg-masing memperoieh bagian darl warisan,

gla blaya uand Wmbul akibat perkara in




i

Memperhatikan  segala
berkenaan dengan perkara i,

pEmndHM"Ll'ldEﬂgan da-l'll

MENGADILI
Dalam ekseps
- Menolak eksepsi tergugat 1,
Dalam Pokok Perkara

I. Mengabulkan gugatan penggugat I.Jn.b.ﬁ: sebaglan,
2. Menetapkan ahll waris almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia serta
baglan masing-masing dard harta warisan sebagal berikut :
a, A, Nami (isteri almarhum Baharuddin bin H. Aboe) memperaleh bagian sebesar
478/29568 baglan,
b. A. Apriyanto bin Baharuddin, memperolen 3346/29568 bagian.
¢, Hj. Mursla binti H.Aboe, mempearcieh 1912/29568 baglan,

d. Arsyad bin H. Aboe, merperaleh 7744/29558 bagian,
e, Maming  (suaml almarhumah Fatmawatl binti H. Aboe) memperoleh

478/29568 bagian.
£ Renl bint Maming, memparoleh 476/29568 bagian.

g. Fahmi binti Maming , mernpercleh 956/29568 bagian.

h, Abang bin HAbog, m,emperoieh 3824/29568 bagian.

1;‘ Ahmad Yani bin H. Ahos mempercieh 3924/20568 baglan.

§. Arifin bin H. Aboe, memperaleh 3R24/29568 bagian.

k. Evo bintl H. Abog, memperoleh 1912/29568 bagian.

|, Nurintang bint Muh, Dg. Mallangl, memperoleh 792/29568 baglan.

warigan dar aimarhun H. Aboe dan  almarhumah

3. Mene@pkan harta

ng lebih 3 are besarta sebuabh rumah

i Kelurahan Botto, Kecamatan

sebagal berfkut :

AT z




*x
- Sebelah ’j
ukara @ Tanah dan gedung kantor DIKMUDORA Kab. So %"h; j

- Sebelah tmur - Tanah dan rumah Aminuddin Syam.

- Sebelah salatan: Tanah dan rymah almarhum Saleh BasoWittuing,
- Sebelah barat - Jalan Abdul Muis.

b. Sebldang tanah perkebunan Blok 002 No, 105 seluas
batas sebagal berkyt

109 are dengan batas-

- Sebelah utara @ Kebun A Resaling,

- Sebelah tmur @ Jalanan,
- Sebelah selatan : Kebun H. Jale.

- Sebelah barat : Kebun Hj. Sennanag.

€. Satu unit rumah BTN Tipe 45 beserta tanahnya seluas kurang leblh 161.28 M2 |
yang terletak di BTN Minasa Upa Blok L 1 Nomor 9 dengan batas-batas sehagai
berikut
- Sebelah utara : Rumah BTN Blok L 1 Nemor 10 milik Bapak Ramadhan. |

- Sebelah timur : Rumah BTN Blok L 1 Nomor 8 milik pak Mukhtar.
-Sebelah selatan: Jalanan dan sekolah.

-Sebelah Barat | Jalanan.
4 Menghukum tergugat I, II dan [IT untuk menyerahkan dan membagi harta warisan

dari almarhum H, Aboe dan almarhumah HJ. Hamsla sebagaimana tercantum dalam

angka 3 muka, kepada para ahll waris almarhum H. Abos dan almarhumah

Hj. Hamsla bagian ma

dan apabila tidak dapat dibagl
lelang di depan umum dan haslinya dibaglkan kepada para ahil waris tersebut,

sing-masing sebagalmana tercantum dalam angka 2 di muka,
sacara natura, maka harta warlsan tersebut dijual

5. Menolak gugatan penggugat selain den seleblhmya.

6. Menghukum par
00 (dua

sefumiah Rp 2.807.400,
jah  diputuskan pada ha

plhak untuk mambayar secara tanggung renten biaya perkara in
juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah),
o kamls tanggal 16 Jull 2009 M., bertepatsn

kian ;
DEITI D.IH_I kEﬂ'll Drs,\_ fll‘|-|.,|-|'|J RHW-HH L‘ S-Hnr M-Hu-

dengan tanggal 53 Rajab 1430 H.,

__H
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sebagal Hakim Ketua dan

Dirs, HUhi:ﬁ, S.H dan D )
Hakim Anggota n Drs. H. Baharuddin, S.H., se

tusa ,
b o ¢ PUtUsan mana diucapkan di muka umum pada harl itu juga de
Le] :

hadimya para tergugat dan Para turut tergugat,

olel: penggugat,

Panitera Penggant]

Dia. Hi. Fatimah,
Perincian Blaya Perkara :
- Panggllan Rp  30.000,00
- Pangglian Rp 1.426.400,00
- Pemeriksaan setempat Rp @D.ﬂﬂtﬁ,m
- Redaks| Rp \_,5.000,00
= Meteral Rp £.000.00

Jumiah Rp 2.807.400,00




KOMPILASI
HUKUM
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KOMPILAS HUKLUM 1SLam

BUKL [
HUKUM PERKAWIMAN

BAR |
KETENTUAN LInLM

Paenl 1
Yang dimaksud dengan :

g Peminongan alah ke m .
y :;m;g, pria dengan Eﬁt:ng ﬁr:::ﬂ updya ke amh lerjadinya hubungan perjodchan anlara
| hakim talah wali nika ditunjuk olsh Menter e
yang diberi hak dan "‘E'“'W?:IEH unhabi:hbam' i mﬂﬁﬂﬁﬁﬁm TSR
¢. Arad nikah ialsh rangkaian jjab yang diucapkan oleh wall dan kabul yang divcapkan oleh
mampelal pria alau wakilnya dsaksikan obsh dua orang sas,

d. Mahar adalah pembeériandar calon mempelal fria kepada calon mempeaial wania, badk barbanluk
barang, usng alau jass yang lidak bertentangan dengan bukum siam:

@, Takli-alak lalgh pedanjlan yang divcapkan calon mempalai pria setelah akad nikah yang
decantumkan dalam Akta Nikah barupa Janji lafak yang digantungkan xepada suaty keadaan
lartanty yang munghin terjadi dimasa yang aken datang,

I. Harta kekayaan dalam pedawinan stau Syickah adalah harta yang diparolah bafk sendirl-gendir
alzu bersam suami-isten selam dafam katan perkawinan berangsung selanjiiinys skeebul harla
barsarma, fanpa mempersoalkan terdallar alas nama siapapun;

{. Pemelinaraan atsk slau hadhonal edalah keglatan mengasunh, memakharadan mendicik enaka
hingga dewasa atau mampu berdin sandir;

h. Parwalian adaiah kewenangan yang diberikan xepada sessorang unluk melakukan  sesual
perbustan hukum sebagal wakil untuk keperdingan dan atas nama anak yang Gdak mempanyal
kadua orang tua, orang lua yang masih hicup, ldak cakap malakukan parbuatan hukum;

|,  Khuluk adaleh perceraian yang terjaci atas permindaan el dengan memberican lebusan atau

wwadl kepads dan atas persalujusn suaminys;,
. Muteh adalah pemberian bekas suaml kepada sterl, yang difatuhi talak berupa bendaated uang

dan lalnnya.

BAB I
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasx 2
n lslam adalah pemikahan, yaitu skad yang sengat kial alau milssagan

tah Allah dan melaksanakanny® merupakan inedah.

Pasal 3
kehidepan remah Wngga yang sekinah, mawaddah, dan

Perkawinan menurut hiku
ghalidzan unluk mentaall parin

Padiawiran tertujuan uniuk mewUgdkan
rahmah,
Pasal 4
g dilakkan WWMﬂwﬂﬁmgm pasal 2 aynl {1)
tpntang Parkawinan.

Fasal 5
at lstam setind parkawinan hamus dicatal,
— wwn.ﬁﬂﬁ‘:*‘ﬂh dilakukan olsh Pegawai Pencatat Nikah

1 r tesjamin
12::: :g::ahlﬂn pmﬁﬁ?mmmmﬂﬂm Ne.22 Tahun 1946 jo Undang-undang MNo. 32
ya:

sebagaimand
Tahun 1954,

Paricawinan adalah sah,
Undang-undang No. 1 Tahun 1974

— e ——— donesia’, Direidorel Pambinaan Peradilan Agama {slam

"M isiam di | .
e danfﬂmmp:hmgm (glm Departemen Agarna, 2001,
Ditjen Pe

L

T B,

_

F



(1) Untuk memenuti ketentg, Pasal §
1 n datsm i
i gomn d::;:nan BEngawasan Pagame oo 2" Serian perkawinan harus diangsungkan dhadapan
ekuatan Hukom: oon € U2 pengawasan Pegawai Pencatat Meah Bidak mempunyai

E’{ E“J-?&“E?'L?i“ﬂ.ﬁ?ﬂ? qﬁ“ ' Sangan Akl Nikah yang dibust oléhi Pégiwal Pancatal Nkah.
ke Pengadilan Agama. ukiikan dengan Akats Nikah, dapad diajukan itsoat nikahnya

{3} Nsbat nikah yang da
berkenaan deﬂg,:?, pat disjukan ke Pengadilen Agsma terbatss menganal hal-nal yeng

{a) Adanya perkawinan dalam ka .
F"; :LLBHEII'I:-'H iy rabyka penyalesalan percaraian;
& anya kerapan lentang sah aiau tidakmya salah satu perkawaan;
Syaral n;
E:; ganwr:l ::d:la;:umz E‘Hi;ar}ﬂ];helum berakunya Undang-umgang Mo 1 Tahun 1874 dan;
rhawi Wkenin meneia tickak alangan }
manurut Undang-Undang Mo.1 Thaun 1974; s EARP X i
(4) Yang berhak mongajukan permohonan ltsbat nikah fweh susmi alay i, anak-anak mereka,
wali nlkah dan pihak yang berkepontingan dangan perkawinan by,

Pasal B
Putusnya perkawinan selain ceral mati hanya dapat dibukikan dengan surat ceral berupa putusan
ﬂarﬁ;ﬂdﬂnn Agama baik yang berbenluk pulusan parceraian lhrar talak, khuluk siay pulusan Eakik
ak,

Pasal &
(1) Apabias bukli sebagaimana pada pasal B bdak dilemukesn karena hilang dan sebagainya, dapat
dimintakan salinannya kepada Pengaditan Agama
{2) Dptam hal sural bukll yang dimaksud dals ayal (1) tidak dapal dperoleh, maka dagai digjukan

permahonan ke Pengaditan Agama.

Pagal 10
Rujuk hanys dapat dibuktikan dengan kufipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikelusrian oleh

Pegawal Pencalal Nixah.

BAE
PEMIMANGAN

Pasal 11
i hendak mengan
Peminangan dapal fangsung diakukan oheh orang yang berkehe pasangan jocoh,

tapi dapat puls difakukan ofeh perenia a yang dapal dipercaya,

Panal 12 :
{1} Pemirangan dapat ditakukan serhadap seotrangwanila yang masih perswan atsu terhadap jands

& wmg r::h:.;q n;:;f::ﬂfa gﬁdr:h;:@ masih bersda dalam masa iddah tafiah, haram dan dilarang
AN
() Durang Juge maminarp s€0as w2k o0 Yo T
B
tersebut tlﬂ_um Fuhﬁjﬂ ﬁﬁg:ﬂi;ﬂn’a pﬂmrm tentang pulesnys hubsungan i ngn
{4 FWEH}':HJP;M”FE‘LIW Pria yang meminang telsh menjsuhl dan maninggalkan wanita yang
atay ze diam -
dipirang.
s Pass 13
betum menimbutkan skibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan
(1) Pimangan L)
3 dilakukan dengan tata cara yang bak sesual
pemirangar. utiskan hubungan P‘mﬂﬁ sahingga letap terbina kenskunan dan safing




BAS Iy

Bagian Kesaty
Riutiin
Lintul mélakssnakan o . Pasalia
a. Calon Sugml: Parawinan harug ads :
b, Calon ister:
c Wall nm-l
. Dus orang saks! dan;
& Kab dan Kabul.
Baglan Kedua
Caban Mempalal
Pasal 16

(1) Untuk kemaskshalan keluarga dan rersh tangga, perkawinan hanya boleh dilahukan calon
mempela yang 1elah mencapal umiir yang ditslapkan dalam pesal 7 Undang-undang MNo.l lahun
1874 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isber sakurang-
kurangnya barumur 16 tahun

(2) Bagl calon mempelal yang bgefum mencapal umur 21 tahun harss mendapati izin sebagaimana
yanyg diatur dalam pasal 8 ayal [25,03),{4] dan (5] UL No, 1 Tahun 1974,

Pasal 16
{1) Perkewinan didasarkan ates perselujuan calon mempsatal,
(2} Beniuk perselujuan calon mempelal wanda, dapal benipa pernyalisan lagas dan nyata dengan
tulisan, lisan alaw isyaral Bpi daped fuga berupa dam dalam artl salama lidak ada panolakan yang

tegas.
FPasal 17
{1} Sebelum bertangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah renanyakan bebil dahuiu

reatujuan calon mempelal di hadapan dua saksi nikan. _
[2) Ea tﬂnjw'ai.ﬂ perkawinan lidak dissiujul obah salah searang calon mempelal maka pedsawinan ifu

idak dapat ddangsundglan.
[3) :Jagzi ﬂ;ﬂ:‘ m.—:gpgm;gm menderita tuna wicars Blau tuna rungu perselujuan dapat diryatskan

dengan lulisan atau Eyaral yang dapat dirmesgerl,
Pazsl 168
Bagi calon suami dan calan isterd yang akan melangsungkan parnikshan bdak terdapat halangan
perkawinan sebagaimana distur dakam tanh W1,

Baglan Ketiga
WWall Mikaih

Pasal 18 ;
Wall nikah datam porkawinan merupakan rukun yang herus dipenuhi bagi calon mempelsi wanita
m

yang bertindak untuk menikahxanmya
Pasal 20

ai wali niah ialah seorang lskideki yang memenuhl syaral hukum lslam

snbay
{1 wr% ::‘ml e baligh.

(2 Yol nikah terdirl dan

a. Wali nasab;
b, Wali hakim.
Pasal I1
kelompok dalam yrutan kedudukan, kelompok yang saiu
ampat 4 tidaknya susunan kokerabalan dengan calon

coh :
0 g, o e 2,5




Petama,

Kedua, :'EHE"{?’“: IS gats lunus kestas yeko ayah, Kakek dars piak ayah

Ketiga, ﬁﬁ;ﬂiﬁﬂl f&? M Kandung siau saudara lakidaki sesyeh, dan

e
kakl:kaki mereka Akl kandung kakek, saudara taki-lakl seayah dan Kelunnan

(2] Apablla dalam satu kslompok
menfadi wali, maks yan wall nikah lerdapat bebersps orang yang sama-sama berhak
kekerabatannya dengan calon MIW menjadl wall ialah yang lobih dekat darajat
{3) Ababila dalamsaty kelom ".E”EII ; : _
nikah {alah karabal kmtdurp!:ﬂmm,lgh:::;ﬁ# #ka yang pafing barhak menjadi wai
i wm dalam salu kalompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-ssia theraat kanding
‘Eﬂmﬂf'ﬁﬂﬂ'ﬂ dengnn kerakbal sadvah, mafeks sama-sama barhak menjad) wali nikah, dengan
mengulamakan yang lebin twa dan memsagh syaral-gyarat wall.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak. srutannva Gdsk
! il memanuhil syarat sabagal wall nikah stau
oleh karena walf nikah itu mendarits luima wicars, bas fiirgu atau sudah wdrer, maka hak meniad walf
bergeser kepada wal nikah yang lain menurit derajat barkutoye,

Pasal 23
(1) Wall hakim baru dapal bertindak sebagal wall nikah apabila wall nasab fidak ada alau hidak
mungkin manghadickannyn alau Hdak dikelabud tempat finggainye afau gaib stow adial atau
anggan.
(2} Dalem hal weki adlal slau enggan maka weli bakim baru depat bedindek ashagal wali nikeh
satelah ada puluzan pengadilan Agama lenlang wall lersebul,

Baglan Kesmpat
Saisl Nikah

Fasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun polaksanasn akad nikah.
(2) Sslinp parkawinan harus disaksikan oleh dua orang saks

Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah @lah seorang laki-aki musiim, adil, agl
baligh, lidak terganggu ingatan dan Ldak una rungu stay i,
Pasal 26
siknn secara langsung skdan nkah serta menandalangani Akia

Saksl harus hadir dan menyak
Mikah paca wakiu dan ditampat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kafima
Asad Mikah

Pasal 27
b dan kabul antara wall dan calon mempelai prin hars [jelas beruntun dan lidak berselang
LE

wakiu,

28
Akad nikah dilaksanakan sendir secard pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wail nikah
nika T

mawakilkan kopada orang b,

Pasal 29

galon mempelal pra socera pribadi,

ikah daspat diwakitkan kepada pris lain sengan kelanfuan
pgas Secard tertulis Dahwa pansamaan wikil alas

capkan gabul ialah
{1) Yang berhak mMenQUEEE " oo kabul nikah
{2} Dalam hal-nal tertell SRR aca yang |

Mk | pria meeT 4
ﬂgnmh i?u.inh;ﬂalih iUk marmpelal pria




(3) Dalam hal calon e
nikah tidak boleh dnaﬂum:;:‘::““ Aty wall keberatan calon mampalai pria diwakil,maka akad

BAR Y
MAHAR

Calon mempelai pris veal) memb Pasal 30
dan jenismya dl‘-ﬁapﬂgg .n-,:ﬂ,;uﬂ h':'ﬂr-::j maltar kapada calon mempetal wanita yang jumiah, beniuk

Pasal 31
Penentuan maha
r berdasarkan alas kesederhanasn dan kemudnhan yang dianjurkan oleh ajaran

. Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mgrnpelal wanda dan sejak itumaniads hak pribadin.

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan funal.
(2} Apabila calon mempeisi wanita menyelujul, penyerahan mahar boleh diangguhkan bk widk
EEIi.II'LIhﬂ]:I ;tnu sabagien. Mahar yang belumdilunaikan penyerahannya mengedi hutangcakon
mempelal pria,

Pasal 34
{1} Hewsjiban manyerahkan mahar mahar bukEn merupakan rukun dalm perkawinan,
{2} Kealslaian menyebul jents dan jumalh mahar pada wakly ekad niksh, tdak menyababkan bataim
perkawinan, Beghu pula halnya dalam keadaan mahar mash terhulang, fidak mengurangl sehmya
perkawinan.

Pazal 35
{1} Suaml ysng menlatak |sterinya gobla al dukhul wajib membayer selengah mahar yang (olab

ditentukan dalam skad nizah. _
(2} Apabita suami meninggal dunia gobla sl dukhul lutapl besarnya mahar belum ditetapkan, maks

sumai wajih membayar mahar mitsi.

Pasal 35
. har hilang sabetum disasahkan, rahiar i dapat :Eiganli dengan barang lain yang sama
e e i o 3 S v S S 42 o

dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila teradi selisin pendapat mengenal jania dan niai mahar yang dilelapkan penyelasaian

diajukan ke Pengadiian Agarma.
m:;.g ke Iefepi calon I
digeratkan mangandung atau kurang, mempelal 1eiap
1 o e e S e
bersadia m cdak untuk ma mahar karena cieat, sua manggantinga dengan
{2) Ambﬂulnr?im‘i I'Ir‘:ﬂwt o cat. Selama Penggantinya balum diseratikan, mahar dienggap mash
mahar ya :

balum dibayar,
BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasa 38
\an perkawinan griara seorang pria dengan SEOTENG wanita disebabhkan ;
Dilarang mefangsung ; ol )
g pertalian nasal . prmalahirkin alay YANG Menurunkannys keterunannya

m ?Tﬁgm seprang wanita yanir o ayah atau ibu;

denga nita keturuna
4 de mr:ignﬂ::mﬁmm#mmmwmm
i2) Emmrgarmm karabat semenda :

L ————————————




8. dangan seorang wani,
yang malahirkan i
2 Gondan seoong wants okt o e bkes oy
iri: wanita katurunan i1ar b 3
d. &ﬁ?ﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬂu sty fly :nutni?m- isterinya, kecusli putusnya hubungan
(3} Karena refallpn SesUsuan :bﬂkalﬂl-ﬂ[ kgl
B,

dengan wanita yang menyiisii dan

Ban T
g
3
g
a
-]
2
g
=
B
3

i b LTS !
dengan anak Yang disusui cheh izlgrinrys dan kﬂu:JE::.: —

Fasal 40
melan
nﬂflﬂﬁ gsungkan perkawinan antara searang pria denagn sesrang wanits karena keadaan
a. hmwwanlmjtrghmgkmmmmmmsnmm inan deng i
fwinan an Fanm;
b. ssorang wanila yang mash berada datam masa iddah dangan pria lun; i
€. sesorang wanila yang tidak beragama islam.

Pasal 41
(1} Searang pra dilarang memady isterings dan S&0arang wanita
portalian nasab atau sesusuan dengan 1E'Iﬂnnwg?n s e edhennt
a. saudars kandung, seayah atau seibu atau ketununannya;
b. wani= dengan bibinya atau kemenskannya,
{2} Lerangan tersebul pada aya! (1) letap berlaky maskipun isteri-istesinya telab ditalak aii, tetapi
reasih dalam mass iddah

Pasal 47
Seorang pria ddarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersabat
seclang mempumyai & (empat) oang ister yang keempal-empatnya masih lerikal (9l parkawinan say
masih galam [ddah talak raf | atabpun salah seotang dianiere mereka masih ledkal tall perkawinan
sadang yang lainnya dalam masa ddah tatak raj’l.

Pasal 43
f1) Dilarang melangsunghkan perkawinan aniara seorang pria
} & da.'H'E;:.!.‘- se0reng wania bakas isterinya yang ditalak tiga kall
b. dangan secrang wania bekas isternys yang dili’an. R ) .
{2} Lacanqan terssbat pads yal {1) hurul a. g, halau bakas isten tadi telah kewin dengan pria
@in, oemsdian parkawinan lersebul putus Ba da dukhul dan [Biah hatis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorsre] wanda isiam ddarang melangsungkan parkawinan dengan seorang prin yang tidak

sy kg,

BAR VI
PERJANJIAN PERKAWINAN
Pn_auﬁ _
fw}mmmmm perjanjian perkenwinan dalam bentuk :
1. Telak i ah latam.
2. mmmm perteartangan dengan hukum
Pasal 46
n dengan hukum lskam.

p fasriailaniiE
(1)t tadelive tpbai tudaale bookah 1 alarn Lakiik taiak betul-betu lerfadi kemudian, fidek dengan
j i friitha tuh, ister harus mengajikan
(2] Bgssriin vaslih fae] bk sungguh-sungguh atuh, ngaj
serdirinps Lalik jtuls, TANEEF
e et A1
P [yl i M:ﬁ;'u-mm kst sty yang wajib diadakan pada selinp perkawinan, akan tetspi

(3) Perjanisn 'I-*LJ'L s i jaryikan sk et dicabut kembili
el Lo

L ————————




(1) Pada waktu stau sebekm SR e
perjanjian tedulls yang Hﬂﬂ;ﬂ';“m diiangsungian kedua calon mempelal dapal membual

perkawinan, w2l Pencatal Nikah mengsnal kedudukan harta calam

§ sepanjang hal itu tidak bertentangan dangan |slam.

: g alas, bolah juga s jia
BSIN G- Masing jga isi perjanjian fu menstapkan
bersama atau harta syarikal T 0edakan kakan hipolik atas hada priad] don haria

: Pasal 48
{1) Apabils ditruat perjaniian porkawinan mengensi pemisah harts bersama atay harta syarikat, maks

peranfan lorseha
e t tidak boleh menghilangkan kewsaflban suami untuk memanohi kebutuhan

(2) Apablla dibuat peranjion perkawinan fidak memenuti ketentuan tersabut pads ayat (1) dianggap

telap terjpdi pemisabian harta bersama stay harta '
biaya kebuluhan rumah langga. ST

S Pasgai 43
(1] I'-"uﬂ_BIJLEI'l percampuran haria pribadi dapat mellputl semua harta, balk yang dibsws masing-
masing ke dalam perkawinan maupun yang dipsroleh masing-masing selama perkawinan,
{2} Dengan ldak mengurangl ketentuan tersebut pada ayal (1) dapat juga dipefanixan bahwa
pefcamplran hafa pabadi yang dibpwa pada soat perkawinan . dilangsungkan, sehinggs
pereampuran inl tidak meliputi harta pribadi yang diperclen eelama parkawingn ol sebalikngm,

Pasal 50
{1} F'ﬂj-l:n]ran perkawinan mangensi haria, mengikal kepada para pikok don pihak ketiga larhilung
(i1 71
tangpal ditangsungkan parkawinan di hadapan Pegavesi Pencatal Nikah
{2) Perjanfian perkawinan mengenai hara dapat dicabui atas persetufi-an bersama suami istar dan
i
f::‘nﬂanmnmr& di Kanior Pegawal Pancatat Nikah tampat perkawinan dilangsungian
[3) sejak pendaftaran tersebul, pancabulen [elah mengikat kepada suami ston letagi lerhadap pihak
keliga pencabutan bary mengikal sajeh tanggal pendaftamn iy divnumkan suami isten dalam
sualu surat kabar setempal )
{4) Apals dalam fempo @ (enam) bulan pengUmMUMAN letak dilakukan yang berzangkutan,
pandaftaran Fﬂl'll';ﬂh'l.lhn dasgan sndiring gugﬂ' daan fidak mangixal Kapada ﬂi’ﬂf kabign.
{5) Pencabutan perjanjian perkawinan mangensl haria tidak balsh mersglkan pedanjian ylang meiah
diperbusl sebetumnya dengan pibak keligs.

Pa=zal 57
kawinan memeberihak kepada isterl uniuk memainia pambatalan

Pelanggaran atas perjanjisn par lasan gugatin percersian ke Pengadian Agama.

nikah atau mengajukanny:. Sebagal 3

Pageal 372
an dengan ister kedua, keliga dan keempal Bboleh

Pada sast dilangsungken perawin giiran dan biaya ruman tangga bag! ister yang skan

doiperjanikan mengenal tampat kedigman, waki
dinikahinya i,

BAS VIl
o IN HAMIL

Pasal 53
. + ciik@wirikan dengan pria yang menghamilinya.
(1) Seorang wanila M"n"' :!;:; "r:s;'l'd:. mpa g disebul pada ayal (1) dapal diaingsungkan tanpa

2} Perkawinan oenga ;
o menunggy lebin dahuly kelahiran anaknys t wanita hamil, fidak dipsriukan pérkawinan ulang

parkawinan pacta &3d
an dilengsungkannya
ﬁ:!-} Dﬂl'l:ﬂ A ng alunduﬂﬂ Ehir.




(1} Selama sesearang magi Pl 4
- fm:ufmnd“ :gaﬁm“ wﬁmfﬂdnm Ihrarm, tidak beteh melangeungkan perkawinan dan fuga
pabila 1etjadi perkawinan |
PeFKEWINENNYA lidak sah, dalam keadaan theam, stau wall nikahnya masik berada dalam Ihram

BAR X
BERISTERI LERIH SATU ORANG

Fasal 55
E;.E g_:;lirzmaubt:ﬂmﬂghlmid”ﬂ- U bersamaan, terbatas franys sampsi empat fster,
dan  anak-anakmya, 4 Bearang, svami harus mampu berfaki sdi tevhadap lster-ister]

3 i
{3 mm;ﬁft utama yang dissbut pada ayat (2) lidak mungkin dipsnuhi, suami diarang beriste

Pasal 56
1) Suami yang hendak berister labih darf salu afang hanse mendapat i2in dan Pengadian Agama.
(Z) Pengajuan permohonan ldn dimaksud pads syat (1) dilskukan menunit pada tata cars
Esbagaimena  diatur dakam Bab, Vil Beraburan Pemneritah No.@ Tahun 1575
(3} Perkawinan yang diakukan dengan ister kedus, keliga atay keampat tanpa (zin darl Pengaditan
Agama, tidak mempunyal kekuatan hukum,

Pasal 57
Pengadifan Agama hanya memberikan izin kepada seorang susmd vang akan borsian lebih Zari
seorang apabila ;
a. isteri tdak dapal menjslankan kewaiben sebagal istar;
b, ister mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembubkan;
& istor tiak dapat melanirkan keturunan.

Pasal 58
{1) Seigin syarat utama yang disebut pada pasatl 55 ayat (2} maka untuk memperoleh izin pengadian
Agama, harss pula dipenubi syarat-syarat yeng dientukan pada pasal 5 Urdang-Undang No.
Tehun 1874 yailu

a. adanya pesstujuan islen, . . :
B admf.: Kepastian bahwa suami mamgpy menjsmin kaparidan Madup sier-slen dan anak-anak

ek,
Dengan fidak mengurangi kelentuan pasal 41 huad b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

o pmngwjuan lslurluzll;u g1pr-istar dapal diberikan seeara tertulls atau denganiisan, tetap sekallpun
letah ada perselujuan tertuls, perselufuan Inl dipertegas dengan persetujuan lisan ister pada

dilan Agama. ; -

{3} 'Pmlﬂaiﬂr.gmmz?l:lltﬂ?;ﬂkwdﬁﬂﬂ ayal {1) huns a lidak diperlukan bagi ecorang suami apabila isteri atau
lstari-istprinya tidak munghkin dirmintai perselujuannya dan fidak capst menjadi pihak dalam
perjanjian stau apabila tdak sda kabar dar isted alau ster-slernyasekurang-kurangnys 2 tahun
ataum'l karanm sebaly lain yang perh mendapal penilaian Hakim.

Pasal 59

n persatujuan, dan parmohonan |20 unluk bersten iabih dari
Dalarn hal st lidak ;;J g;ﬂ"ﬂm ";','1' yang dintur datam pasal S5 ayat (2) dan 57, Pengadian
saty arsng hm‘dﬁ'&ﬂftﬂgmn tenyang pembarkan [zin setefah memeriksa dan mescengar istar yang
Agama dﬂpatﬂl';'lﬂl'ﬂ 8 pengadian Agama, dan terhadnp penslapan ini e alae susmi dapal
barsangkutan i persidangan
msngajukan banding atay kasasi

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

i Eganrﬁun;;-? ;_mmn thndﬂﬂi;“”mm bifa calon suaml atau calon ister yang akan
(2) Pencagahan perkawinin dnﬂ,u mamenuhi syr;é:t-ﬂmﬂm untuk melangsungkan perkawinan
O faum i3 lam dan peratirn Peaindsady ' ¥

::-‘




Tidek sekulu tdak dapat dijsdikan Humrm *

karena pecbedaan agama atau khikaaly a1 dien untux mencegah perkawinan, kecuall fidsk sekufu

(1) Yang dapat mencegah perkaw: Pasal 62
lurgs ke bawak, Eﬂl‘dﬂ’ﬁﬂlﬁum,ﬂh Pam keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan

pihak-pihak yang berzangkutan i pengempy darl saiah seorang calon mempela dan

(2} fﬂmﬂﬁnﬁm lidak penah mezaksankan lungainys sebaga’ kepeis keluarga ldak gugur hak
mencegah perkawinan yang akna diakukan ofieh wiali nikah :.-am'hi:.

. Fasal B3

parkawinan dalam perkawinen dengan satah :
melangsungkan perkawinsn: seorang ocalon ister atay celon suami yang skan

Pasal 64

Pejabat yang dilunjule unluk mengawas percawine ; E
rukun dan syarat perkawinan fidak tepanubi, barkewajiban mencegah perkawinan bila

Paszal 65
{1] Pancegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agems dalam daseah Hukum dl mana
parkawingan axan ditfangsungkan dangan memberiianuken juga kepada Pegawal Pencatat Mikah.
{2} Kepada calon-calon mempelal diberiiahukan mengenai permohonan pancegahan perkawinan
dimakswd dalam ayat (1) oleh Pegavail Pencatat Mikah,

Prsal 66
Perkawinan licdak dapat diangsungkan apabila pancagahan bely dscabul.

Pasal 67
Pencegahan perkawinan dapal dicabul dengan menarik kembal permohanan percegeban pada
Pengaditan Agama oleh yang mencegah alag denganpubugan Pangadian Agama,

Pasal B3
Paguwal Pancatat Nicsh fidak dipartalahkan melangsingkan Mau membanty malangsungian

g ia rongetahi adany? pelanggaran darl kelenluan pasal T ayal (7), pasal 8, pasal 9,
::g?“ir;anmbw I:asal qu Undang-undang Wood Tahun 1874 mesklpun fids% ade panceggehan

peErkawinan,

Paazal 6%
: gndapat bahwa lerhadap perkawinan lersebul ada larangan menurut
{1} Smu:nra paﬂ:ﬂﬂirﬁaﬁa e 4"“:;“ ia akan menolak melangsungkan perkawinan )
prag: igkan, maka pemintaan sash salu plhak yang ings melangsungkan porkawinan
B st Popnatet Ny sk oltvikan sust ketererign (a1l af PO ambue
sertai dengan .glasan penolskannyd. i : _—
:‘I Ehﬂh !l'ﬂ‘:ﬂh::?“wmm:;a ditoiak i it ;ﬂﬁl: mmm:::q;udﬂm ;nm.;ll.lix
Loty dalam wilayah mana Pegawni Pence menysrahkan sural keterangan perolakan
mﬁmm untuik memberlkan keputusan, denga
tersebut dintas. rkaranya dengan acara sngkal dan akan mamebrikan
(4) Perigadilan Agama akan Mﬁ P enoiaian fersebut atauksh mameriniahkan agar supnya

ketetapan, apabila aken

Frawinan dilangsungkan. fintangar-rintangan yang mengakibalken penciakan
fe :ﬂhglﬂ kawin dapal mengulangl pemberitahuan {entang

. i uatanniyd.
(5) Ketetapan ini hilang kekual
\aveabit hilang don pars pifiak yan
reakswd merska.




BAB X
BATALNYA PERKAWINAN

Perkawinan batai apabily - Pasal 70
a, Suaml metakuksn perkawi
x nasa, seg
MampUNYal empat orsng istert mhﬂhﬁ:ﬁ. gl:ﬁak bwrhak melshukan akad rikah karena sudah
- cesenrang menan bakas isterinya yang teish Sty dadl keempat [starinya dalam iddah talak raf
ister torsatyl p'u;:lmﬂmﬂ“ ol iy dlufi ga Kaf tlak clehya, kecuak bis bokas
tersebul dan telah habis masa Hd':ﬂmnnn lain kamudian bercersl lagi ba'ds 8l dukhul gsn pria
o s 8 %00 g mampu g i oments o
No.1 Tahun 1574, yaity : yang menghalangl perkawinan menurut pasal 8 Undang-undsng
;' barhmmgand:amh Falam ganis keturunan lurus kebawnh staukeatss.
It b‘ﬂlh'ﬂh'hﬂﬂ“ rah dekam gﬂﬂ‘! h'l'l.'..ll'lJﬂﬁn ﬂﬁn}ﬁm yally anlars saudary, ankare seorang
5 cangan saudara orang lua dan antaca senfang dengan sasdars nensknya,
g ﬁ;umhmsran Bemenda, yait mertus, anak tirl, menantu dan b atew ayah lir
; Ungan sasusuan, yailv omg tua sesusvan, anak sesusyan dan  bebk alsw paman

e. [sten adalah saudara kandung atsy sebagai bibl alau kemensksn dan istari glau isler-intanmya.
Faszal T1

Sualu parkowinan dapsi dibatalkan apabila:

2. saorang seaml medakukan poligami tanpa lEn Pengadilan Agama;

perempuan yang dikawin termyats kemudisn diketahuyl masih menjadi Bterd pria ain yang mafqud. [
perempuan vang dikawini lernyata masih dalam iddah dan siami lain;

parkawinan yang melanggar batas umur periawinan sebagaimans dietapkan dalam pasal 7
Undang-undang-undang Mo. 1. ehup 1974, i
perkawinan dilangsunsgkaEn aops wali aisy dilskeanaken oleh wall yang Udak bechak; |
perkawinan yang diaksanakan tengan paksaan,

Pagzal 72
{1} Searang susami atau isteri dapal mangajukan permohonan  pembatalan perkawinan spablia
perkawinan dlangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukim. . .
(2) Secrang susmi atau isteri dapat mengajukan permohonan pembalaian perkawinan apabils pada
waklu berlangsungnya perkawinan terjadi penipusn atau aalsh sangka mengenai dir suam atsu

istasi ;
A talah barnent), alau yang bersalah sangka fu menyadari keadsanya dan dalam
{3} Apabia ancamsa buian satelah ity masih ietep hidup sebagsi suami isterl. dan tidak dapat

jangka waktu & (#nam}
mingunam h}EﬂnjH untuk mengajukan parmahonarn pembatalan, maks haknys gugur
Pasal T3

atalan pm‘ﬁlﬁﬁ!ﬂnﬂﬂﬂ’:
mmahanan pamb ke alas dan ke bawah darl suami ataulster;

= 2l

™~ W
v

Yan ol mangajukan pe
Bars Kellzarga dalar garis keturunan s

Suami atau kstert; an perkawinan menurst Undang-undang.

Pejabat yang baryenang ml;%‘!":ﬁ ;:' k;'m A adanya cacal dalam fukun dan syarat

e B s I, T i o s

pe nan

dalam pasal 67.

B e,

74 |
(1) Parmahonan pembatalan mrmn d:é:;:‘zhzﬂin kepada m" A St TR
hmpﬂﬁﬂﬁtnumm:u:!ﬂrp:dalaﬁ putusan pum-ndﬂgﬁw mempunyal kekustan
= muﬂmﬂtpp:m nerpki snjar saat bearlangsUngyE parkawinan,
pasal 76

; k berlaku surut larnadap
Keputusan pembatalan pﬁhmz;iﬁauam sumaiatay ister murtad;

8. perkawinan yang batal karena R
D anak yang dilanirkan dar] perkaun

-

e ————————————



BAS ¥
HAK DAN KEW.IBAN SUAMI 1STERI
Bagian Kesalu
Umim

(1) Susml el memkul Pasal 77

B e e
bathin yang salid kenady yang aim o menghormatl, setla dan memberi bentuan tshir

{3) ﬂ;&?;ﬂm;vnﬁ?n t:‘llr.:h mengasuly dan memeliters sssk-anak meeka. balk

{4) suami isterl wajib H1HI1EI;‘JE;: %?ﬂ:&ﬂ?lﬁr R 10N DM A

{5 ‘xllf;;r:ﬂa;uﬁn matalaikan kewjitannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada |

Pazal TH |

{1) Suami lster] harus mempunyad lempat kKediaman yang telop,
(2] Fumah kadiaman yvang dimaksud dalam ayal (1), difenbulan oish suami Ber berssma,

Baglan Kedua
Hedudukan Suami lehen

Paszal 73
{1) Suami adalsh kepals keluarga dan jsier ibu rurriah angne. )
{2) Hak dan kedudukan tsteri adalah seimbang dangen hak dsn kedudukan suami dalam kehidupan |
hidup herama dalam masyarakal
rumah tangga din pergaulan P
(3} masing-masing pihak berhak vhtuk malakukan parbaatan hukum.

Haglan Katiga
Keswemilban Suaml

Pasal 80
tgtari dan rumah tangganya, akan telap mengenal hal-kal

(1) Susml adatah Pﬂmh'mmr':'?-p r?rpwd_zzm diputuskan gleh suma igter bersama.

wrusan rumah Iangga yand pe 1 Em mamberikan segala sesuniy keperuan hidup berumah
(2} Suami wajib meidungl Fslerinys nn-.g

tangga sesual mﬁﬁmpﬁhan kapada merinya dan memben kesempatan telajar
{3} Euamiwu:iﬁl Wr:nﬂ; napmﬂﬂmﬁ db-unnanﬂfﬁﬂl hagi agama, nusa dan bangsa.
(4) e dangan penghasislannyl suami Manategeig:

2. nafkah, hiswah dan jempat kedaman ﬁ'ﬁ;ﬁwmlmmnm

b. biaya rumsh fangga, biay B

c. biaya pendididkan hag;r'zﬁmw saperil tersebut pada ayal (4] huruf a dan b di atas mulal

pwajiban suami terha :

il :;ﬂm ::-;udah atia tamkin sempuma d{a:;:w tarhadap dirfinys sebagaimana tersebul pada
(6} lsteri dapat membebaskan SUAMTLL o

ayat (4) hurut & iiﬂﬂ D. Limana dimaksud ayst {5) gugur apabila ten nusyuz.
{7) Kewajiban suam sebag




ﬁﬂglﬂn Hﬁeﬂmﬂq
Tempa! Kediaman,

{1) Suami wajit menysdiakan Pasal 61
masih datam |ddah, 'empat kadiaman bagl isterd dan anak-anaknya atau bakas Ister yang
{2) Tempat kediaman adalah tempat g

atau datam ddah takak stay mmtﬁﬂ yaag ayak untul ister selama dalam iatan perkawinan,

{3) Tampat kediamnan disodiakan
wnliuk mekndungi i
sehingga marek iaterl dan anak-anaknya dan gangguan pihak lain,
53 & MEer3sa Amen dan tanteram, Tamgat kedisman Ju;u hertunasi ngat tempat

monyimpan hans kekayaan, sebagai 1
(4] Swami wagib malengkapl mmpa:g:dmgﬁ.mm| dan mesgatur alat-alat rumah tangge.

dengan keadaan lingkungan . O8jan kamampaantya Sera deesuaikan
PPN sarana F"mugr:ang mmal inggainwa, balk berups alat pefengkapan rimah tangga

Hagian Kelma
Kewajiban Suami yang Berlsterl Lebih Dan Seorang

Pasal 82
(1) Suarmi yang mempunyal ister lebilh dar ssaran !

; g barkewsjiban membseriken lempsd logaldan
oaya hicup kepads masing-masing islarl secara berimbang menunt besar kecinya jumlah
kaluama yang dll:_!ru;qung masing-masing ksterl, kecuall jka ada perjanjan perkawinan.

(2} Dalam hal para islec rela dan (hles, suami dapat menempatkan sterinya dalsm satu tempal
kedizman,

Bagian Kaananm
Hewalitman teterl

Fagal B3
(1) Kewajibn utama bagl secarang ister falah barbakli lahir dan balln kepads suami di dalam yang
dibanarken oleh hukum islam.
(2} Isterl menyalengoarakan dan mengatur keperiuan rumah langge sehari-har dengan Sabak-
baknya.

Pasal B4
{1} Isteri dapat dianggap NS |ikE ia fidak mau melaksmskan kewaiihan-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal B3 ayat (1) kecuall deng?n algsan yang san
{2) Selama ister dalam nusyuz, kawajiban suaml lerhadan [Slerinyd tarsatut pada pasal BO ayat ()
hurul @ den b tidak barlaku kecuall hak-hal untuk kepantingan anakiya. -
{31 Hewajiban supmi terseint pada ayat (2} di mmﬂﬂmﬂmﬂrm m;:.:vﬁ :
{4} Kaslentuan tentang ada atau Gdax adanya nusyuE dan yang sah,

BAR Xill
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal B85
Adanya harta bersama dalam perkawinan Ay fdak manutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atay ster.
Pasal 38
arcampuran anlars harta suami disn harls istesd kerena perkawinan.
(1) Pada dasamya tidak aca p dikuasi penuh olehmys, demikian juga hara suaml tetap

i ak Ister dan
Harta |ster tetagp m i i ‘
7 manjadi hak suami dan & penuh olehnys

Pasal 87

masing ausol dan o dan s Yorg dperieh s e setage
(1) Harta bawsan "m,.i,::;?adllah dibawah penguasaan mes '

hasish alay wa m padanjian m“:u untuk melskukan perbuslan hukum atas haris

menentukan lain daia ak sepenu
{2} Suami dan Isten mempunyal 1 _ sodagah stau ksinnya.




Apabila terjad Persalizhan anrgeg e

parsaiiEihan (i diajukan kepada Fﬂmﬂlﬂrj;m! I'u;nd lontang harda bersama, maka panyalasaian

Pesal 83

Suami i
' beridnggung jawan marjaga hana berssma, harts ister] maupun hira sendiel.

Pagal 80

Isberi furut :

{1) Harla bersama al Pasal 91
tidak berwigud, O mans trsebut dalam pasal 65  sles dapat berups banda banwiud atay

(2} Hara bersas j
i yang berwulud dapat meliputl benda Bdek bergarak, bands bergerak dan surat-sural

{3 Harla bersama yang tidak berwujug dapat berupa hek RN Kewaitan,

4} Hara b i
{4} o mf:nﬂ;ﬂaﬂ'lhﬂ vapal difsdikan sebagal barang jarminan oleh satah saly pihak ales porsstjusn

Fasal &2

Suami atau Eted tanps pa #n wihek fmln
Wit B, persetujuan pihak lain lidak dipertclehkan manjusl stas memindahkan

Pasal B3
1. Pertangpungiawaban lerhadap hutang suami slay Isled dibabankan pada haranya masing-masing,
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilmkukan untuk kesentingan keluanga, utbuh.an:En
kepada harla bersama.
3. Blla harta bersame hdak mancokupi, dibstvankan kepada harta susmi
4. Bila harla suami tidak ada atau mencukupl dibebankan kepads harta sled

Pasal B4
1. Hada borsama dar perkawinean seorang SUany yang mempunyai iser eeh darl seoang mesing-
masing terpisah dan berdii sondid. o :
2. Pamilfcan harta hersama dari perkswinan seorang suami yang mempunyal sler lasih darl secrang
sabagaimana tersebul ayal (1), dhitung pada saat berlangsungnya akad perkewinan yang kedua,

kefiga alau kesmpat.

Pasal 95
gtmntuan pasal 24 ayal () hwnd © Feraturan Pemaeriniah No @ tahun

1. Dengan fidak mengurangl k ayal
1875 ndan paganigiaﬂ yntuk meletakkan sita jamingn alas harla bersama lanpa adanya
sermohanan gugdlan cersl apabiia safah sstu melaxukan l:l;rhuaihn yang merugian dan

: T _horos, dan sebagainya.
hara hersarma saperti fud, mabuk

L5 rﬂn;E::H?n}l:;:nsita dapal dizakukan penjualan gtas hara bersama untux keperuan kelusmgs
dangan izin Pangadiian Agama.

Pasal 86 _
mati, maka saparuh hara barsama manjadl hak pasangan yang hidup Yebih

rang suami ey Istar yang isteni atse suarninya hidang
pagtien malisya yang hakiki alau matings sesang hkam

4. Apabia tededi ceri

Fasal §7
aging berhak saperdua dori hara bersama sepanjang tidak

Janda atau duds cerdl rr!-H.'rhiH" 2

ditentukan kain dalam perjanjian perkawing .
BAB X

FEHEL[HM"-J"H A AR

Pa=al 98
i stou dewasa adatah 21 tahun, sepanjang anak

ardid wia, smpenieny
(1) Batas usia anﬁéﬂﬁr&ﬂzwn rental atau belim perah mlangaungkan pe Awirvan
lersebut tidak




(2} Orang Wanya mewakil —
3. Pengadilan Agama ds perbunatan hukurn di delem den 6 luar

. pat m
kewaiiban trsebut apanily kmﬂuﬂ;’ hlrahar “ﬁ:{'ﬁ kerabat terdekal yang mampy menunalkan

Anak yang ssh adalah | Pasal 99
a. anak vang dilahirksn dalam atay akihat

Pasal 100
Arisk lewhir di
hahmn;athhunaphﬂ_ di liar pericawinan hanys mempunysi hubungan nasab dengan lbunyn dan

Pasal 101

Searang  GURMi yang mangingkan sahnya anak sedang i RgRaiEym
meneguhkan pengingkarannya dengan ii'an. = ) T e KR

Pasal 102
(1) Suami yang akan mengingkar seorang anak yang lahi dari islarinya, mengajukan gugatan
kepada Pengadilan Agema dalam jangka wakly 180 hai sesudah has labirya atou 350 hard
sesudah pulusnya perkewinan atau gefelah suami U mengetatul batvwa istinya melshitkan anak
:I:{hn berada di iempat yang memungiinkan dia mengajukan perkaranye kepada Pengadian
gama,
[} Pongingkaran yvang diajukansesudah lmpau waktu tarabul fidak dapat diterima

Paaal 103

{1} Asal usul seorang anak hannya dapat dituklinkn dengan akta kelahiran atau slat bukti lainnya.

{2) Bila akta Kelahiram alal buktilainnyn tersebut dalam ayal {1) tidak ada, moka Fengadian Agama
dapal mengeluarkan penstapan tentang asal Usul seorang anak setalah  mengadakin
pemeriksann yang telli berdasarkan bukd bukil yang sab, . :

{3) Atas dasar keletatapan pengadian Agama lerssbul ayal (2}, maka rstansi Pencaint Heahian
yang ada calam dserah hukom Pengadilan Agama treabul mengeluarkan skia kelahiran bagl

anak yang bersanghulan,

Pasal 104

anak dipertanggungkawablkan kpadds ayahmya, Apabiles ayahys stelah
(1) S&F:;E;Lz:y:mﬁ:m"m?ﬂ penyusLan dibebankan kepada orandg yang bemkaws|iban mamban

(2 g:rmhstzn mlaﬂﬂqrm“pﬁ:;ﬁnu dua tahun, dan dapal dilakukan penyapihan dalam masa
me dua tahun dengan persetujuan ayah dan lburya.

Pos 1053

Dalam hal terjadinya parcesaisn ; baburm berumur 12 tahun adalah hak Bunya;

8. Pemeiinaraan anax :my?nga: }:me mmﬁﬁ.ﬁmﬁm kepada anak untuk memith dantara ayah
; fiharaan and : -

. Ehuﬂ‘ﬂ seanai pemegang hak pemeinarEanys

6. blaya pemelharmanditanggh

Pasal 108
naknya yang belum dewasa atau
dan mengambangkan nasa a daik ey
ewajiban merawst n memindahkon aisu menggadalkannya kecusk
{1} Orang tua bark i, dati :g: ;[:q;b{ﬂm q dan keskematan anak fu mesghendaki atau
karana keperlsan “ngm.ah: dapat dihindarkan W'ﬁwm kesalahan dan kelstaion dari

tua barianggung jaws
) oo tarsebut pada ayal (1)




(1) Parwnllan hanya terha _—
4 :ﬂhngmnghan pur&a\:nagmmh " -
erwakian melpel peraalian larhad, harta
ap dirl da
(3 ﬂi;:ﬁd:::rnr:amlﬂy ::-nrhuat nl;a.uplaﬂad “;mmh:&amanr& penaal
¥ lannya, maka pengaciian
sl uk salah seorang kerabat uniukberfindak scbagal wali atas permahonan
(£} Wai sadapni-dapainya diambil dari kely

Bapiivan sehat, a0, jujur dan berksiskuan Lo @ Cul StEU aringlain yang sudsh dewsas,

an balk, atau Badan hukum.

Pazal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada
Atau ba
stas dirf dan Kekaynan anak atmg anakana o L " dan hlh;T untuk melakukan porwatinn

Pnszal 108
FPengadilan Agama dapal mencabul hak perwalian seseorgng atau badan méwm  dan
mmrmrﬂhka_nn]rn kepardn phak lxin atas parmobonan kerabathbya bila wall tersebut pamabuk, penjurdi,
pemboros.gila dan ati mslalaiken stau menyalah gunakan hak dan wewsnangnys sebagal wall demi
kepantingan arang yang barada di bawah perwakannya.

Fasal 110

{1) Wall berkewajiban mengurus dirl dan hara orang vang barada di bawah perwaliannya dengan
sebaik-bamnya dan berkewajiban mambsrikan bimbingan spama, pendidikean dan keberampilan
lainnya urdiiX masa depan orang yang berada di bawah persalianng.

{2) Wali dilarang muengikatkan, membebannl den mengasingkan haria orang yang berada dbawah
perwalianryve, kecuall blla parbustan tersebut menguaiungkan bagl orang yang berada & bawah
perwainnnya yrng tidak dapal déindarcan.

{3} Waii beranggung jawab lerhadap harta orang yang berada di bewah pecsallanoym, dan
mengganti kerugian yang timbul sebagal akibat kesalahan atau kelaisannys.

{4} Dengan tidak mengurang kententuan yang dislur gaiam pasal 51 ayal {4) Undang-undang Mo,
iahun 1874, pertanggunglawaeban wali tersebul ayat (3} harus dibuxikan dengan pembukuan yang

ikt tlap satu tatiun satu kall

Paszal 111 |

(1) Wall berkewajiban n:n;wh;:;a slha-lurunzhfrl;m ctang ) yglzhb&rﬂdl di bawsh perwalsnnya. bila

hersangkutan teah man LIILRT rrefniTh .

(2} ﬁ:ghﬂﬂ pa.rl.Egrlr:ﬂ tafah berakhir, maka Pengadilen Agama mmwﬁ p; .
antara wall dan oceang yand berada di bawsh perwaisnnya leatang a yang '“r"“‘qm“"
kepadanyd. Iserah

Pasal 112 rada di bawah perwaliannya, sepan]
akan hara orasg yFang be i , ang
dhm‘:.la:mﬁ:ﬂ kepantingannya menurul kepatutan alau bl ma ruf ksl wall fakir,

BAB XM
PUTLISNYA PERKAWINAN
Bagian Fasalu
Limaarm
Pasal 113
Parkawinan dapat putus karena
g. Kematian,

b, Perceraian, dan




PUluenys perkawinan Pasal 114
berdasarkan gugatan me disebabkan karana percersian dupal tegadl kenens talak atsu

Perceraian hanys dapat eaaki Pasal 115

tarsabut an di depan sidang P
eerisaha dan tidak barhasil mengamaikan tmmmw el o

Pasal 118
natau ﬂhﬁ!ﬂ-ﬁm:

alau manjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan kamn sebagsinya yang

Perceralan dapat tarfadi karena alasa
a, salah satu pihak berbuat zing
sukar disembuhkan:
b, ﬁ:ll:f:‘:ahi ﬂmk mninggatkan plhak lain salama 2 (dua) tahun berurul-turut tanga in phak lain
i ‘:i‘u p::: 'p'inﬂ::h alaw karena hef laln diluar kemampuannya;
- ! mEndupat ikuman : -
ool 3 s ; penjara & (ma) tehus alsu hukuman yang fsbih bersl
d. salah sat pihak melakukan kekajsman atau ! i i
penganiayaan berd yang memboah itk lanin;
£, Eﬂkal': =#lu phak mandapat cocal badab atau panyakit dangan akibal ldak ﬂmgnjuluntm
. kewaibannya ssbaga suami atay isteri:
. aniars siami dan lgled ferus manerus teradi perssisihan dan perengkaran dan Hdak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Suami menanggar laklik talak;
k. peralihan agama fsu murtad yang menyebabkan rjadinys ketidak rukunan datam rumah tangga.

Pasal 117
Talak panlah kear suami o hadapen sidang Pengacien Agama yang mengd salab salu sabab
puiusnya perkawinan, dengan cara sebagaimane dimaksud deiam pasal 128, 130, dan 131.

Pasal 118
Talak Ral'l adalah talek kesatu atsu kedua, dimana suami berhak rijulk selamaisten dalam mass

iddah,

Pasal 119
1. talak Ba'in Shughrea adalah talak yang fidak hodeh dingjuk tap bolah a2ad nikah barg dengan

bekas suaminya meskipun dalam iddsh, ;
2 Talak Ba'in Srz:ghma sehagaimana lersebut pada ayal {1) adalah .

a talak yang lerjadi gabla al dukhal;

b. talak dengan tebusan atahd kehwaluike;

&, lalak yang dijatuhkan oléh Pongadilan Agamia.

Pagal 120
. L tariadl untuk keliga kalinya, Talak jenis inf ldak dapat dirujuk
E":ﬁ;'& MTE:uigE::nﬁ;mnEnﬁ gpabila parnikahan s:: Lﬂdihhﬁlijhan salaiah haﬁs isder,
mu:ﬂmah duga;la arang lain dan kemudian lefed) perceralar ba'ca ul dian hadis masa lddwtmya.

- Pasat 121
Talak sunny adaiah tatsk yang dibolehikan yaitu talak Yan3 dijichlsam Jeimati e Yang. sedeng euo
d 5u

dan tidak dicampuri datam wakils sucl tarsabut

| 132
iy dijatuhkan pada wakiu ister dalam keadaan

itu talak yand
Talak bid'| adalahtalak yand ‘1’3 EﬁpMW pada wakhr susi tersabut.

haid sty e dalam
Pasal 123

dinyatakan d depan sidang pengadilan
’ ads saat percersian i
Percrralan i teradi terhiung

Pasal 125
inan antara ciiami Estar bl satama-amny,

Li'an menygbabkan putusnya P8

’




Li'an terjadi karena suam; MRy ; Pasa) 106

alau yang sudah lahic can s e 0UAk Zinah san atay

fersebut. inya, sadan anak dalam kandungan

gRaN ister menalak hduhan dan staw pengingharan

a, Suami bersumpah ampat
pat kali an kata duhan Zina dan stay poangingkaran anes tersebut

dikuti sumpah ksfima de .
pengingkaran lersebut dusty. | ' k3t Allah atas. diinya spabile fuduhan dan atau

b. Ister menolak luduhan dan >
“luduhan dan atau nmgingmpmhm glersabut dangan sumpah empat kal dengan kata

it A o W A et S GG e L G Y

c. lala cara pada hurf s dan Bl by far
¢ ]
d. apabils 1ata cam huruf  Gday iflikul de

Imrsebut benar™
but merupakan salu Kesatuan Yang tak terpizahkan;
ngan tale cava huruf b, maka dianggap tidak terad §ian.

; Pamal 120
Li'an hanya sah apabila dilakukann di radapan sidang Pengaditan Agama.

Baghan Kadua
Tata Cara Percaralan

Pasal 128
Seqrang suamil yang akan menjatubkan talak kepada isterinya mangajukan permohonan ba® lisan
maupun terulis sepada Pengadilén Agama vang mewilayahi tempat tinggal lster diserlal dangan
alasan serta meminta agar disdazan sidang uniuk kepexan iu

Pasal 130
Pengadilan Agama dapal mengabllkan atau menciak permohonan lersabul, dan teriadep kepulusan
tersebul dagal diminta upaya hukum banding ®an kasas

Fasal 131
Pangadilan agama yang barsangkutan mnmpelaiirl parmohonan dimaksed pasat 128 dan ﬂa!nm
walilu selambal-ambatnya tiga puluh hari memanggil pamchon dan sterinya unlu meminta
penjelasan tenlang segaia saswilu yang berhubungan dengan maksud merjaluhian falak.
2 Salelah Pengadilan Agama tidalk berhasil menashati kedua belan pikas d?'"“"""'ﬁ'“ 'i'"'h“’ sagon
" uniuk menjatunkan, tatak sents yang barsangkutan idak munpkin fagisup rukun Telmmad
mngga, pengadian Agams menjtuhkan Kepulusannyd WL T S

3 mg::ff:;:mf::ﬂw rempLnyai !.-;al:_-.l.ltﬂrl_ ukum tetap seami mengikrarkan akakoys deegan
Ssomy sngadion Aga, oo o1 S0 SNy i s s
4. Bila suami lidak mtaﬁ::; izin {krar taiak baginy® mempunyal hah:rﬂ;rllar\-.rkuhr:‘m letap maka
Fﬂngﬂﬂumlan :E.u:":mimm tpiak gugur dan katan pal*mf; L“:.n E;p:ﬂ s ki
5 ;Hm uldung penysksian (krar talak Ferd wlm T braki hikes suami dan lster.

' Tg_llai raﬂgi?ap efmpal yand my“ﬁnﬁq::tlm:::‘ wnpada Pegawal Pencalst Mikah yang
Helsi pertama beseria EIL“;.:B"'H ok dindskan mﬂg:n, hmhadun ﬂﬂu: ﬂ:?:mm
mewilayahi tampal w‘ﬁgi’-ﬂm' T of dan helai kaempat disimpan oleh Pengad
rmasing diberikan

ek

pagal 132
wuasanys pada Pengadilan Mgama,. Yang daerah
1. Gugatan pamn!ian dimfukan ';'L:ETPHH;;}H kecuall st meninggalcan tampal kedismmn
hmmmm mﬂilﬁﬂﬂ“ - - watua Pengadian Agama membesilahuban
fﬂ'.’;.ﬂ ﬁﬂﬂﬁw kﬂ""mﬂmﬁﬁnﬁw Indonesia selempat
2. Dalam h at
ada lergug

1an tersebut Keg
quga Pasal 133 gal 198 huruf b, dapat disjukan selelah

wgrpebld dalsm pa =
jasn . 4 fafi meningEadkan umah.
1. Gugalan percaralan karend ’gujﬂli H’E““fw'ﬂm': muwnmwﬂ. b micap. Sk mau g




Gupgatan percaraian karena alagan tarsuhp

cukep etas bagl Pengadilsn 18 huruf I, dapst dierima apabita telah

ama i
saleldh mendengar pihak kelusrga se Mengendi sehab-sebah persalishan gan periangssran iy dan

al dengan suaml ister tergabul.

hukuman yang labih dmi mendapat huklima

pLlusaEn I}Ermrsﬂl;n sabtgamaj bl dimaksod dalam pasal 118 bt ::nﬁ:iﬁu"{:;m l-.awq,ﬂ:::
memuiuskan parkara Hlsiawlﬂml nmuu L::'“! ckup menyapatan salinan pulusan Pengadiian yang
kekuatan hukum yang telag, ¥ang menyatakan batwa putussn ty teish mempunyal

Pasal 136
1. Selama berlangsungya gugatan perceralan  ataa tergugat
i parmahonam Al atau
ma_aarkan piﬂmjhangan bahaya yang mingkin ditim&yuian, Plp?r;ﬁﬂa%n Apama  dapst
; mngs-el I?Jnl':;n suami ister| lersebut unituk tidak finggal dalam saty rumsh.
) ama berangsungnya gugatan perceraian ugat,
Plixgadl ket S glas pormohonan penggugal stau larg
2. manantukan nafkah yang harus ditanggung oleh susmic
b. menentukan hal-hal yang periu untuk menjamin lerpeiiharanya barang-barang yang meadi

hak bersama suami ister atau barang-barang yang menjadi hak suami sty barang-barang
vang mengadi hak istan

Par=al 13T
Gugatan perceraian gugur apabila suami alaw tzterl maningga! sebelum adanys putusan pengedilan
Agama mengenal gugatan perceraian il

FPasal 138 ot
4, Apablla tempat kediaman lergugal tidak jefas atau tergugal boak mempunyai tempal kediaman
rﬁp:g totap, panggilan dilakukan dengan cara menampéikan gugatanpada papan pangurmuman di
Pangadilan Agama dan mangumumiinnya malalul safu atsu Debrapa sural kabar atal mash
i ditela oleh Pengedian Agema. .
2 gid;nl?rmiu:gmalalup‘::ﬂl kabas atau surat-siural kabar alad mMass midiE jurw&l:u. ny?‘t {1}
dilakukan sehanyak 2 (dua) kall dengan tenggang waki satu bulan antars pengumuman parfama

3 mﬂ? dwakiy anters pengglian terskhir sebogeimana dimaksud peda ayat (2) dengan

persidangan di urang-kurangnya 3 (tiga) bukan,

2 e s o maksud daiam ayat (2} don lergugst Mau Kuasanya
Y Eumm#h dmm:mﬂ;:ﬁéﬁwﬂuwﬁu. kecuall apabila gugatan ilu lanpa hak
telap Hdak r, qQug !

atau tidax beralasan.
grada dalam hummpz?ngmm dimaksud dalam passl 132 ayal {2),
mqﬁﬁ&?ﬁniﬂam P:':f"k""-'“ Repubik |ndonssia sstamps!
I “r:ahlm selambat-ambatnya 30 (liga putub} har
{an pOTCETBIAn aunmm;a rﬂ . ks
1, Pemeskazan gugd ol
spletah diterimanya borkas Iltﬂ';x% ﬂ;;mn‘ perceraian :ualrh.l= ﬂwm bnyEng ki
2. Dalam menatapkan wn;dnuw panggilan tarsobut oieh pangguge lergugal
mrggmn il ortl tersebul datam pasal 118 hurul B, sidang
Pl siam keadaan 70 & (enam) bulan terhiung ssjak
terqughat berada ¢ sapkan sekurang-kurandnys
3, mmm;ﬂﬂn gugatan Pmﬂlar.ﬂ:,.dﬂi Kapanitaraan pangadilan Agama.
gatan paroe

gu
dimasukkanys Pasal 142 ledl dntang sandini akau mewakikan

!men, suami s
i ain,
hadir sendirt.

mariksas gugatan
i e ak
atau 18187 Tk

{. Pada sidang P;;
kepada kuasanye.

2. Dalam hal susmi
mamarintahkan yand

"‘




1. Dalam pemeriksaan BUBAaN percecs; Fasal 143

2. Selama perkarg Hakim berysahs
pemerkaamn o GPUHISKEN Usaha mendamar s iy il vl
satiap sidang

Apsbila terjadi pedamaian Pasal 144
- Maka fidak .
alnsan atau alasan-alasan A dapat disjukan gu
2 Y&ng ada : gugatan percaraian barn ;
waklu dicapainys perdamaian, febebum pardamatan dan telah dlhetshal u hﬂlt:ﬂuzjmq

Pasal 147

{1} Eul_:erlah perkara perceraian i diputusken, aka pandera Pengadilan Agama menyampalkan
salinan surat pulusan tersebul kepada suami ister] atou kuasanya dengan menarik Kutipan Akis
Mikah dafd masing-masing yang bersangkitan,

(2) Paniters Pengadilan Agama borkewajiban mengirmkan satu helal salinan pulusan Pengadilan
Agama yvang lalah mempunyal kekualen hukum yang tetas tanpa bermatersi kepadaPagaswal
Pencatal Nikah yang mewilayahl tenmpat tinggal Eterd unbuk disdakan pencatatan.

{3) Panilera Fengadilan Agama mengirmkan sursl Kederngan kepada masing-masing suami isteri
atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) talah mampunysl kekuatan hukum yang lelap dan
marupakan buktl percaraian bagi suami dan bekas st r

{4) Paniera Pengadilan Agama membust cafatan daam ruang yang lesedia pada Kulipan Akla Mikah

yang bersangkulan ahwa mareka telsh barceral, ,
Catalan Isrsabut borisi tempal lerjadinga perceraiz, tanggal perceraian, nomar dan tanggal swrat

utusan sarta tanda langan panilera. _
{S) ipﬂbllﬂ Pegawal Pencalat hikah dengan Pegawsl Pancatal Niksh lempal parnikahan m::
dilangsungkan, maka saty helal salinan putusan Pengadisn Ag.!ll.l-lm Mmrm rﬁr":m
dalern ayat(Z) dikifimkan pula kepada Pegawal Pancatal Nika :m |'|'|-EJ;,|'|N aya mp::
parkawinan dilangsungks gan hagi parkawinan yang dilangsungkan di luar Neger Sainan
' tal Mikah Jakara. |
I:T’Erflsrr'lﬂI':HH';;EH-r “Frﬁdnﬁgﬂwnﬁnpsuﬁam rarsabut dalam ayal (1) mengsai Wﬁﬂam
il Hb'a-l'lﬂﬂ EIEWH ﬂ'lE;Elm“ apabila yang damikian ilu mangakitatian kefugkan bag 5
imiar atau keduany.

mel . raian dengan jalan khuiuk, menyangalkan
1. Seorang st yang mengajukan gugakan e mewilayahl lempal tnggalnya dissrai alasan

adilan Agama
permohonannya kepada Peng .
atau [!Hmﬁmthmhmﬂmmw salu bukan memanggll ister dan suarnings unfuk disengar

. Pengadilan Agama s melng okibal & ,
3, Ewm"ﬂnﬁ'ﬁ}?aﬁ% sdiian Agama membarkan penjelasan R
ah perikan naseha -nasehalnys. stay tebusan, maka Pengadilan

KA FHE I ' sapakal tentang besarmys -mur::,k menglkrarkan talaknys disepan
4, Satelah kedua belah p"r:twaﬂ tantang kdn bagl M&udw S esdian aye bandig B

Eﬁma Pai r.';ﬁ':‘:" F'E;"“E'- Terhadap ponciapar | 131 ayat {5}

iiang e . ur dalam pass

kasasi, gilgimpuh ﬂmﬁﬂﬂ“ﬂmunmmmu wadl Pengadian Agama
5. Penyelesaian sﬁanil-l"ﬂl' e tentang
6. Dalam hal T;ﬁlkrr:w wanagal perkars bissa

memerksa amutuska!

____—,




BAB xy
AKIBAT PURUSNYA PERKaWINAN

Bagian Kesaty
M:Ibu_ Tﬂ'lﬂh

EWI:JHMH:HMI:WhME Earens talak Tﬂﬂml'tl;;:_mml wialif:
erikan mut'ah yan ' '

bk ntar romps :fnhlg :\Tﬂmur bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecual
b. memuen nafkah, maskan dan kiswah .

£,
d. memeberikan biaya hachanan untuk anak-a

Pasaal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju” kepada bekas istrinya vanig masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas ksterd sal i Y A
dengan pria |gr: ma dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan idak menikah

: Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah der bekas suaminya kecuali la nusyur

Bagian Kedua
Waklv Tunagu

Pagal 153
1, Bagl seorang isler yang pulus perkasnannya berlaky wiakiy tungou abau iddah, kecuall gobla al
cukhul dan perkawinannya putus bukan karena kamatian suaml.

2. Wakiu tungaou bagi sa-nrangjarhdatﬁtanmhansehagmtrmﬁm; .
i Ap-ah!rTElg perkawinan pulus karena kematian, walsupun gobla al dukhul, wakie unggu

b. ﬂiﬁgmﬁ:riﬁﬁirﬁl::Lilm.wﬁﬂunguha% ﬂ? ;ﬂ;,i.. hlﬁd mﬁ;:“;g
(tiga) kali sucd dﬂmuﬂ:::;qg—h::rwagm &0 [sembilan puluh) har, By

c i;ﬁ?:aplfaimm pljhfs kaiﬂﬂ{mﬂmmr:?n sedang janda tersebul datam keadaan hamil,

d. Emrﬁ?ﬁﬁﬁ I::aur;s:ﬁlz weimatian, sedang jands tersebut dalam keadaan hamd,
waktu funggu ditetapkan 5II|:11pBP mnlﬂﬂlrﬁ:m.

3. Tidak ads wakiu tunpgy bagi yang Pu
glerssbut dengan hekas 4 qobles m'#mb'ungglr'tﬂ wiakh tunggu dihilung sejak jatunnya,
4. Bagi parkawinan yang putus ""“mrf:f arl; kekuatan hukim yang tetap, sedangian Gagl
Putugan Pengadilan Agama yand fan, t'.;umgﬂng walktu lurgau dm'neiﬂqm hﬁl;;ﬂu ZHJL“
perkawinan ﬂ%ﬂ&f:;"::; K i sadang pada waklu menjaiani &z
5. Vilsitu tihagy iqa kel waktu nald. igdshnys selama sat tahun,
menyusul, maka iddahinya tigs an karena e yREsL, muaka e
6 Daiam hal keadaan paia ﬂ,ﬂ,ﬁ o eabul ta haid kemball, maka iddannya menjed e
akan tetapi bila dalam waktu
waktu sucl. —

nan karena parceraian sedang antara janda

: dian dalam W sLAMMANYa,
raj | kemudian Cot . finggal matl oleh &7
pasal 153, suaMinya.
I:fthaﬂrﬁ']tarhlmﬂ saal matinya Bekas
pasal 153 khuluk, fasakh dan ian berlaku iddah

parens
e pts FMIHH"W“

Apabila ister pertaiak
(2} huruf b, ayat (5) dan
menjadi empat bulansepy

Waktu iddah bagi |
taknk,

e —



Bagian Katigy
Akibal Pescarmnn
Akibat pulusnya perkawinan ks _ Pass) 158
g anak yang bielusn MmiUm -r.';m FELW..IHH |a|ﬂ1.l

B W i mendapg
mrﬁ;l?aﬂ:hl Pt e "'Mimnﬁ-hmﬂm uinya, hecuall bila bunya tetah
2. ayah; 8 Oalam garis lurus ke atas da iby.

3_ wanila-wanta dalam Qarig lurss ke alas dan ayah;
- Saudara parempuan dar anak yang barsangkutan:

i than ha :
B iﬁ&fﬁfﬁ"ﬂﬂf‘ﬁ tarmyats tidak dapat miﬁ haﬁlmdﬂ:h}aﬁaiﬁg mmum%
n hadhanah telah dicukupl, maka atas permi
betsangkutan Pengadilan Agama danat . permintzann kerabal yang
mempunyal hak hadhanah puls; Pal mamingshkan hak hadhanah kepada kerstal lain yang

d. semua biaya hadhanah dan nafksh  anak menjadi tanggung jawab ayah et

[h;ﬂaa;:uipu}annya,suhmmhumngnw sampal anek tersebul dewasa daps! mengurus diri asndin
n

0. bidamana leradi perssfisihan mengsnal hadhanah dan nafah anak Pangadien Agama
membverkan putusannya berdasrkan hurut (a).{b), dan (di;

. pengadilan dapat pula dengan mengingal kemampuan ayahnya manetapkan jumish Baya untuk
pemelinaraan dan pendidikan anak-anak yang bidak turut padanya.

Fasal 157
Harta bersama dibagl menurul ketenbsan sebagaimana lersebut dalam pasal 95,97

Bagian Keampal
BAug ah

Pasal 158
Mut ah waiits dibarikan oleh bekas suami dengan E':,I'E‘ﬂ"
8 balum ditstapkan mahar bagl isteriba da al dukhak;
b. perceraian [ atas kehendak seami.

Pasal 158
Mul'ah sunnat diberikan oleh bekss syami tanps syarat lerssbul padad pasal 158

Pasal 160

suami.
Besarnya mul ah disesualkan dengan kepatutan dan Kemampsss

Bagian Kalima
Akt Khuluk

Pasal 161
tatak dan tak dapit dirujuk
Percaralan dengan jalan knuiuk mengurangl jumia

Bagian Keanam
Akibat Liran

pasal 162 jgmanya dan ansk yang dikandung
Wﬂwll‘l’lﬂ it Whﬁﬁmlm m:mt:lﬂ nafkah.
Bilamana F'an tﬂfi'ﬂn':rli"ﬂa“dang cuaminya terbebis
dinasabkan kepada BUNY=:

,”




BAB Xvin
RS

Bagian Kesaty
Lirrsiamy

(1) Searang suami dapat mearujuk stenyra 220 153
{2) Rujuk dapet diakukan d&'.a}n halhgy o PG 4l masaiddah,
& putusnya perkewinan karsns tal
diatubikan gobla al dukhul, 19l2k, kecual talak yang \oiah Jatuh ige kalt talsk yang

b, pulusnya perkawinan berdasa
selain Zinag dan Khuluk, rkan pubusan pengadilan dengan slazan atau slesarealssan

Fazal 164

Seorang wanita dalam iddah tatak rai'| Btk
suaminya dihadapan Pegawal f-‘mﬁm Mikiah m;wmu]um;: mﬂ? SRR TSR 90 b

Pasal 165

Rujuk yang difakukan tanpa sepangetahusn beka
iy B Isler, dapat dinyatakan fidak sah dengan pulisan

Pasal 166
Fujuk harus dapat dibuklkan dengan Kutipan Buku Pandafiaran Rojuk dan Sia bukli tersebyl
hilang atau rusak sshingga tidak dapal dipergunakan lagi, dapal diminlakan duplkalbya kepada
Instansi vang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Fyjuk

Pasal 167
F i ke Pegawal Pencatat Wikah
1) Suami vang haendak merujuk istefinya datang bersama-sama isterinya a Peg _
i atau F‘Ln“t?am-u Pegawal Pancatal Mikah yang nw'n‘-lﬂa“h !amPal:;-;n;;ﬂr;.ﬁTpu::: uﬁurm@n
atapan tantang terjadinys falpk gan sUrs Fangan
{2 EJT:;T:HEJTm dengan persetujuan Isten dihadapan Pegawail Pencatal Wikah alau Pambaniu

Pegawai Pencatal Nikah, | Poncatal Nikah memerksa dan meyaidikl
(3) Pagawsi Pancaiat Nikah alau pambanty Pegawa syaral mecujuk menurt hukum

i meruuk i mamenuhi syarai- j
;puﬁéh:ﬂrakfhn?uti innng aha':'lu diiakukan masih dalam iddan (afak rafi, apakah perempuan
yang akan dirujuk itu Edal:rl;-p Iﬂh::'llnrﬁ'.-ﬂmfﬂ U —— e

[ il mengu eaksi-

{4) Setalah itu s:atﬂn ot e Rk rrl-ﬁmuh o hl"ﬂ: besrta I
saksl manan aﬂu Hﬂ“ﬂ nakan, Pogawsi Pencatit :::ﬂ _ Pﬂrh-mh wﬁgawdnﬂ wmpm

- m:ﬂm =yiami isteri tentangd haloum-huskuim Lo buargan

dengan rujuk.
Pasal 168 i i Mikah dafiar rujuk M“i-_.
hadapan Pe e ng barsangkytan besreta sa
) ;:ﬂ gil:j:;indr‘gmatarmml olefs m'”?mmm?;vllnﬂhm. Tgﬁ ::-:4*“"‘
rangkap 2 (dual pegawal P npan
saksl, sahelal dkinm ,"‘“Wﬁﬁnm dicatat dalam bks PR %o awal Pencolat Nikah diakian
kﬁ!mﬂm fﬂﬂ?ﬁwa o mﬂi :J:::dgﬂm rujuk Glakukan. o wal Pencatat Nikah
(2} Pengiriman halas) N ka Pembantu
salambat-lambatnya 15 ‘::T—?ﬁﬂlfﬂl' rujuk o th"ﬁ_:ﬂﬁ berita acara tentang sebab-sebal
(3) Apabila Ianﬂﬂﬂ:ﬂw - daftar lsmbar jadua.d
membuatkan
hiangnys. | 182 k dan mengifimkannya
Pasa pasfadiny® ruju
ntang suami
ipuat surat keterdnan KL g porsanghudan. OO0 v
(1) Pegawal Pencatsl Nikah me —"t basfmﬂ“"gﬁ: pandaftaran Rujuk
kepada Parngadilan M:I"r: diperikan Hufipan
igteri masing-mas Agama-
:ﬂu:mpkm olen Manter

Ce—




L T——

o E:am;h i;é”ﬁ:' :?I Lﬁgﬂﬂﬁ1miﬁlﬂ$ Pendafteran Rujuk tersebut datang
;‘;'E'F’“"' R mah&m&rﬂng ¥8ng bersanghtan m"'”h”ﬁ?ﬂ&‘:’fﬁ;" Pengacian
ma BM ang yang telgs lersed
barsangkutan benar etah rujus wecla preda Kulipan Akl Mikgh lersebul, bahwa yang
(3t Catatan vang dimaksyd ayal {dua) berisi tempal fa

gan tanggal Kutipan Buky Pendaftorsn Fujuk dan riedinys rujuk, anagal rujuk dilkrarkan, HEFH

tenda tangan Paniters,

BaB ¥y
MASA BERKABUNG

Fasal 170

(1) ster yang difinggalkan may oleh suami, wajits melaksanakan masa berkabung salema masa
iddat sebagal tanda tund berduka citg dan sskaligus manjage firmbulnya fitran,

(2} Suami yang tinggal matl olah Isterinya, melakukean masa borkatiing menurut kepatutan.




ey,
T
o L. | ﬁl
K. y
¥ il 3 t,
| [
BUKL 1 '-III = o "
HUKLIA KEWARISAN “a & :J;:
\g
Gy Wi s
LsALIM =
Pasal 171

Yang dimaksud dengan;

a. Hukum kewarlsa
o el st ml}mfr'hhﬁ:ﬂ yang mengatur tenfang pemindahan hak pamilken harta

’ bagianinyd masing-masing Bk Fa-slapa yang berhak menjadl ahil warls dan berapa
Pewaris adalah orang ¥ang peds sasl meninggel

nya slou wvang dinyatakan meninggsl
berdasarkan putusan Pengadilen besagsma Istam, meninggalkan sfll wards dan harla
peninggalan,

= "huh: wars adalah orang yang pada sast meninggsl dunia mempusyal Bubungan darsh atal

ungan perkawinan dengan pewarls, beragama islam dan tidak terhalang kazena hukum b
metijzdl ahli warnis,

d, Hara peninggalan adalah hada yang ditiiggabean oleh pewars baik yeng beripa boada yang
mernjadi muilknya macipiey hak-Rhakiys,

&. Harta waris adalah hara bawsan difarmbah bagian dar barta bersama sstalah digunakan umiuk
Eeparivan pewariz selama sakit sampal meninggainys, blaya pengunssan jenazah {Lajhiz),
pembayaran hulang dan pambesnian uniuk sesabal,

. Wasal adalah pemberian suatu benda darl pewarls kepada orang lain sisu lembaga yang akan
beraky setekah pewarls meninggal dunia,

g Hibah adalah pemberan suai bends secars suksrala dan @npa imbelan dar sesecrang kepada
sorand laln yang masih hidup untuk dimilikl,

h. Anak angkat adalsh arak yang dalam pemeliharaan uniuk Edupnya sehar-har, bisya pandidikan

dan sebagainyd beralih tanggung fawabnya darl crang tua esal kepeda oreng fua anghainya

berdasarkan putuean Pengadiian,

Eailul Mal adalah Balai Harla Keagamaan,

=

SRR
AHLIWARIS

Pasal 172
agama kskam apabila dikstadnl darl Katd dentias ataw pengakuan alau

ARl wanis dipandang ben
amatan atau kesaksian, sedangkan bagl beyl yang bhan ianir alay enak yang betum diewasa,

beragama manusut ayahnys atgy Engkungannys.

Pazal 173 .
ahdl waris spabila dangan pulusan hakin yang tetah mempunyal
L Karenda: ] _
atau mancoba memblngh ateu manganitya beral para powaris;
telah mengajukan pEnpadusEn babwa pewars telah melakukan
£ tabyn ponjara atau hubuman yang (ebi berat.

Seosang terhaiang rscafadi
wekuatan hukum yang letap, =1ih-.i'='_J
a, dipersaiahkan talah mmﬂhu;ﬁm

dip#rs fSCAre mMem
¥ suatu ﬁm yang diancam gangan hukUmin

Pasal 174

lompok ahll warks tardid dari;

¥ Y ngar darah

g. Menurul hubungarn te pardirl dtar * . anak laki-laki, saudars laki-led, paman dan kakek.
- golongan *mum lagl d:nw-rrbu. anik perempuan, Sautars perempuan dari nenek,
. G’ﬁ"ﬂm‘rﬂﬂn parkawinan teedirl dari ; duda atau kﬂamﬂm e, "
{2) v e s ahil waris 8da, maks. yang berhak menda Sl
pa il
nda atau duda.
4 Pazaf 175
adalaf
1] Kewajiban ahll wars {arhadap N""‘:Lipa_rpm
M ~ &n [kan
g, mengurs dan m eslar S ong berups

b, menyelssalar b':.-.agm plutang;

kaman jenasah sefasai;
pengobatan, perawatan, tarmasuk kewsajiban

I —



) BAE (1]
BESARNYA BAHAGIAN

Anak perempuan bila b i Sl
anya seorang ia mendapal separch baglen, his dus orang stau Jebh
rdmmka bersama-zama mendapzt dua pediga bagian, dan apsebila snask perempuan borsena-sama
p:rn::ﬁr;u:nrmk lakHaki, maka bagien anak bkidskl adalsh dua berband ing safu dengan anak

Pasal 177
Ayah mendapal seperiga bagian bila pewaris Iidak meninggaikan ansk, bila sda anek, sysh
mendapat seperanam bagian.

Fasal 178

{1} Ibe mendapal seperenam bagian bila ada anak alau dua soudars atau lehdh, Bila dak ada anak
alau dua arang saudara atau lebih, maka ia mendapal sapadiga bagian,

(2) Ibu mendaps seperige bagian dai sisa sesudah dambd oleh jands atau dudd bia bersadmia:
sama dengan ayah,

Fasal 178
Duda mendapat separch baglan, bia pewars lidak meninggafkan anak, don bila pewars
meninggalkan anak, maka duds mendapat saperempal badkian.

Pasal 180 o
Janda mendapat seperempal haglan blla pewans tlidak meninggalkan anak, dan bila powans
meningadkan anak maks janda mendapal separdelapan bagian.

Fasal 181 .

seorang maninggal tanpa meninggalken ansk dan ayah, maka saiare laki-laki dan saudara

pﬂrﬂ:i'lu:um seiby masing-masing mendagal 3aperenam begian, Bila moereks iU dun orang atsu lebih
maks mereka betsama-sama mendapat sepertiga baglan.

Paszl 182
meningoalkan anak dan ayah, sedang e mempunyasl salu saudara
Bila seorang mmnﬁal;mnﬂh nmham!jﬂ mendapat separoh bagian. Bl saudara perempuan
farssbut borsama K v dengan saudsra perempuan kandung blau seaysh dua orang atau lefih,

pertiga bagian,
maka mereka hﬂraamz-;_l-‘”‘ﬂ mﬂrﬂﬂl ul .,““*mdfn'a-am dongan saudara kakiioki kandung alau ssayah,

D o walidnra ki gus berbanding ssfi dangen Exudars pERTPUAT

Pasal 183 )
pat borsepakal melakukan perdamaian calam pembagian harta warsan, setelah

masing-masing menyadaii bagiannys.
asal 104
ma;mﬁw malaksanakan hak den kewsjbanmus, maka

Bagl ahli waris yang belum dowins € n Hakim atas usul anggola kehisnga.

hnhyadlmuiﬂ'!m“ﬂ'd“m” : =
H
i febib dahulu dari pads sipewaris maka kedudukannya dagpal dipantikan

Pasal 173,
o ;:1‘;:;:'.1151 kecuali meraka yan( larsabut dalam Fa
pomor 1 2 Tahun 1994, maksud pasal i
et St e o M g o ek o
: 9 ¢ qaparanan bagan.
;ghm':fhilu ada anak. ayah mendapa

‘_A



Anak 'ﬁlﬂglllhird‘q pﬁﬁﬂ”“
dan keluarga dari pih.a;: “u:::“ﬂ. inan hanya mempunyal hubungan saling mewasts dangan bunya

(1} Wilamana pewaris meninggaikan warisan
atdu cleh para ahll waris dapat diluniu
warisan dengan lugas:

m. mencatal dalam suste daftar hara
bergerak yang kemudisn dissnkan
harganya dengan vang;
Egh:ug jumiah pungsiuaran unuk kepentingan pewaris sesunsl dengan Pasal 175 ayat (1)

[ = 1 NG

(2} Stsa darl pengoluaran dimaksud o atas adaish mervpakan hana warsen yang hanis dibagikan
kepada ahll warks yang berhak

harta peninggalan, maka oleh pewaris samasa hidupnya
k bebarapa orang sebagai pelsksana pambagion harta

paninggelan, baik berupa benda bergerak maupun tidak
alah parn ahil waris yang bersangkulan, bila perlu dinilal

b.

Pasal 184
Para ahll wars balk secara bersama-sama alau persecrangan dagel mengajukan pemmintasn
kepada ahli waris yang lin untuk melakukan pembagisn harts wadsan 3ia ada dantara ahll warls
yvang tidek menyelujui permnkaan MU, maks yang bessanghian dapal mengejukan gugalan mesalul
Fengadilan Agama uniuk dilasikan pembagian warisan,

Pasal 1E3
1) Bila warisan yang akan dihagi berupa lshan partanian yang luasnya kurang dar 2 heklar, sipays
i dipertahankan Kesatuannys sebagaimans semula, dan dimarfasikan yniuk kepenlngan bersama
ra ahll waris berzangkulan. y
(23 m; katantuan mﬁ;ﬂm pads ayat (1) pasal ini lidas< dimungkinkan karena dlanta-_n para ah¥ waris
yang bersangrulan ada yang memariukan uang, maka lahan tersebut dapat dirmibiki oleh seorang
atau lebih anll wars yang dengan cata mambayar harganya kepada ahll waris yang berhak sesuai

dengan baglannya masing-masing,
Pa=al 190

AT lstar berhak mendapat
P i hasisler labih dard seorang, maka masng miEsing
bag:frﬂ;[;ﬁiérrﬂngmﬁﬁr:mh tangga dangan suamingg, sodangken keseluruhan baglan pewarls

adatah menjadi hak para ahli warisnys

Pasal 191 )
T nanll wiatls sama sakall alay ahl warisnys fdak dikelahul ada atau
g o e v Pocgasin Agane s prguesamys i
aknya, m

Baftul Mal untuk kepentingan Agama latam dan kessjahtesaan umum,

BAag
ALIL DAN RAD

4ta warisan di antara para ahll warisnys Dzawil furud manumukkan

a dalam pembagian angks panyenut, makn 8ngka penysbut dingikkan sesuai
hlf:‘:pa;hf:gﬁ'ﬂ b“amr’ﬂd’:ﬂb;::: ﬂﬂlh jiu hara warrsnya dibagl sacara aul mendlu angka
dongan angka pém '

pambllang,
pasal 184
ea warisan di antara para ghli waris Czawil furud manunjusckian
a

Apabila datam wl;t:‘; :ﬂ'ﬂ" dari angka whﬂtl sodangkan Yidak ada ahll waris asabah,

bahwa angka pembiand - terssbul @Imumnﬂﬁﬁ:ﬁlﬂk’:‘m sesual dengan hak masing-
nlm:a:ﬂﬂﬁm“m“
masing a

ﬁ




Bag v
WASIAT

G Petal 104

1) mﬁﬁmwzm :laiah beruem by sekurang-kurangnya 21 tahun, berskad sehat dan tanpa adanys
e 2o rnewaaln!kan subagian hara wendanya kepada orang lsin atou lembags

(2} Hara benda yang diwasiatan hanus merupakan hak darl pewas " :

(3} Pemliikan terhadap hada benda : o

dilsksanakan sesudsh pewssiat mnmn ;Ef'mu dalam ayat (1) pasal ini bare dapal

Pasal 195

(1) Wealat dilakukan secara lizan dinadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang

sakal, atau dihadapan Motarda.

':.2.:' Wasial h‘lﬂ_‘fa dlﬂrmhtaﬂ aahan k—b!l'l kay f
semua ahli wars menyshuju, ¥a yaknya seperiiga darl harta warisan kecual apablia

{4} Waslat kepada ahl waris bartaky bila disstujul olsh semis ahll wanks.

(4} Pernystasn parsatuluan pada ayet (2) dan (3) pasal inl dibuat secara lisan di hadapan dua orang
saksi atau tertulis di hadapan dua orang saks di hedapan Motards.

Pasal 196
Dalam waslat balk secara terulls maupun lisan harus dsebulkan dengan tegas dan jnlas siape-
Sigpa atay lembaga apa yang dituniuk skan menerma hars bends yong diveasialken,

Fasal 197
(1) Wasial menjadi batal spablla calon penarima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah
mempunyal kekuatan hakum tatap dihukum karens:

a. dipersalahkan lelsh membunuh stau mencoba membunuh alau manganisya beral kepace
pavyasiit,

b. dipersalshkan secars muomfitmeh ftefah mengajukan pengacduan bahwa pewasiet tatah
melakukan sesuaty kejahatan yang diancam hukuman ime Bhun pengars stau hukuman yang
lefiiby beral;

¢ diparsalahksn dengan Kekerssan aiau Sncaman mencegah pewasial uniuk membuat atau

I mencabut atay marubah wasizl uniuk Kepentingan calon penerima vl

d. diparsalahkan telah menggelapkan atau merusak alay mamalsuan sural wasial dan

pewasial : oo : atity:
ol i rvg ciunjuk untuk menerima wasia _
i) :ﬂméztﬂwﬁﬂ;?;ﬁﬁ;:::’;ﬂﬁl sebut sampal meninggal dunis sebelum mennggainya

b 18 m Uk MEenerimEy,
e grva washal teraebul, lopriE anotak
. mzmr B:dag wasialy ftu, fetapl tidaik pernah menyatakan menerma sty me
X al ia meningg® sabalum mmlnggnlnya pemmﬂfm, riokui
(3) Wasial menjadi Batal apabila yang dhwasalkan mu .

Pasal 158
Wasiat yang barupa heedl daf sustu benda ataupun pemaniaatan sualy bends hars diberkan
ang
|angka waktu lertentu.
Pasal 198
mencabul salama calon :I-H!Eﬂrﬂi I"Eﬂﬂﬁgﬂhln manyatakan
. FW“!TI dn;:t“ H““dﬂh menyatakan pmﬂﬁﬂdﬂnm“kﬂﬂm:;“m olah dua orang Ealisi alau
Liart
diakukan SO aieal Motars bils wastel
(2) mﬂh?ﬁ;ﬁéiﬁ" plgh dus prand alau berdasarkan akia
u
terdahulu dibunt secara lisan. maka hanya %&?M dengan cara ferfulls dengan
rkan Heke [, .
digaksiian obeh dun orang s sighrin Humr‘::ﬂm hanya dapat dicabut berdasartkan akla Notaris.

200
km,mwnmmwﬂﬂMWi
m:wwmﬂﬂmum pewssial meninggal dunia, maka penerima wasial




Apabila wasiat melebihi

; Pa:
E
maha wasiat hanya dilg Sperioe dasi harts wa

risan sedangkan x
haa : ang ahll waris sda teckals priEn ui.
nakan sampal sepertigs harts warian : yarg et

kil = : § Pasal 202
Aﬂﬁkﬂ :h'-;ﬁl::lbdéluman <k berbagal kegistan kebalken sedanghan harts wasial Gidak mencukupl
apat Manentukan kegiatan mara yang didahulukan pelnksanaannya. X

Pasal 202
(1 “me’"" Sural wasial dalam kesdasn tertup, maks peryimpanannys di tempat Noleris yang
ilama U Sural wasiat dicabut sesuai dengan Pasal miaks tedah
dicabut i diserahkan kambal kapsda pewasiat, o ieaheieat '

Paeal 204

(1) Jka pewaslat meninggsl dunia, maka sural wasiat yang terutup Gan disimpan poda MNolaris,
dibuka olehnya di hadspan ahl warls, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat barita
acara pembukaan surat wasial [fu

(2} Jikas sural wasiat vang terfuiup dfsimpan bukan padn Motads maks penyimpan hanis
menyeratikan kepada Notards sebémpel stes Kantor Urussn Agama sotempat dan selanjulmm
Motans altau Kontor Linesan Agame fersebul membuka ssbagaimana dileniusan dalam ayad (1)
paaal ind

{231 Sstalah semua sl serie makaud surat waslat u diketahul meka oleh Motarss atau Kankar Ususan
Agama diserahkan kepada penarima wasial gund penysieaatan seianjuinya.

Pagal 205
Dalam waklu perang, para anggota tenlars dan merska yang termasuk dalagm golongan tantara
dan barmda dalam deerah partewmpuran atau yang barda dl suaty tempal yang aidas dalam I:m_.mgm
musuh, dibolehkan mombiat sust wasist ¢ hadapan seom@ng komandan atasmerya desghn difadin
oleh dua orang saksl,

Pasal 2006 P
bersda dalam perjalanan maishui faul dibolehkan membust sural wasial & hadapan
mknh;::i:afnn?ﬂm kapal, dan jxa pejabat rergabul Udak sda, maks dibuatl di hadepan searang

yang manggantinya dengan dihadirl oloh dua crang saksi,

Pass| 207
apada ; glalukan pelEyansn porowalan bagi sssaorang
Whajmm:l E."dgf dlpn-;zu“:h:lnﬁ-n?:]m nmﬂhfgmmnnian sewdkiy ia mawnderita sakil sehingga
ﬂnmngamm Hﬂe-lu“aﬂl ditertuban dengan tegas dasn |elas uniuk membalas jasa,
Pnai?l:lﬁ
Wiasial tidaé bertaku bagi Motars dan sakeb-sakst pembual ki tarsebut.
Pasal 208
' Fasal 103 terssbutl
inggaian dibagl bardasarkan Pasal 175 sampat dangan
W :ﬂwﬂﬁghmﬁﬁiﬂﬁmﬂa Hngk“i w;‘ ﬁ menenma wasist diber wasia! wajibah
: ri harta wasial an ; .
. ﬁﬂ:ﬁ*:ﬁ:ﬁ“'"ﬂ 'ﬂdﬂ; D narima wasiat dibert wasiat wajbah sebanysk-banysknya 113
= dari harta warisan omng W anghatnyd.

BAB VI
HIBAH

Pasal 230
rangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan
(1) Drang yang telah "ﬁﬁmﬂ““ 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga o
manghibankar 5€2 1
oy dusa orang Saks “"mﬂl,l:mm hak darl panghibah.

hada % iibatikan h

pan
{2} Hanra benda yand

—



Pasal 212
Hibah fidak dapar ditars kembal, kecual! hibah orang fua kepada anakays.

Pagsal 243

mberi hibah dalam kesdsan ssikll yang deksl dengan
ni dari ahii warisnya.

Hibah yang diberikan pada swaal pe
kamatian, maka harus mandapat persaiujun

Pasal 214 _
Wargs negara Indonesla yang besads o hegars asing dapal membuel surat hibah df hedapan

Konsulal atau Kedulaan Republk Indonesia selampat sapanjang isnya tidak berlenisngen dengan
ketentuan pasal-pasal ini.




BUKU 1
HUKUM PERWAKAFAN

BAR |
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan: Pasal 215

{1) Wakal adalah perbuatan hukum ssseors
memisahkan sebaglan dari bendg ;ﬂmnga:ﬁmmm orang atau badan hukum yang
k At ibad . agananmya uniuk selama-lamanya guna

" Wi an (Badat atai, kerpeluan umum lainnya sesusi dengan sjaran lsiam,

| Vra ‘Bl orang stsu orang-orang atsupun badan hukumn yang mewakian banda millknya,

(3) Wra adalah pernyatasn kehendsk dar wakl witgk mewakafkan berda milinya,

(4) Benda wakel adaiah segala benda balk benca bamerdx atau fidak bargerak uang memilikl days
tahan yang tidak hanya sekail paksi dan bernilal menurut alaran |starm,

(3) Nadzlr adslah kelompok orang atay badan hukum yang dissrhi luges pemeiharsan dan
pengurusan benda wakal,

(6) Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakal yang selanjulnys disingkat PPAIW acaiah petuga spemerintah
yang diargrol berdasarkan peraturan peraluran yang beraku, berkwajiban manerima krar dan
wakil dan menyerahkannya kepada MNadzl serts melskukan pengewasan untek kelesiadan
parwakalan,

{7] Pejsbat Pembuat lkrar Wakaf saperti dimaksud dalam ayal (6}, diangkat dan diberhentican cleh
Mamar Agama.

Bag i
FUNGSE, UNSUR-LINSUR DAN SYARAT-5YARAT WAKAF

Bagien Kesalu
Fungsl Wiskal

Pasal 218
Fungsi wakaf adatah mangekalkan mantaal benda wakal sesual dengan twjuan waksl,

Bagian Kedus
Unsur-ungwr dian Syaral-syarat Wakaf

Fasal 217
: srang alsy ofng-orang yang telah dewass dan sehat
{1) Badan-badan mkmmﬁ“ﬁ:;?ﬂh terhatang unluk melakukan perbuatan hikum, aiag
ﬁiﬁ:ﬁ:ﬂkﬂ;‘:n;ﬁwdapﬂ meswalkalcan benda miliknya dengan remparatian pahiion

Pﬂmndn:lgl-whg:mw mﬁu— maka yang berindak uniuk dan atas ramanya adalah
(2) Datam ARy
pengurusaya yang sl mi':’:f;,ﬂzu._s dalam Pasal 215 syal (4} herus merupakan benda milik
(). Boncs watke e van, lkatin, siasn dan sengkata.
yang
Paszal 218
mangikrakan kehandaknya secara jelas dan \gas kepada Madzir

mewakalkan hans i sobagevtana dimsksud daiam Pasal 215 ayat (6],
(1) Pihak yang Pambuel Aﬁﬂ;:‘:“‘anm lrar Wakal, dangan didaksikan sioh sekurang-

kemudian menuangkann
m@pzmmmu penyim n dan u-miulr;ﬂﬁm dalam ayal [1) dapat
(2) Dalam keadasn Wﬁémﬂammmermﬂlm uan AgGAME,
daaksanakan setakah

218
PE:H# 215 ayatl (4) wordir dan perorengan yang harus

{1} Nadzir sebagaim
mamenuhl sya




€. Sudah dewasa;
i sehal jasmanl dan rahan:
8, thdak berada di hawah PENgampusn;
L. berampat inggal di kecamatas ton.
. “rtd e : mripat lefak bend :
=) Jh;:;hﬂhmﬂ Badan hukum, maka Nadzir hans m“m"ﬁi'ﬁfm alan sebagal berlk
:- o :‘,;,. T;er Ind:;.lu-sia dan berkedudukan di indonesia; i " o
. Mmem Bl Py [antﬂhﬂﬁmﬂmhnmﬁmmﬁ diwskalian
(3) Nadr dimake.rd dalam ayat (1) dan (2) harve cigafar pada Kanior Urosan myoms Kecamatan
pal s mendengar saran darl Carmal Majeds Ulama Kecamalan uniuk mendapatan
" ﬂnnga-a.ﬂmn. i
adzir sebelum metaksanakan tuges, haus mengucapkan sumpah dl Kapaia
hada Kanior
Umuun_l.ﬁgm:u Kocamatan disaksikar sekirang-kurangnya del Ep;:nar Wfﬁr:mﬂﬂ i6t ganmipah

“Demi Aflah, saya bersumpah, bahwa says untuk diangkst e m———
tangsung dengan nama Bty dafh apapun Hﬁmrﬂam alay ml:‘ruﬂﬂgn FEUpUR
miemberian sesuatu kepada siapapun jugs"

"Saya bersumpah, bahwa saya unluk melskukan atau tidak metskukan sesuaty dalam jabatan i
ta:lﬂt:[zal_l-m akan menefima langsung atau Udak lungsung dari siapapun juga suatu janj| etay
pEm n.

"Says bersumpah, bahwa saya senantiasa aken merjunjung Bnoal luges dan langgung jawal
yvang dibebankan kepads saya solaky Madsr defam pengurusan haris wekef sesual dengan
maksud dan lujuannya”.

(5] Jumbah Madzlr yang diparbolebkan untuk salu unit persakalan, seperl dimaksud Pasal 215 ayat
(5} sekurang-kurangnya terdin darl 3 orang dan sebanyak-banysknya 10 erang yang diang'at oleh
Kepafa Kantor Urusan Agama Kecamatan alas snran Meells Ulema Kecamatan dan Camat
selempat.

Baglan Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Madzir

Pasal Z20
ab atas Kekayaan wakal sea hasinya,
11 Madzir barkewajiban uniuk mangurus dan bertanggung .
B dan pelaksanaan perwekafan sesual dengan tujumn manurud ketentuan-ketertuan yang diafur aleh

nter Agama, :
{2} ::dz- :llﬂwajlnkan membuat laporan secara b::rhfﬁ mﬂﬁpﬁ mﬁanwm”mmnm.ﬁgﬂﬁ
dimakstd dalam aya .
Jxmmmﬂmng::;ﬂmnm tembusan kepada Majells Utama Kecamalan dan Camat setempat.
{3} Tata n;?m pembuatan laparan saperl dimaksud dalam gyat B sttt oiciadiion i
paraturan Mentes Aganma.

Pasal 221

(1) Madzi diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agarma Kecamaran karena:

L T
:: :ddﬁ-: dapat melskukan kawajitannym 1-;;*_ mnal Madif;
d.  mefakiskan sualy kajahatan sehinggs i, T o

(2) Bilama terdapat lpwongan W“;";f;ﬁpm Kantor Usutan Agama Kecamatan atas saran

da
t 1) maka W"gﬂam E

m&;hm“%ﬂ:&ﬁammmﬂ dimaksud dalam ayst (1) sub 8, tidak dengan

(3 mﬁﬁfﬂuﬁgaﬁﬁﬁh salah secrang ahil warlsnya.
Pagal 222 i s
glan dan fasiitas yang |en's dan jumiahaya diteniukan

Madzir naml::ﬂ Eﬂmﬁﬁnm s acamatan dan Kanor Unssan Agama Kecamatan
berdasarkan ke
setempat.

’



BAR (1
TATA CARA PERWAKAFAN

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAE

Baglan Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223
(1) Pihak yang hendak mewakefkah danat wakal & hadapan mibuaty
F-.I:ala lkrar Wiakal untuk mhkmakfﬁ:::aﬁﬁhn s . PO
E% E:mm bentuk Ll:;m'Wah:aﬂ ditetapkan oleh Menter
aksanean lkrar, demikizn puls pembunslan Akta Thrar Wakal ggan dihadi
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 {dua}orang saksi, W L e
(4) Dalam melaksanakan |kmar seper] dimakecd ayal (1) pihak yang mewaksfcan dhanuskan

::aﬂ?:_rahmn kepada Pejabal yang tersebut dalam Passl 215 ayal (B), surab-sural sebagai

a. ‘tanda bukll pernilikan hars benda:

b. jlka benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak. maka harus clsertai socal
keterangan dasd Kepala Desa, yang diperkual oleh Camal satempat yang mensrangkan
penlliikan beoda lidek bergerak dimaksud,;

e sural atau dokumen tertulis yang menupakan kelengkapan darl bends tdak bergerak vang
bersangkutan,

Eagian Kedua
Pendafiaran Benda Wakal

Pasai 224
Satelah Akta Ikrar Waka! dilaksanakan sesual dengan ketentuan dalam Pasel ZZ3 ayat (3) dan
i4), maka Kepala Kamor Urusan Agama Kecamatan slas nama Nadar yang barsangkutan diarskan
mengajukan permohanan kepada Camal unfuk mendafiarkan perwakafan benda yang bersanghutan
guna menjaga kewluhan dan kelestanan,

BaBE IV
PERLUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Baglan Kesatu
Parubahan Benda Wakal

Pasal 225 -
(%) Pada g¢asermya lerhacap benda yang 1adsh uhuaka!hthi:rlm dapat diskikan panibahan =
i d daiam lkrar #akak.
n@an lain gari pada yang dimaksu
- gzrr?ﬁpﬂman ot hm?ﬂ;ﬁmﬁgﬁlﬂmﬂﬁm? |W.II%I:::|1:|E|ri Kepala Kanlu lem:.gama
terte uly m tertu .
Hanar:-uumfrtu mﬂﬂ:nﬁmn Mpjulis Litama Kecamatan dan Camat selempal dangan

Ebﬁz:'nm fidak sesual lagl dengan lujuan wakal sep

gl diikrarkan obeh wakil.

Eagian Kedua
penyelesaian Parssfisinan Barda Wakal

Pagal 226

Madzy
kut parscaian benda wakal dan
perselisingn gepanjang yang T;,Tgwn ketaniuan peraluran perundang

dinjukan kepada
Undangan yang baraki.

__—d



Bagian Ketiga
Pengawasan

Paspl 227
coa o e o e 58 G4 o N vt sy s
S
agama yang mewilayahinya, tar, Majolis Utsma Kecamatan dan Pengadilan

BAE Y
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 220

Perwakalan benda, demikian puls pengunisannya yang terad! sebeium dikeluarkannya ketantsn
i, harus dilaporkan dan didafiarkan keopada Kantor Unmsan Agama Kecamatsn satempst untuk
disesuathan dengan ketentuan-ketantuan ini,

Ketanlesn Panutup

Pasal 228
Hakim dslam menysiesaikan perkara-perkara yang ciajukan kepadanya, wajlb memgerhaticen
dangan sungguh-gungguh nllai-nllal hukum yang hidup dalem masyarskal, sehinggs pullysahnya
sasual dengan rass keasdilan,




PEMNJELASAN
ATAS
BuKu KOMPH A% HUKUM ISLAM
PENJELASAN LIMLIM

1. Bagi bangsa dan negar Indongs]
adalah mullak adanya suaty ke o bierdasarkan Pantazila dan Undang-undang Dasar 1945,
hukum masyarekat dan bangsa |1r.,_1'h'la 35 yang sekaligus men:pakan poemagudan kesadaran

% ::?mﬂghkm::u-umm Nomer 14 Tahun 1970 lentang Kebentusn-ketentuan Pokok
A P i iﬂ?ﬁndm Nomor 14 Yahun 1885 tenlang Mahkamah Agung,
sebagal peraddan negara, HELREN yeng sedersial dengan lingkungan peraditan lalnnyn

3. Hukum mataril yang selama inl beraky di lingsungan Peraditan Agama adalah Mukum Islam yang

pada gatis basamya malpull bidang-o
feiidy lh g-bedang hukum Parkawingn, hukom Kewarsan dan huusm

Bercdasarkan Surat Edaran Bifo Peradilan Agama tenggal 18 Pebruari 1968 Namor BIVT3S hukum
Maleril yang dijadikan pedoman dalam bidgang-bidang hukum tersebut di atas adaish bersumber
pada 13 kitab yang kesemuanya madehah Syafl

4. Dengan berakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenlang Perkawinan dan Peraturan
Pemernntah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakalan Tanah Mik maka kebutihern hukum
masyarakal semskin berkembang sehingga kitab-kitab tersebu! dimessian perly puls unbek
diperiuas baik dengan menambahkan kitsb-kiab dari madichab yang tein, mempariuas penalsiran
terhadap keleatuen di dalamnya membandingkennva dengan Yursprodensi Peradilan Agama,
fatwa para ulama maupun perbandingan df negara-negars ain,

6. Hukum Materl tersebul perlu dihimpun dan dietskkan caiam suatu dokumen Yuslizia atayu buky
Kormpilast Hukum Islam sehingga dapal djadikon pedoman bagl Hakim & Iinghengan Badan
Peradilas Agama sshagai hukum leragan dalam menyelesaican parkar-perkara yang disjukan
kepadanys,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 6
Cukup jelas

Pazal 7
Pasal ini diberiakukan setsish berakinys Undang-undang Paradian agara,

Passl fi sid 18
Cukup jelas

Fmsﬁ 19 T adi wall tirdini dar wall nasab dan wall hakim, wail ansk angkal dilakukan ole
eng dapat menj
ayah kandung.

Pasal 20 sid T1
Cukup jelas

Pasa ami mengaky jejaka pada wakiu nikah kemudian
"r!;zg dimaksud dengan p-mlﬂﬂ_nm;%ﬂ poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula

fy baristen
terryata diketahul suda
penipuan lerhadap aw,

Pasal 73 aid B6
Cukup jelas
Paradiien Aganms
Pasal 87 HWMMFWHWW'“
Katertuan pasal

___—



Fasal B8 &/d 93
Cukup jelay

Pasal 94

Ketentuan pasal ind dibertakukan setakah borlakunya Undang-undang Peradiizn Agama

Pasal 85 sid 7
Cukup |elas

Pasal 98
Ketantuan pasal ini diberlakukan setelah bertakunya Undang-undeng Peradian Agama

Pasal 99 sid 102
Cukup |stas

Pasal 103
Kelentuan pasal ini dibedakukan satelah bedakunya Undang-undang Pesadiian Agama

Paszal 104 sid 106
Cukup jelas

Fnsal 107
Ketentuan pasal ini diberakukan setelah barekunya Undang-undang Peradifan Agama.

Pasal 108 =/d 118
Cukug jelas

Pasal 118
Satiap talak yang difatuhkan oleh Pengadian agarma adalah talak ba'in sughraa,

Pasal 120 =id 128
Cukup [elas

Pasal 129
Ketentunn pasal Inl dibedakukan setalah barfakinya Undang-umdang Pecadilan-Agarma.

Pzsal 130
Cukup jelas

Paal 131
Hetentuan pasal ini diberakukan seleieh berdakunya Undang-undang Peradilan Agama,

Pasal 132
Ketentuan pasal inl dibarlakukan setslah berfakunya Undang-undang Peraddan Agama.
Pazal 133 ald 147
Cukup [elas
L getetnh berlakunya Undang-undang Peradilan Agama,

Ketentuan pasal ini diberakukan

B d 185
IE:IE“':;EMH ud dergan angk ¥ang tahir di uar pam&w_ inan mdaksh anak yang dilahirkan i luar
perkawinan yang sah alay akibat hubungan yang tdak sah,

Pasal 187 s/d 228
Clikup |elas

Flﬂl';ﬁﬁ?uuan datarn passl ini beriaku uniuk Buku 1, Buku It dan R

S e ——



